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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah—-masalah
mengenai bagaimana dukungan peraturan perundang-undangan di
Indonesia terhadap proses privatisasi PT Jasa Marga dengan
menggunakan metode Initial Public Offering.Penelitian ini
menggunakan metode penelitian normatif yang didukung data di
lapangan sebagai penunjang.Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang
GBHN Tahun 1999 - 2004 yang menyatakan bahwa bagi BUMN yang
usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk
melakukan privatisasi melalui pasar modal. Prosedur kebijakan
privatisasi BUMN kemudian diperkuat dan diatur dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang PROPENAS Tahun 2000 - 2004,
yang salah satu kegiatan pokoknya adalah kewajiban pemerintah
untuk meningkatkan pemanfaatan kepemilikan BUMN melalui proses
privatisasi. Selain itu, kebijakan privatisasi BUMN diperkuat
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang
menjadi dasar hukum dalam- pengelolaan dan pengawasan
BUMN.Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah
Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan peraturan-peraturan
vyang relatif lengkap dalam melakukan proses privatisasi PT Jasa
Marga dengan menggunakan metode Initial Public Offering, akan
tetapi metode Initial Public Offering (IPO) di pasar modal bisa
dikatakan dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan
masyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi tersebut, PT
Jasa Marga mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan,
mampu menghasilkan keuntungan, dan Jjuga dapat memberdayakan
kemampuan pPerusahaannya. Namun implementasi kebijakan
Privatisasi PT Jasa Marga melalui penjualan saham di pasar
modal akan menemui kendala apabila, belum adanya komitmen yang
tinggi di kalangan pemerintah untuk mengembangkan PT Jasa Marga
ke arah yang lebih baik, belum tuntasnya sosialisasi mengenai
aspek hukum kebijakan privatisasi PT Jasa Marga, baik untuk
manajemen, kalangan investor maupun masyarakat luas dan
lemahnya law enforcement di. Indonesia vang bisa mengakibatkan
tingkat kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadap
kebijakan privatisasi di Indonesia masih rendah. Dengan
demikian, privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metode
Initial Public Offering (IPO) di pasar modal diharapkan mampu
meningkatkan kinerja perusahaan, mampu menerapkan prinsip-
Prinsip good Corporate governance dalam pengelolaan
Perusahaannya, mampu meningkatkan akses ke pasar internasional,
terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan
terjadinya perubahan budaya kerja.

i
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ABSTRACT

This research has the objective to answer the problems subject
how is the support of the regulation in Indonesia upon the
process of PT. Jasa Marga privatization by using Initial
Public Offering Method. This research used the normative
research method that supported by the data from the jobsite as
the supporter. The decree of the MPR Number IV /MPR/1999
subject GBHN Year of 1999 until 2004 states for the BUMN
that its efforts don’t have any relations with public
interest 1is pushed to conduct the privatization through the
stock exchange. The procedure of SoE privatization policy is
then strengthened and managed in the Regulation Number 25 Year
of 200 Subject PROPENAS Year of 2000 - 2004 that one of its
main activity is the obligation of the government to increase
the beneficial of the ownership of the SoE through the process
of privatization. Besides, the SoE privatization policy is
strengthened by the Regulation: Number 19 Year of 2003 Subject
the SoE becomes the fundamental legal in the management and the
supervising of the SoE. Finding in this research is that the
government of Indonesia has owned the fundamental legal and the
relative complete regulations 1in conducting the process of
privatization of PT Jasa Marga by using the Initial Public
Offering Method but the Initial Public Offering (IPO) method
in the stock exchange can be said that it may result the
benefit for the government and the people of Indonesia if after
the privatization, PT Jasa Marga be able to survive and will
develop in the future, able to yield the benefit and also
able to empower the company ability. But the implementation of
the PT. Jasa Marga privatization policy through the selling of
its shares in stock exchange will face the problem if it
doesn’t have high commitment in the government lines to develop
PT. Jasa Marga to better direction; incompleteness of 1its
socialization, subject the 1legal aspect of PT.
privatization policy, either for management, the investors
parties, and wide society and the weakness of the law
enforcement in Indonesia that may cause the level of the trust
of domestic and foreign investors to the privatization policy
in Indonesia is still low. By that reason PT. Jasa Marga
privatization by using the Initial Public Offering (IPO) in
the stock exchange 1is expected be able to increase the
performance of the company, able to apply the principles of
good Corporate governance in the management of its company,
able to increase the access to international markets, the
happening of the transferring of knowledge and technology
and the happening of the change of the work culture.

Jasa Marga
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu
pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian
nasional. Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi,
keberadaan ‘BUMN memiliki peran yang signifikan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana telah
diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, BUMN
diharapkan dapat meningkatkan manfaat berupa penyediaan
barang dan Jjasa yang memadai bagi kebutuhan masyarakat,
memberikan sumbangan kepada penerimaan kas negara dan juga
meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional.

Visi dalam Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional.}
Dari pernyataan diatas, disebutkan bahwa visi
perekonomian Indonesia yang tersimpul dalam Pasal 33 Undang-

undang Dasar 1945 tersebut sebenarnya merupakan konsep

" Indonesia, Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945, pasai 33 ayat 4.

T
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demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian yang disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 dari

Undang-undang Dasar 1945 tersebut merupakan suatu arahan

yang sangat penting sehingga pasal tersebut menjadikan dasar

dan titik tolak bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurut Ibrahim R., negara harus dibentuk secara

demokratis dan melalui kelembagaan politik yang demokratis

dan biasanya sistim politik ekonomi selalu dikaitkan dengan

sistem masyarakat yang demokratis.’ Dengan demikian negara

mempunyai peran dan tanggund jawab normztif dalam berbagai
bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi dibentuklah
perusahaan negara yang lebih populer dengan nama Badan Usaha
Milik Negara (BUMN).

Untuk mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), langkah pengembangan dan pembinaan terhadap
BUMN, secara umum  hendaknya diarahkan untuk dapat
mengsinergikan antara kebijakan BUMN tersebut beroperasi,

dengan kebijakan restrukturisasi internal perusahaan sesuail

dengan poteﬁsi daya saing perusahaan.

Kecenderungan yang mendasari pembentukan BUMN pada
awalnya adalah pemerintah mempunyai kemampuan untuk
menghasilkan sendiri barang dan jasa serta

mendistribusikannya di pasar. Namun, kondisi ini mendorong

- Ibrehim R., Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Bandung, PT. Citra Aditya.
199€¢, hal 10

2
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intervensi pemerintah dalam operasional BUMN menjadi 1lebih
dominan. Inkonsistensi dan ketidakjelasan ini selanjutnya
membawa dampak infleksibilitas operasional, lingkungan kerja
yang pasif dan kurang kreatif, 1lebih patuh pada prosedur
pemerintah daripada menjalankan norma berbisnis, transaksi
biaya yang tinggi dan akhirnya terjadi inefisiensi.® Selain
itu, keberadaan BUMN dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang
mempunyai kepentingan dan kekuasaan untuk dijadikan sumber

-

dana bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga kas
3UMN tersebut 1lebih banyak terserap oleh kepentinga; luar
perusahaan daripada untuk kepentingan internal perusahaan,
kas negara dan kemakmuran masyarakat. Hal ini jelas sangat
bertentangan dan tidak sesuai dengan tujuan ekonomi
nasional. Tujuan ekonomi nasional berdasarkan pasal 33
Undang-undang Dasar 1945 pada intinya adalah kesejahteraan
sosial dan kemakmuran bagi rakyat banyak.

Implementasi dari Pasai 33 Undang-undang Dasar 1945 ini
sebenarnya telah diwujudkan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004,
yang menyatakan bahwa bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang usahanya tidak Dberkaitan dengan kepentingan umum

didorong untuk melakukan privatisasi melalui pasar modal.®

* Dikutip dari makalah Tim Privatisasi BUMN

“Privatisasi: Studi Banding BUMN Perancis”.
ISEI, Jakarta, 30 Januari 1996
" Penjelasan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 beseria keterangannya.

Departemen Keuangan,
Makalah disampaikan pada Seminar
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Untuk mencapai sasaran di atas, diperlukan berbagai
sarana penunjang antara lain berupa tatanan kelembagaan yang

mampu mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia. Dalam

hal ini hukum tidak saja berfungsi memberikan arahan, tetapi
juga berperan untuk menjamin agar perubahan berjalan dengan
tertib dan teratur.?

Selain TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis

Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, tentunya diperlukan

perangkat penunjang lainnya yang lebih bersifat teknis dalam

mengatur proses privatisasi di pasar modal.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal, keduanya digunakan sebagai
dasar hukum dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. Penerapan
Undang-undang ini dapat dijadikan momentum penting kebijakan
pembinaan BUMN oleh pemerintah serta untuk memberikan
landasan hukum yang kokoh bagi pengembangan pasar modal,

sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang

melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi

masyarakat pemodal atau investor.®

Berkaitan dengan pasar modal tentunya tidak terlepas

dari investasi. Berinvestasi di pasar modal pada hakikatnya

 Mochtar Kusumaz=madja, Pembinaan Hukum Dalam Rangks Pembangunan Nasional,
Bandung, PT. Bina Cipta, 1986, hlm : 1.
& Tansey dan Yudi i tindal Dalarm Menaghadapi Persai

I. Nyoman Tjager dan Yudi Pramadi, Pasar 3 i} 1 saingan
Internasicnal Fz3z Era Glcbalisasi, Jakarts, IBI, 19-7, him @ %2.
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sama dengan investasi-investasi lginnya, yaitu memberikan
nilai tambah pada modal yang diinvestasikan. Nilai tambah
tersebut dapat berupa capital gain’, dividen®, bunga atau
keikutsertaan dalam perusahaan melalui hak suara dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu diperlukan dasar
hukum yang menjamin agar pemodal memperoleh hak-hak vyang
memarg seharusnya diperoleh.

Sebagai dasar hukum, sebenarnya Undang-undang Nomor 19
Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) éapat
dijadikan payung hukum yang. ampuh bagi pemerintah untuk
melaksanakan amanah kebijakan privatisasi BUMN, sehingga
tujuan utama BUMN sebagai perseroan dapat tercapai, yaitu
stakeholders maximation (kesejahteraan untuk pemegang saham,
konsumen, karyawan dan pemerintah).

Berkaitan dengan privatisasi BUMN melalui pasar modal,

pemerintah beberapa waktu yang lalu telah menetapkan harga

7 Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham pada
saat transaksi. Capital gain terbentuk karena aktivitas perdagangan di pasar
sekunder. Di pasar sekunder tersebut,. harga saham sangat dipengaruhi oleh
permintaan dan penawaran. Faktor nilai saham yang dihitung berdasarkan asset
perusahaan belum tentu berpengaruh banyk pada harga riil saham di pasar
modal karena ada faktor lain yang mempengaruhi seperti spekulasi,
pasar, ekspektasi dan potensi perusahaan di masa depan, peraturan
pemerintah dan pemegang kendali manajemen perusahaan. Seperti dijelaskan
dalam <http://investasisyariah.com/saham.htm. Hal 2> 14 November 20

® Dividen merupakan keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas
keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Biasanya dividen dibagikan setelah
adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan setahun sekali. Agar
investor berhak mendapatkan dividen, pemodal tersebut harus memegang saham
tersebut untuk kurun waktu tertentu hingga Kepemilikan saham tersebut diakui
sebagai pemegang saham dan berhak mendapatkan dividen. Dividen vyang
diberikan perusahaan dapat berupa dividen tunai yaitu uang atau dividen
saham dimana pemegang saham mendapatkan jumlah saham tambahan sesuai porsi

saham vyang dimiliki. <http://investasisyariah.com/saham.htm. hal 2> 14
November 2007

sentimen
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perdana saham PT Jasa Marga sebesar Rp. 1.700 per lembar.
Dari total saham yang akan dilepas ke publik, sebanyak 60
persen dialokasikan untuk investor lokal dan sisanya untuk
investor asing. Penetapan harga ini diambil dari penawaran
beli yang paling banyak masuk dengan kisaran harga penawaran
Rp. 1.400-1.800 per saham.’

Keterangan. diatas merupakan salah satu bentuk
privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui
mekanisme Innitial Publik Offering (IPO) atau Penawaran Umum

Saham Perdana melalui Pasar Modal 1Indonesia. Penawaran

serupa telah dilakukan oleh BUMN lainnyé yang masuk ke
dalam kategori BUMN yang diprivatisasi, semisal PT Wijaya

Karya.

Jika BUMN dalam hal ini PT Jasa Marga diprivatisasi
melalui pasar modal, maka pasar akan menjadi hakim yang
cermat dan tegas terhadap kinerja ménajemen. Semua pihak
dengan mudah dapat melihat trend harga saham, perkembangan
tingkat keuntungan dan data keuangan lainnya yang sulit
disembunyikan manajemen. Selain itu perusahaan yang telah

diprivatisasi umumnya sulit mendapatkan konsesi khusus dari

pemerintah (dikenal dengan istilah soft budget constraint).'®

® Kolom Bisnis dan Keuangan Harian Umum KOMPAS, Sabtu 27 Oktober 2007 Hal 21
10 pendapat Pribadi Kahlil Rowter (Head of Research Mandiri Sekuritas) dalam
tulisannya yang berjudul Privatisasi: Suatu Tinjauan. Dimuat dalam situs
<http://rowter.blogspot.com/2004/O7/privatisasi-suatu—tinjauan—kahlil.htm1>

12 Oktober 2007.
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Prosedur kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) kemudian diperkuat dan diatur dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2000 Tentang PROPENAS Tahun 2000-2004, yang
salah satu kegiatan pokoknya adalah kewajiban pemerintah
untuk meningkatkan pemanfaatan kepemilikan BUMN melalui
Proses privatisasi. Untuk menjaga kebijakan privatisasi BUMN
pemerintah bersama dengan Dewan perwakilan Rakyat telah
menetapkan Undang-undang Noinor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dan pengawasan

BUMN.

Kompleksitas mengenai penentu‘an kebijakan privatisasi
BUMN yang tepat memang telah menjadi diskusi yang menarik
mengingat banyaknya metode privatisasi yang bisa
direkomendasikan, diantaranya adalah dengan pendekatan pada
Proses evolusi dan revolusi manajemen, dari kondisi dan
POsisi usaha maupun dari kon'disi struktur pasar BUMN itu
sendiri.

Pilihan akan metode kebijakan privatisasi yang tepat
untuk setiap BUMN yang berbeda kondisi tentunya akan
mempunyai konsekuensi dasar hukum bagi kebijakan tersebut.
Selain itu, perubahan eksternal yang cepat harus segera
diantisipasi oleh dasar hukum tersebut seperti diterapkannya

Undang-undang Antimonopoli, Otonomi dan Keuangan Daerah.
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Dari uraian diatas, penelitian ini akan memberikan
dasar hukum dalam kebijakan proses Privatisasi  BUMN
khususnya privatisasi PT Jasa Marga yang dilakukan oleh
pemerintah dengan melalui mekanisme Initial Public Offering
(IPO) atau Penawaran Umum Saham Perdana di Pasar Modal,
melalui penulisan hukum yang berjudul : “DASAR HUKUM
KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN MELALUI PENAWARAN UMUM SAHAM

PERDANA ATAU INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI PASAR MODAL.

STUDI KASUS PRIVATISASI PT JASA MARGA’ .

B. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian pada permasalahan tersebut, maka
rumusan permasalahan ini dapat disusun sebagai berikut:
1. Bagaimana dukungan dari peraturan hukum Indonesia terhadap
kebijakan privatisasi BUMN?
2. Bagaimana dukungan dari peraturan hukum Indonesia terhadap
kebijakan privatisasi PT Jasa Marga melalui Penawaran Umum
Saham Perdana atau Initial Public Offering (IPO) di pasar

modal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dari latar belakang permasalahan kebijakan privatisasi

BUMN tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
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mengidentifikasi dan menganalisis nengenai sudut hukum yang
tepat pada kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia.
Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka
tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah:
1. Melakukan identifikasi dan analisis mengenai dukungan dari
peraturah hukum Indonesia terhadap kebijakan privatisasi

BUMN.

2. Melakukan identifikasi dan analisis mengenai dukungan dari
peraturan hukum- Indonesia‘terhadap kebijakan privatisasi
PT Jasa Marga melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau
Initial Public Cffering (IPO) di pasar modal.

Sedang manfaat yang penulis harapkan dari penelitian
ini adalah:

1. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi = masukan bagi para pengambil keputusan dan
kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia, baik di jajaran
pemerintah maupun parlemen (DPR), sehingga mempunyai
landasan conceptual framework dan operational framework
dalam meningkatkan kualitas kebijakan privatisasi BUMN di

Indonesia. Selain itu bagi para pengambil keputusan dan

kebijakan, baik di pemerintahan maupun parlemen (DPR)
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diharapkan dapat memberikan nilai leb‘ih bagi kebijakan
privatisasi BUMN di Indonesia pada masa-masa mendatang.
2. Manfaat Teoritis

Secara Teotitis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi input yang berguna bagi kalangan akademisi yang
mencermati kebijakan privatisasi BUMN karena studi aspek
hukum dalam kebijakan privatisasi BUMN merupakan studi
yang cukup populer dan diminati banyak disiplin ilmu
(multi entry), sehingga diharapkan dari hasil penelitian
ini dapat memberikan sumbangan konstruktif bagi

pengembangan BUMN di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Untu»k memudahkan penulis dalam merampungkan penulisan
tesis ini, maka penulisan akan melakukan tinjauan pustaka.
1. Kerangka Teori
Secara teoritis privatisasi dilakukan untuk
memberikan kesempatan kepada publik untuk memiliki aset
perusahaan sehingga ada kontrol‘ yvang lebih besar dari
masyarakat (public) vyang efektif Dbagi terciptanya
efisiensi dan pencapaian good corporate governance.'’
Dilihat dari sudut pandang ekonomi, ada dua

pendekatan teoritis dalam memahami privatisasi.

"Aswath Damodaran, Corporate Finance : Theory and Practice, Interrnational
fdition, New York, Wiley, 2001
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Pendekatan yang pertama, yaitu dari sudut pandang vang
memahami privatisasi sebagai penegasan atas hak-hak
kepemilikan. Dasar pandangan ini bertolak dari teori
tentang hak-hak kepemilikan (the theory of property
rights) dan teori pilihan publik (the theory of public
choice); sedangkan pendekatan yang kedua, -yaitu pandangan
vyang mengatakan bahwa privatisasi sebagai sebuah
instrumen untuk menempatkan secara tepat sektor ekonomi
ketiga.?'?

Selanjutnya, pendekatan lain yang menjelaskan
privatisasi dipahami dalam sudut pandang ekonomi-politik,
yaitu melihat privatisasi sebagai proyek politik dari
kelas dominan untuk melakukan akumulasi kapital. Dalam
pengertian ini, privatisasi tidak hanya berarti
pergeseran peran dan fungsi dari pemerintah kepada
swasta, tetapi Jjuga sebuah proyek untuk melemahkan dan
mengontrol kekuatan kelas pekerja. Itu sebabnya, dalam
perspektif ini sebagai bagian dari doktrin neoliberal,
gagasan utama di ‘belakang proyek privatisasi adalah
“Private is good, public 1is bad” sehingga dibutuhkan
pendefinisian ulang peran negara dalam pasar. Dalam
kerangka pikir ini, privatisasi berarti pemindahan

kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta

' Dikutip dari tulisan Coen Pontoh yang berjudul Privatisasi.

<http://coenpontoh.wordpress.com/2005/09/13/privatisasi> 14 November 2007
11
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yang berimplikasi bahwa dominasi kepemilikan akan
berpindah ke pemegang saham swasta.'’

Dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan
teori pendekatan kedua yang mengatakan bahwa privatisasi
sebagai sebuah instrumen untuk menempatkan secara tepat

sektor ekonomi ketiga.

2. Tujuan, Manfaat dan Resiko Privatisasi

2.1. Tujuan Privatisasi

Seiring dengan terbukanya peluang secara
ekonomis, be;kembané pula tujuan-tujuan lain dari
privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di pasar
modal, misalnya menjadi sumber dana menutup defisit
anggaran, meningkatkan kompetisi dan efisiensi dalam
pPerekonomian, di samping meningkatkan investasi pada
saat kemampuan anggaran pemerintah terbatas.

Masalah efisiensi berkembang, karena secara
empiris banyak pembuktian bahwa tingkat keuntungan
dan pengembalian atas modal (return on equity) dan
pengembalian atas aset (return on asset) pada BUMN
lebih rendah daripada di perusahaan serupa milik
swasta.

Dalam penelitiannya, Syahrir Ika dan Agunan P.

Samosir menjelaskan bahwa pengalaman internasional

memperlihatkan tujuan utama privatisasi ada dua,

" Ibid

y
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yaitu pertama, untuk mengurangi defisit fiskal dan
atau menutupi kewajiban-kewajiban (hutang-hutang)
pemerintah yang Jjatuh tempo, dan kedua untuk
mendorong kinerja ekonomi makro atau efisiensi
makro.! Tujuan pertama umumnya diadopsi oleh negara-
negara maju (industri) dan tujuan kedua umumnya
diadopsi oleh negara-negara berkembang utamenya
dalam kerangka tujuan jangka pendek.

Sedangkan selain untuk meningkatkan kinerja dan
efisiensi perusahaaﬁ, te£éapat sejumlah alasan yang
diajukan untuk melakukan privatisasi, béberapa
alasan utamanya adalah mengurangi beban utang dalam
dan luar negeri, meningkatkan pendapatan,
pengembangan sektor swasta, persaingan yang semakin

'ketat, mendapatkan investasi dan teknologi pasar
baru, pengurangan campur tangan politik,'menciptakan
corporate  governance yang lebih efektif, dan
lainnya.®®

Selain itu, sebetulnya merumuskan tujuan

privatisasi tidaklah sederhana. Beberapa negara

memiliki target yang berlainan dalam penyelenggaraan

'Y Syahrir Ika dan Agunan P. Samosir. Analisis Privatisasi BUMN Dalam Rangka
Pembiayaan APBN. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 4 Desember 2002.
Hal. 17.

* Ibid

' prof. Aloysius K. RO, TUJUAN PRIVATISASI: MENUTUPI DEFISIT APBN?
Pengalaman Global Privatisasi dan Relevansinya Bagi Indonesia. Corporate
Finance and Bussines valuetion, Tulisan pertama dari tiga tulisan. 5"
Edition. Desember 2003

13

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008




Privatisasi. Tapi, ©berdasar pengalaman beberapa
Neégara tersebut, setidaknya terdapat lima tujuan
yang bisa diidentifikasi dari proses privatisasi,
yaitu'’ sebagai instrumen untuk meningkatkan
bPeéndapatan negara atau pemerintah, menyebar bagian
kepemilikan (aset) disuatu negara, diharapkan
berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan
dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi masalah
yang timbul dalam hal pembayaran di sektor publik,
Serta mengatasi kinerja yang buruk pada industri
(Perusahaan) nasional atau negara.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun
2003, maksud dan tujuan kebijakan privatisasi adalah
memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero,
meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan,
menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan
yang baik atau kuat, menciptakan struktur industri
yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang
berdaya saing dan berorientasi global dan
menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas

pasar.!®

PR : : . .
Dikutip dari Ahmad Erani Yustika. Spektrum dan Perangkap Privatisasi.

Senin, 04 Juni 2007.<http.jawapos.online> Diambil pada tanggal 14 November
2007
8 Undang-undarig Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal

-

~
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Bank Dunia dalam rekomendasinya kepada
pemerintah Indonesia menyatakan, tujuan privatisasi
adalah sebagai berikut!®:

a. Meningkatkan efisiensi . dan investasi di
bawah pengelolan manajemen swasta;

b. Meningkatkan pendapatan BUMN yang diprivatisasi
sebagai perubahan peran pemerintah dari pemilik
badan usaha menjadi. regulator; i

c. Mendorong sektor swasta untuk lebih berkembang
dan meluaskan usahanya pada pelayanan publik

d. Untuk mempromosikan pengembangan pasar modal
nasional.

Dalam keterangan lain, Paket Departemen
Keuangan Inggris tentang privatisasi yang
diterbitkan pada 1986, menyatakan bahwa program
privatisasi memiliki dua tujuan utama®:

a. Untuk mempromosikan kompetisi dan peningkatan
efisiensi, sinergi antar perusahaan harus
dilakukan. Spirit kompetisi merupakan cara
terbaik untuk meyakinkan bahwa barang dan jasa

yang diinginkan oleh konsumen dapat disediakan

pada biaya ekonomi terendah;

' Yustika. Op.cit hal 4
** Pontoh. Op. Cit. hal 2
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b. Program privatisasi sering digunakan 1lebih

luas untuk mempromosikan kepemilikan saham
secara langsung kepada para pekerja dan
masyarakat.

Berdasarkan ulasannya terhadap pelaksanaan
privatisasi yang dijalankan oleh pemerintahan
Thatcher, setidaknya ada tujuh tujuan privatisasi®!:
a. DMengurangi pengaruh pemerintah dalam industri;

b. Meningkatkan efisiensi baik pada Perusahaan

swasta maupun pada sektor publik;

c. Mengurangi Public Sector Borrowing Requirement

(PSBR) ;

d. Mengurangi masalah-masalah di sektor publik
menyangkut tawar-menawar soal  upah melaluj
pelemahan serikat pekerja;

€. Memperluas pembagian kepemilikan;

f. Mendorong pembagian kepemilikan pekerja;

g. Untuk memperoleh keuntungan politik.

Sedangkan Williaﬁ L. Megginson, mengatakan

. , - 22,
bahwa tujuan dilaksanakannya privatisasi ada lima®“:

a. Meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah;

b. Mendorong efisiensi ekonomi;

“ Dikutip dari Buku Safri Nugraha. Privatisastion of Stfat'.e knterprises in
The 20th Century. A step Forwards or Backwards? Institute for Law and
Economic Studies. Jakarta. 2004. Hal. 40

- Pontoh. Op.Cit rnal. 2
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€. Mengurangi campur ‘tangan _ pemerintah
dalam Perekonomian;
d.  Memberikan kesempatan untuk mengenalkan

Persaingan;
€. Me“gembangkan Pasar modal negara.

Untuk mencapai tujuan privatisasi itu, metode
Privatisasj menjadi sangat penting untuk
diperhatikan, Terkadang, metode yang satu cocok
diterapkan qji Sebuah negara, tapi gagal diterapkan
di negara lain. | |

2.2, Manfaat Privatisasi

Manfaat darj pProgram privatisasi pada dasarnya
dapat ditinjay berdasarkan manfaat bagi perusahaan
Badan Usaha Milix Negara (BUMN) itu sendiri, manfaat
bagi Neégara serta manfaat bagi masyarakat.

Bagi  perusahaan BUMN  yang bersangkutan,
Privatisasi diharapkan dapat memberikan manfaat
dalam hal?3,

a. Memperbaiki penerapan dan | praktik Good
Corporate Governance (GCG),

b. Mendapat akses dan sumber pendanaan baru
untuk pertumbuhan perusahaan sehingga dapat

meningkatkan kinerja perusahaan, dan

e lofyan A Dialil. Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik

Negara diamisij dari <WWW'Set“eg-go-id/strategi BUMN> 14 November 2007
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c. Dalam hal privatisasi melalui Strategic Sale
(SS) bermanfaat untuk pengembangan pasar,
alih teknologi, networking dan peningkatan
daya saing perusahaan.

Manfaat privatisasi bagi negara adalah membantu
memperkuat kapitalisasi pasar modal, mengembangkan
sarana investasi, menjadi sumber pendanaan bagi APBN
(dari hasil divestasi), membantu mengembangkan
sektor riil, dan mendorong perbaikan iklim
investasi. Bagi masyarakat, privat;sasi diharapkan
dapat memberikan manfaat, yaitu memperluas
kepemilikan (penjualan saham melalui pasar modal),
menciptakan lapangan kerja karena peningkatan
aktivitas ekonomi dan memperbaiki kualitas Jjasa dan
produk melalui pertumbuhan perusahaan serta
peningkatan partisipasi dan kontrol masyarakat
investor ferhadap perusahaan.?

Sedangkan Purwoko menganggap bahwa privatisasi
diharapkan dapat mendatangkan banyak manfaat, antara
lain menghasilkan dana untuk menutup defisit APBN,
meningkatkan kinerja  BUMN yang diprivatisasi,
terselenggaranya prinsip-prinsip good governance
dalam pengelolaan BUMN, meningkatnyé kemampuan BUMN

untuk mengakses peluang di pasar internasional,

* Ibid
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terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
dari investor ke BUMN vyang diprivatisasi, serta
terjadinya perubahan budaya kerja yang mengarah
kepada peningkatan kinerja BUMN.?®

2.3. Risiko Privatisasi

Salah satu titik rawan dari program privatisasi
BUMN adalah kemungkinan terjadinya - monopoli
pembelian aset BUMN. Hal ini mungkin saja terjadi
karena struktur kepemilikan modal di Indonesia masih
sentralistik, hany; dikuasai oleh segelintir orang
dan institusi, akibatnya tidak dapét dihindari
praktek para pemburu rente (rent seeker).

Selain itu penjualan saham kepada strategic
investor menimbulkan risiko kemungkinan terjadinya
korupsi, kolusi dan nepotisme, walaupun itu
dilakukan dengan cara tender terbﬁka, sangkaan akan
tetap muncul. Dalam proses tender ini, faktor akses
ke pemutus menjadi salah satu kunci dalam

memenangkan tender. Dengan mekanisme dan kriteria

apapun, tetap ada risiko permainan antara peserta

tender dengan pemutus tender.?2®

23 purwoko. Model Privatisasi BUMN yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah
dan Masyarakat Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 1. Maret
2002

?6  setyanto P. Santosa. Implementasi Privatisasi Bumn Dan Pengaruhnya
Terhadap Nasionalisme. Diambil dari <http://kolom.pacific.net.id/ind-
Pakar-Powered by Pacific Link Generated: 14 November, 20067, 16:14>

K

Kolom
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Kesuksesan dalam privatisasi BUMN harus dapat
didukung oleh perencanaan yang matang terutama
terhadap aspek hukum bisnis seperti social

engineering concept, legal framework, good corporate
governance, law enforcement dan meminimalisasi
implikasi politik terhadap keputusan manajemen Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) .?’
3. Definisi Operasional
Untuk menghindarkan perbedaan penafsiran mengenai
istilah-istilah dalam tesis ini, berikut definisji
operasional dari istilah-istilah yang dipakai:
Kata privatisasi khususnya privatisasi BUMN saat
ini selalu mengarah ke konotasi yang negatif28 namun
sebagian lagi menganggap sangat positif. Dalam Black Law

Dictionary disebutkan bahwa privatisasi atay

Privatization is the act or process of converting g

" Pandu Patriadi. Segi Hukum Bisnis dalam Kebijakan Privatisasi BUMN
Melalui Penjualan Saham di Pasar Modal Indonesia. Majalah Kajian Ekonomi dan
Keuangan. Volume 8 Nomor 1, Maret 2004. Hal 32.

* sebagai akibat pengertian masyarakat — awam
kepemilikan negara oleh investor asing, selanjutnya
penggantian manajemen, selanjutnys dalam rangka efisiensi diteruskan dengan
langkah pemberhentian karyawan terutama yang sudah tidak produktif lagi. Ha}
in terjadi karena investor menginginkan keamanan modalnya sehingga
perusahaan harus dikelola secara efisien, dan tidak ada kompromi lagi bagij
setiap upaya yang membawa kepada peningkatan laba haruslah dilakukan. Inilah
yang mengakibatkan privatisasi menjadi berkonotasi negatif. Dan memang
pemerintahpun tampaknya kurang melakukan persiapan sosialisasi yang matang
dan mantap. Kalau kita menyimak kesibukan dan tekanan yang harus dilakukan
oleh pemerintah saat ini dapatlah dimengerti bila pemerintah tidak
menyiapkan program sosialisasi secara bertahap mengingat waktu vang
tersediapun sangat terbatas.Seluruh rencana ekonomi pemerintah selaly
mengacu kepada jadwal ketat yang telah disepakati oleh pemerintah -‘ian IMF
termasuk program privatisasi BUMN. Diambil dari Setyanto P. Santosa. Quo
Vadis Privatisasi Bumn? ht;tp://.pacific.net.id/pakar/setyanto. Halame:. 2.

akan diambil alihnyga
akan mengarah ke
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busiqess or industry froﬁ governmental owrnership or
control to private enterprise® atau dengan kata lain
privatisasi bermakna perjanjian atau proses perpindahan
suatu bisnis atau industri dari kepemilikan atau
pengawasan pemerintah kepada perusahaan swasta.

Sedangkan dalam Wikipedia Indonesia, istilah
privatisasi (istilah lain: denasionalisasi) adalah proses
pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik
pribadi. Lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi?.

Selain itu menuruf " Tanri Abeng, krprivatisasi
diartikan sebagai wupaya untuk meningkatkan nilai dari
perusahaan (value creation) baik dengan meningkatkan
leverage asset yang dimiliki dan atau dengan melibatkan
pihak swasta dalam kepemilikan BUMN. Strategi privatisasi
adalah melalui Dberbagai cara, yaitu Initial Public
Offering (IPO), private placement oleh strategic investor
dan atau private placement oleh lembaga keuangan;
Sedangkan metode privatisasi yang ideal adalah melalui
1PO. 3!

Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui

privatisasi adalah memberikan kontribusi finansial kepada

"> Bryan A. Garner. Black Law Dictionary. Eight Edition. Thompson West.
2004. Hal. 1234.

* Wikipedia, Privatisasi, http://id.wikipedia.org/wiki/Privatisasi”. 12
Oktcober 2007

“urnial Nasional. Target Frivatisasi BUMN T:itambah. Kamis, 4 Januari 2007.
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negara dan badan usaha, mempercepat penerapan prins%p—
prinsip Good Corporate Governance, membuka akses ke pasar
internasional dan alih teknologi serta transfer best
practice kepada badan usaha. Arah kebijakan privatisasi

diklasifikasikan berdasarkan 3 (tiga) djenis struktur

industri, yaitu untuk badan usaha yang industrinya

kompetitif dilakukan Initial Public Offering (IPO) atau

strategic sales, untuk badan usaha yang industrinya sudah

sunset dilakukan divestasi

dan untuk badan usaha vyang

usahanya bersifat natural resources base tetap

dipertahankan sebagai badan usaha.3?

Dalam Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara

Privatisasi®’ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

a) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut

Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang

berbentuk perseroan terbatas vang modalnya terbagi

dalam saham vyang seluruh atau paling sedikit 51%
(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh

negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya

mengejar keuntungan.
b) Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik

sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam

32 Master Plan BUMN Tahun 2003-2006 diambil dari http.zsep.wordpress.com.

12 Oktober 2007
" Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 Tentarn: Ta~a Cara
Privatisasi Perusahaan Perseroan {(PERSERO). Pasal 1.

t9
N

T
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rangka meningkatkan kinerja dan .nilai perusahaan,
memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta
memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

¢c) Investor adalah mitra strategis dan atau investor
finansial, baik sendiri maupun konsorsium yang
berasal dari dalam dan atau luar negeri yang ikut
serta dalam Privatisasi Persero dengan memenuhi
Syarat yang ditetapkan. -

d) Komite Privatisasi adalah wadah koordinasi yang
dibentuk oleh Pemérintah untuk membahas da.n
memutuskan kebijakan Privatisasi sehubungan dengan
kebijakan lintas sektoral.

Sedangkan yang dimaksud dengan Capital Market is a
securities market in which stocks and bonds with longterm
maturities are traded® atau juga a market for the
exchange of capital and debt instuments.

Pasar Modal adalah tempat perusahaan mencari dana
segar untuk mengingkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat
mencetak lebih banyak keuntungan.. Dana segar yang ada di
pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga
sebagai investor. Para investor melakukan berbagai tehnik
analisis dalam menentukan investasi di mana semakin

tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan

semakin kecil resiko yang dihadapi maka semakin tinggi

* Garner, Op.cit hal. 989
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pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di
perusahaan tersebut. Pada pasar modal pelakunya dapat
berupa perseorangan maupun organisasi atau perusahaan.
Bentuk yang paling umum dalam investasi pasar modal
adalah saham dan obligasi. Saham dan obligasi dapat

berubah-ubah nilainya karena dipengaruhi oleh banyak

faktor.3

-

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk
berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa
diperjualbelikan, baik dalam bentu-k utang ataupun modal.
Pasar modal berbeda pengertiannya dengan pasar uang
(money market). Perbedaan mendasarnya adalah pasar modal
merupakan pasar untuk surat berharga Jjangka panjang
sedangkan pasar uang (money market) pada sisi yang lain
merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar
modal  maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar
keuangaﬁ (financial market) . Produk yang biasa

diperjualbelikan di pasar modal berupa instrumen keuangan

seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi
konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif)
seperti opsi (put atau call). Sedangkan produk yang

diperjualbelikan di pasar uang antara lain Sertifikat
Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU),

Commercial Paper, Promissory Notes, Call Money,

° http://www.organisasi.org/pasar modal. 12 Cktober 2007.
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Repurchase Agreement, Banker's Acceptence, Treasury Bills
dan lain-lain.?3®

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang
Pasar Modal dijelaskan beberapa pengertian seperti:

Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek
vyang telah memperoleh izin wusaha dari Bapepam dan
mempunyai hak untuk mempergunakan .sistem dan atau sarana
Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan
kontrak dengan Emiten mélaksanakan pencat:atan pemilikan
Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan
penawaran 3jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan
tujuan memperdagahgkan Efek di antara mereka.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan
utang, surat befharga komersial, saham, obligasi, tanda
bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif,
kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari
Efek.

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau

fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian,

atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa

httip://www. plikiran-rakyat.com/management. 12 Okiober 2007.

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau
pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta
tersebut.

Kustodian  adalah pihak yang memberikan jasa
penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek
serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan
hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili
pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang
menyelenggarakan jasa klifing dan penjeminan penyelesaian
Transaksi Bursa.

Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak
yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi
Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.

Manajer Investasi adalah pihak yvang kegiatan
usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah
atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk
sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana
pensiun éan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan
Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik
vang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
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Penasihat Investasi adalah pihak vyang memberi
nasihat kepada pihak 1lain mengenai penjualan atau
pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang
dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada
masyarakat berdasarkan tata cara vyang diatur dalam
Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas gﬁek
yang dimiliki bersama oleh 1lebih dari satu pihak yang
kepentingannya diwakili oléh Kustodian.

Penjamin Emisi Efek adalah pihak vyang membuat
kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi
kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk
membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan
kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri
atau pihak lain.

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib
disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten
dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
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Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan'kegiatan
usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang
Efek, dan atau Manajer Investasi.

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya
telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus)
pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-
kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau
suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha
bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki
oleh pihak.

Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang
mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain
yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan
kepada masyarakat dalam waktu vyang tepat seluruh
Informasi Material mengenal usahanya atau efeknya yang
dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap
Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Prospektus adalah setiap informasi fergulis

sehubungan dengan Penawaran Umun dengan tujuan agar Pihak

lain wewnwell) Efek.

T
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Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya
diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer
Investasi.

Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh
Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan vyang
ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek,
pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek
atau harga Efek.

— Perusahaan terbuka édalah perusahaan yang sebagian
atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Pénjualan
saham ke masyarakat dilakukan dengan cara Initial Public
Offering (IPO).

Initial Public Offering atau IPO adalah proses
penawaran saham perusahaan kepada masyarakat untuk
pertama kali. PeJ;usahaan seperti ini biasanya mempunyai
tambahan singkatan Thk di belakang nama perusahaannya.>’

Selain itu juga penawaran umum saham perdana atau
IPO (Initial Public Offering) adalah kegiatan peﬁawaran
efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada

masyarakat (publik) melalui pasar modal.3®

E. Metodologi Penelitian

http://id.wikipedia.org/wiki/IPO", 12 Oktober 2007
“hitp://www.republika.co.id/IPO>, 12 Oktober 2007.
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Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh

manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu

39

pengetahuan. Setiap penelitian memiliki metode yang berbeda

antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini menyebabkan
metode peﬁdekatan dan metode kajiannya ikut berbeda.

Metode penelitian itu pada dasarnya merupakan metode
(atau cara dan atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang
bisa menemukan jawaban yang dipandang benar (dalam arti
true, bukan atau tidak selalu dalam arti right atau just)
gur.a menjawab masalah tertenfu.40

Terdapat dua pilihan paradigma dalam penelitian, yaitu
paradigma kualitatif dan paradigma kuantitatif. Paradigma
kualitatif  dinyatakan sebagai paradigma tradisional,
positivist, eksperimental atau empirist sedangkan penelitian
kuantitatif berasal dari = tradisi empirist yang

dikembangkan. %}

Dari keterangan diatas, untuk mendapatkan jawaban yang
dicari atas permasalahan yang dibahas maka dalam penelitian
tesis ini akan digunakan dua metode penelitian, yaitu metode
normatif dan kualitatif.

1.Sifat Penelitian

*® Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Ul-Press. Cetakan Ketiga.
1986, Hal. 3.

4c'Soetandyo Wignyoscebrotg, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika
Masalannya, cet. 1, (Jakarta: ELSAM dan HUMZ, 2002), hal. 123.

4

John W. Creswell. Research Design. Qualitative and uantitative

Bpproaches. KIK Press. Jakarta, 2002. Hal. 7.
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Penelitian ini merupakan penelitian yuridis
normatif®?, dimana penelitian yuridis normatif biasanya
hanya merupakan studi dokumentasi dengan menggunakan
sumber-sumber data sekunder seperti peraturan perundang-
undangan, data-data sekunder yang diterbitkan oleh

perusahaan serta teori-teori hukum vyang berlaku dan

berkembang.
2 .Bentuk Penelitian
Dalam penelitin ini akan dipergunakan pendekatan
normatif kualitatif, diména data—c-iata yang ada akan
dideskripsikan dampak, pengaruh dan analisis lebih jauh
dari penerapan perundang-undangan dan obyek penelitian.‘13
Pengkajian dilakukan dengan melakukan pengkajian atas
kebijakan vyang diambil pemerintah dalam melaksanakan
privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan mekanisme
Penawaran Umum Saham Perdana atau Initial Public Offering
(IPO) di Pasar modal. Pengkajian dilakukan dengan melihat
kesesuaian aspek hukum dalam proses privatisasi, serta

mengkaji sampai sejauh mana peraturan dan perundang-

?Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah
untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi
normatif. Johnny Ibrahim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu
Media Publishing, 2000), hal. 45-47. Penelitian hukum normatif mencakup:
penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematik hukum;
penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; perbandingan
hukum; dan sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian

Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2006), hal. 14.

*? Sudiknc Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, hal 29.
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undangan yang ada sesuai dengan pelaksanaan proses

privatisasi.

. . 4
undangan, konsep dan pendekatan analisis.

Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-

4

3. Jenis Data

Dalam pengumpulan - data, penulis menggunakan

serangkaian data-data sebagai berikut:

a. Data primer

Meliputi peraturan dan perundang-undangan seperti TAP
MPR No. IV/MPR/1999 'Tentang GBHN Tahun 1999-2004,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000
Tentang PROPENAS 2000-2004, Undang-undang Nomor 8 Tahun
1995 Tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 33

Tahun 2005 Tentang tata cara Privatisasi Perseroan

Terbatas (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan
Pengambil alihan Perseroan Terbatas, Peraturan

Pefnerintah Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan
dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Jasa Marga dan sebagainya.

b. Data sekunder

44

Johny

Iprahim Teori dan Metode penelitian Hukum GHormatif, Cetakan I
’

(Malang: Bsyumedia Publishing, 20035) 390.
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Merupakan bahap pengkajian seperti bﬁku-buku literatur,
data-data yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dalam
hal 1ini PT Jasa Marga, data-data, tulisan, kajian,
situs internet dan data-data sekunder lainnya yang
bersifat melengkapi, seperti kamus istilah hukum dan
ekonomi serta data-data lainnya yang terkait.
Disamping itu penelitian ini menggunakan juga teknik
wawancara dengan pihak-pihak pelaku pasar modal,
pejabat pemerintah yang terkait dan para ahli ekonomi
dan hukum. Wawancara &ang dilakukan® bersifat tida£
terstruktur’®. Model wawancara ini dipilih agar penulis
dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam sebagai
data pendukung mengenai hal yang sedang diteliti.

C. Bahan hukum tersier
Merupakan bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum
dan penjelasan yang ada pada akhir buku (indeks
komulatif).

4. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan studi

dokumen-dokumen yang ada dan terkait dengan objek

““Wawancara jenis ini tidak berarti peneliti tidak mempersiapkan sebelumnya
pertanyaan yang akan diajukan, tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada
aturan-aturan yang ketat. Ini biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif.
Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara (interview guide) yang memuat
pokok-pokok yang akan ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk
menghindari kehabisan pertanyaan. Jufrina Rizal, Tekhnik Wawancara, dalam
Metode Penelitian Hukum, dikumpulkan oleh Valerine J.L.K, op.cit., hal. 192.
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pembahasan dan objek penelitian, menguraikan peraturan
perundang-undangan dan data-data PT Jasa marga terkait
dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada
kaitannya dengan privatisasi di pasar modal. Melihat
perkembangan sebelum dan setelah proses privatisasi
dilakukan serta menganalisa dampak dari proses privatisasi
tersebut.
Analisa data

Rnalisa data dilakukan dengan menganalisa filosofi
yang mendasari —diterbitkannya ketentuan peraturan dan
perundang-undangan, perdasarkan berbagai 1literatur dan
sumber-sumber lain yang dapat dipergunakan sebagai acuan.
Dengan demikian, analisa atas pemenuhan kondisi yang ada
berdasarkan data-data tersebut terhadap ketentuan
peraturan atau perundang—undangén yang berlaku, diharapkan
dapat memberikan kesimpulan yang tepat atas apa yang
seharusnya berdasarkan ketentuan dibandingkan praktek yang

terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dan pembaca memahami tesis

ini, maka penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab yang

masing-masing akan menjelaskan pokok permasalahan.

34
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Sistematika penulisan' dari penelitian iﬁi diawali
dengan Bab Pertama yang merupakan bab pendahuluan. Bab ini
memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan
hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan
ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca Pokok Permasalahan,
Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka,
Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua membahas tentang Privatisasi Badan. Usaha
Milik Negara (BUMN). Dalam Bab ini memuat mengenai sejarah
BUMN, Aspek Hukum Privatisasi BUMN, Model-model privatisasi
BUMN serta Metode—metéde dan Prosedur Privatisasi BUMN

Bab Ketiga membahas mengenai Profil PT Jasa Marga
sebagai BUMN. Dalam Bab ini memuat mengenai Sejarah PT Jasa
Marga, Kondisi Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Perkembangan
Kepemilikan Saham Perseroan.

Bab Keempat merupakan analisis hukum yang membahas
mengenai Dasar Hukum Privatisasi PT Jasa Marga, Aspek
hukum yang mengatur kronologis Initial Public Offering
(IPO) PT Jasa Marga, »Alasan Pemerintah menggunakan IPO
di Pasar Modal dalam Privatisasi PT Jasa Marga, Implikasi
Hukum dari Penjualan saham PT Jasa Marga di Pasar Modal
serta Langkah-langkah yang harus Ditempuh dalam

Proses Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
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Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran dari penulisan
laporan penelitian mengenai privatisasi PT Jasa Marga dengan
melalui penawaran harga umum Saham Perdana atau Initial

Public Offering (IPO) di pasar modal.
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BAB II
PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

(BUMN)

A. Sejarah BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Pada awalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah
hasil nasionalisasi  bekas perusahaan-perusahaan asing
(Belanda) yang kemudian ditetapkan sebagai -~perusahaan
Negara. Kemudian dengan Undang-undang Nomor 1 Prp 1969
dibentuklah pembagian 3 jenié bentuk BUMN menjadi Perusahaan
Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Persero.
Pembagian ini dibentuk sesuai dengan tugas, fungsi dan misi
usaha pada waktu itu.‘®

Filosofi mengapa dibentuk BUMN adalah karena
berdasarkan pada bunyl ketentuan Undang-undang Pasal 33 yang
mengandung maksud bahwa; cabang-~cabang produksi penting bagi
Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
Negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleﬁ Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demkian tugas pertama negara dengan membentuk
badan usaha adalah untuk memenuhi segala kebutuhan

masyarakat, manakala sektor-sektor tersebut belum dapat

€ Peran Bumn Dalam Pemulihan Ekonomi. Diambil dar:i

“http//mhugm.wikidot.com/artikel> pada tanggal 17 April 2007
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dilakukan oleh swasta. Kemudian tugas-tugas seperti itu
diterjemahkan sebagai bentuk “pioneering” usaha oleh negara
yang membuat BUMN menjadi agent of development®’ (agen
pembangunan). Pemahaman BUMN sebagai agent of development
berlanjut sampai dengan periode tahun 1980-an, yang kemudian
pemahaman tersebut membawa dampak negatif karena fungsi
kontrol terhadap BUMN dianggap sangat lemah, sebagai sarang
korupsi dan lain-lain. -

Pada periode akhir 1980-an, tepatnya tahun 1989,
manajemen BUMN-dibenahi sekaligus diluruskan kembali fokus
usahanya serta ditata kembali pola reportingnya, yaitu
dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 741
Tahun 1989 yang mewajibkan manajemen Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) membuat laporan kerja dan laporan keuangannya
sekaligus mempublikasikannya.

Hal ini sebenarnya merupakan cerminan dari pemberlakuan
program-program Good Corporate Governance (GCG), antara lain
dengan mempublikasikan laporan keuangan berarti telah
terjadi pembelajaran dan pendisiplinan BUMN terhadap
pelaksanaan prinsip GCG (keterbukaan) sekaligus pembelajaran
penerapan protokol pasar modal (capital market protocol)

mulai pada waktu itu.
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Dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG), sekaligus terkandung maksud untuk dapat
memisahkan fungsi kepemilikan dan fungsi sebagai regulator.
Hal ini bila tidak dipahamkan tentang pemisahan fungsi
dimaksud akan membawa akibat adanya intervensi-intervensi
vyang dimulai dari pemilik kemudian akan diikuti oleh pihak-
pihak lain yang mempunyai kepentingan.

Prinsip GCG ada lima, atau yang kemudian dikenal dengan
istilah TARIF yaitu, transpafansi, akuntabilitas,
responsibility, independenéi, dan fairness at;u kesetaraan.
Tetapi dalam perkembangannya, ada kesan . BUMN seperti
terlambat dalam menerapkan kaidah GCG. Namun, sebenarnya
bukan terlambat melainkan BUMN menghadapi masalah vyang
kompleks. BUMN harus mengubah gaya manajemen, melakukan
restrukturisasi terhadap organisasi perusahaan dan
menyiapkan capital expenditure (capex).*®

Berlanjut pada periode 90-an. Periode ini  BUMN
mengalami perkembangan yang tadinya tidak memiliki anak
usaha kemudian menjadi memiliki anak usaha. Tetapi muncul
persoalan, di antaranya persaingan antara perusahaan induk
dengan anak perusahaan. Untuk mengatasi persaingan tersebut
kemudian muncullah konsep privatisasi, bukan asingisasi.
Privatisasi di sini bagian dari Good Corporéte Governance

(GCG) , yaitu menterbukakan perusahaan.

* Ibid
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B. Aspek Hukum Privatisasi Badan Usaha milik Negara (BUMN)

Dasar hukum yang kuat dan didukung oleh peraturan-
peraturan operasional menjadi syarat mutlak keberhasilan
suatu kebijakan negara. Kebijakan privatisasi BUMN harus
didukung aleh dasar hukum dan peraturan-peraturan, mengingat
kebijakan ini merupakan terobosan cepat (short cut policy)
dalam mengurangi dan melepaskan politisasi BUMN yang sering
menghambat kinerja manajemen BUMN. Kebijakan ini diharapkan
dapat memberikan implikasi yang  signifikan  terhadap
perubahan structure, condﬁct dan performance BUMN di
Indonesia yang semula bersifat birokratis menjadi bersifat
kewirausahaan (enterpreneurship) dan sadar Dbiaya (cost
conscious) .*?

Sekurangnya terdapat 17 (tujuh belas) dasar hukum
bisnis dan peraturan-peraturan yang berkaitan langsung
dengan kebijakan restrukturisasi dan privatisasi BUMN yang
terdiri dari 11 (sebelas) dasar hukum dan 6 (enam) peraturan
perundangan, adapun urutannya, yaitu
(1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33;

(2) TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 (Bab IV Arah Kebijakan
Poin B Ekonomi Nomor 28);

(3) TAP MPR Nomor X/MPR/2001 Tentang Laporan Putusan MPR
oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR

Tahun 2001;

** patriadi. Op. Cit Halaman 32
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(4)_Undang—undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas
Tahun 2000-2004;

(5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Repeta;

(6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Keuangan
Negara;

(7) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN;

(8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan
Terbatas; _

(9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

(10) Undang-undang Nomor 23. Tahun 1999 Tentang Bank

Indonesia;

(11) Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan;

Sedangkan yang berbentuk Perundang-undangan, yaitu :

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan
Perserocan Terbatas;

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang
Pengalihan Tugas Menkeu pada BUMN kepada Menteri
Negara BUMN;

(3) Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001, yang diubah

dengan

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Tim

Kebijakan Privatisasi;

(4) Keppres Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga
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Pembiayaan

(5) Kepmen BUMN Nomor 35/MBUMN/ 2001 tanggal 27
Nopember 2001 Tentang Prosedur Privatisasi BUMN;

(6) Kepmen BUMN Nomor 117/MBUMN/2002 tentang Penerapan

Praktek Good Corporate Governance pada BUMN.

C. Model-model Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Menurut Hinsa Siahaan, terdapat beberapa model
privatisasi yang biasa dilakukan di Indonesia yang
diklasifikasikan ke dalam tujuh model di bawah ini, ]aitusoz
1. Public Offering of Shares atau Penawaran Umum Saham
2. Privat sale of shares atau Penjualan saham kepada

pihak swasta

3. Sale of Government or state owned enterprise assets
atau Penjualan Aset-aset Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)

4. Reorganisation of break-up into component parts atau
Pengorganisasian ulang kedalam bagian-bagian
Komponen Perusahaan

5. New private investment 1in an SOE atau Penarikan

Investasi swasta kedalam Badan Usaha Milik Negara

6. Management/employee buy out atau pembelian aset oleh
karyawan
1. Lease and Management contract atau Perjanjian sewa

* Nugraha. Op.cit Hal 39.
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menyewa

D. Metode-metode dan Prosedur Privatisasi Badan Usaha
Milik Negara (BUMN)

Privatisasi BUMN dapat dilaksanakan dengan memilih
strategi yang paling cocok, sesuai dengan tujuan
privatisasi, Jjenis BUMN, kondisi .BUMN, serta situasi sosial
politik dari .fsuatu negara. Beberapa strategi yang dapat
dipilih, antara lain public offering, private sale, new
private -investment, sale of assets, fragmentaion,
managemen/employee buy out, kbntrak manajemen, kontrak atau
sewa aset, atau likuidasi.>?

1. Public Offering

Pada strategi public 'offering, pemerintah menjual
kepada publik semua atau sebagian saham yang dimiliki atas
BUMN tertentu kepada publik melalui pasar modal. Umumnya,
pemerintah hanya menjual sebagian dari saham yang dimiliki
atas BUMN tersebut. Strategi ini akan menghasilkan suatu
perusahaan yang dimiliki bersama antara pemerintah dan
swasta. Proporsi kepemilikan pemerintah atas BUMN ini akan
menurun.

Public offering ini cocok untuk memprivatisasi BUMN

vang cukup besar, memiliki potensi keuntungan yang memadai

! pnalisis Privatisasi BUMN Dalam Rangka Pembiayaan APBN. Syahrir Ika dan

Agunan F. Samosir. KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN, Vol. 6, No. 4 Desember 2002.

v
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dalam waktu dekat dapat direalisasi. BUMN harus bisa
memberikan informasi lengkap tentang keuangan, manajemen,
dan informasi lainnya, yang diperlukan masyarakat sebagai
calon investor. Public offering ini akan dapat terealisasi
apabila telah tersedia pasar modal, atau suatu badan
formal yang dibentuk dalam rangka menginformasikan,
menarik, dan menjaring .publik. Di samping itu harus cukup
tersedia likuiditas di pasar modal tersebut. Metode public
offering telah dipilih dalam rangka privatisasi beberapa

BUMN di 1Indonesia, antara lain PT Semen Gresik, PT

Indosat, PT Timah, PT Telkom, PT Aneka Tambang dan Bank

BNI.

Private Sale

Pada strategi ini, pemerintah menjual semua atau
sebagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada
satuAatau sekelompok investor tertentu. Calon investor
pada umumnya sudah diidentifikasi terlebih dulu, sehingga

pemerintah dapat memilih investor mana yang paling cocok

untuk dijadikan partner usahanya. Strategi private sale

ini fleksibel, tidak harus melalui pasar modal. Cocok
untuk privatisasi BUMN yang memiliki kinerja rendah, yang
belum layak untuk melakukan public offering. BUMN ini

memerlukan investor yang memiliki usaha di bidang industri
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yang sama, memiliki posisi keuangan vyang kuat, dan
memiliki kinerja dan teknologi yang baik. Strategi ini
juga cocok untuk negara-negara yang belum memiliki pasar
modal, atau belum memiliki badan formal yang mampu
menjaring investor publik. Metode private sale telah
dipakai oleh Bangladesh untuk memprivatisasi lebih dari 30
pabrik tekstil yang dimiliki oleh Pbemerintah.

Untuk Private Sale ini dibagi ke dalam? beberapa
metode, yaitu
a. Privatisasi Melalui Private Plécement oleh

Investoxr Dalam Negeri dengan Penyertaan di bawah 50%

Pada strategi 1ini, pemerintah menjual sebagian
kecil (kurang dari 50%) dari saham yang dimiliki atas
BUMN tertentu kepada satu atau sekelompok investor
dalam negeri. Calon investor pada umumnya sudah
diidentifikasi terlebih dulu, sehingga pemerintah
dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk
dijadikan partner usahanya.

Privatisasi dengan private placement oleh
investor dalam negeri akan menghasilkan dana bagi
pemerintah yang dapat dipakai untuk menutup devisit
APBN. Namun dengan penyertaan modal di bawah 50%,

investor baru tidak memiliki kekuatan yang dominan

untuk ikut menentukan kebijakan perusahaan, sehingga
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peran pemerintah masih tetap dominan dalam BUMN.
Secara umum kebijakan manajemen tidak akan mengalami
perubahan, demikian pula teknologi dan budaya kerja
yang ada tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Strategi penyertaan modal dari investor dalam negeri

-ini tidak menambah jumlah uang yang beredar di

masyarakat, sehingga perekonomian tidak terdongkrak
dengan adanya privatisasi.
Privatisasi Melalui Private Placement oleh
Investor Dalam Negeri dengan Penyertaan di atas 50%
Seperti halnya alternatif sebelumnya, privatisasi
melalui privat placement oleh investor dalam negeri
dengan penyertaan di atas 50% akan menghasilkan dana
bégi pemerintah untuk menutup devisit anggaran. Namun
demikian alternatif ini = tidak dapat mendongkrak
perekonomian nasional, karena dana yang ditanamkan di
BUMN berasal dari dalam negeri (sektor swasta).
Penyertaan investor di atas 50% akan menyebabkan
investor baru memiliki kekuatan untuk ikut menentukan
kebijakan dalam menjalankan kegiatan operasional BUWMN,
sehingga akan terjadi pergeseran peran pemerintah dari
pemilik dan pelaksana usaha menjadi regulator dan
promotor kebijakan. Visi, misi dan strategi BUMN

mungkin mengalami perubahan. Demikian pula pemanfaatan
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Cc.

d.

teknologi informas%, proses bisnis intérnal, serta
budaya kerja akan mengalami perubahan. Kemampuan akses
ke pasar internasional barangkali masih diragukan,
karena sangat tergantung dari kemampuan investor baru
untuk menembus pasar internasional.

Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor

Luar Negeri dengan Penyertaan di bawah 50%

Alternatif ini akan menyebabkan adanya aliran dana
masuk ke Indonesia, yang sangat berarti untuk
mempercepat perputaran' perekonomian dan penyerapan
tenaga kerja. Investor luar negeri pada umumnya
menginginkan adanya Good Corporate Governance (GCG)
dalam mengelola BUMN. Namun dengan penyertaan Xkurang
dari 50% investor baru tidak memiliki kekuatan untuk
memaksakan kehendaknya. Investor luar negeri dapat
diharapkan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan
teknologi baru kepada BUMN. Keikutsertaan investor luar
negeri dalam  pengelolaan BUMN diharapkan dapan
memberikan suésana baru dalam lingkungan BUMN, dan
diharapkan dapat merubah budaya kerja karyawan BUMN
menjadi lebih baik. Namun demikian semua harapan
tersebut masih tergantung kepada pemerintah Indonesia
yang masih memegang mayoritas saham BUMN tersebut.

Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor
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Luar Negeri dengan Penyertaan di atas 50%

Strategi privatisasi melalui privat placement oleh
investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50% akan
membawa dampak yang signifikan bagi BUMN dan pemerintah
Indonesia. Pemerintah akan memperoleh dana yang
diperlukan untuk menutup defisit APBN. Penyertaan modal
dari 1luar negeri akan menyebabkan bertambahnya uang
ber‘edar di Indonesia, yang diharapkan dapat mendongkrak
percepatan perputaran perekonomian dan penyediaan
lapangan kerja. Dengan' penyertaan yang lebih besar,
investor asing memiliki kekuatan untuk menentukan
kebijakan dalam BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran
peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha

menjadi regulator dan promotor kebijakan.

3. New Pri;'ate Investment

New private investment dapat ditempuh oleh pemerintah
apabila pemerintah atau BUMN menghadapi k-eterbatasan untuk
mengembangkan usaha BUMN tersebut. Dalam hal ini,
pemerintah tidak menjual saham Yyang dimiliki atas BUMN,
tetapi mengundang investor untuk menyertakan modal,
sehingga modal BUMN akan bertambah. Penambahan modal
tersebut sepenuhnya masuk ke BUMN, dan tidak ada dana yang

diterima oleh pemerintah secara langsung. Kebijakan ini

48

4

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008




akan menyebabkan proporsi kepemilikan saham ~pemerintah
atas BUMN tersebut menjadi berkurang.

New private investment cocok untuk mengembangkan
BUMN, namun BUMN mengalami kekurangan dana, misalnya dalam
rangka meningkatkan kapasitas produksi atau menyediakan
infrastruktur dalam rangka peningkatan produksi. Jadi,
sasaran utamanya bukan untuk menjual BUMN. Metode ini
telah diimplementasikan oleh pemerintah Gambia untuk

memprivatisasi Senegambia Hotel, dan pemerintah Zambia

untuk memprivatisasi Zambia Breweries.

Sale of Assets

Pada strategi ini pemerintah tidak menjual saham yang
dimiliki atas saham BUMN tertentu, tetapi menjual aset
BUMN secara langsung kepada pihak swasta. Alternatif lain,
pemerintah tidak meﬁjual aset BUMN secara langsung, tetapi
menggunakannya sebagai kontribusi pemerintah dalam
pembentukan perusahaan baru, bekerjasama dengan pihak
swasta. Dalam memilih mitra usaha, tentunya pemerintah
akan memilih pihak-pihak yang telah dikenal sebelumnya.

Kebijakan penjualan aset ini 1lebih fleksibel dan
lebih mudah dilaksanakan, dibandingkan menjual perusahaan
secara keseluruhan. Kebijakan ini cocok untuk dilaksanakan

apabila menjual perusahaan secara keseluruhan merupakan
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target vyang sulit dicapai. Pemerintah dapat menjual
seluruh aset yang dimiliki BUMN, write off semua utang,
dan melikuidasi BUMN tersebut.

Metode sale of assets 1ini dipakai oleh pemerintah
Australia pada waktu memprivatisasi Bellconen Mall,
pemerintah Togo pada waktu memprivatisasi Sodeto, serta

pemerintah Gabon pada waktu memprivatisasi Societe de Bois

Piza.
Fragmentation

Dalam strategi fragéentation, BUMN direorganisasi
atau dipecah-pecah menjadi lbeberapa perusahaan, atau

dibuat suatu holding <company dengan  Dbeberapa anak
perusahaan. Salah satu atau beberapa anak cabang kemudian
dijual kepada pihak swasta. Kebijakan ini akan
menghasilkan beberapa pemilik baru atas satu BUMN,
sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana bisnis yang
lebih kompetitif. Strategi ini cocok untuk menjual BUMN
yang besar, dengan harga vyang mahal. Karena mahalnya,
biasanya tidak banyak calon investor vyan tertarik untuk
membeli. Dengan dipecah-pecah, harganya menjadi 1lebih
murah, dan alternatif untuk seorang investor menjadi lebih
banyak. Ia dapat memilih bagian mana yang paling menarik

untuk dibeli.

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008




Suatu BUMN vyang besar dapat menjadi perusahaan
monopoli. Dengan dipecah-pecah, BUMN bisa menjadi beberapa
perusahaan yang saling bersinergi dan dapat menimbulkan
suatu persaingan yang sehat. Indonesia telah menerapkan
metode fragmentation pada saat memprivatisasi PT Krakatau
Steel. Metode 1ini juga telah dipakai oleh pemerintah
Singapura pada saat memprivatisasi Port of Singapore,. dan

pemerintah Malaysia pada saat memprivatisasi Port Kelang.

Management/Employee Buy Oﬁt

Pada strategi ini, Pemerintah mengalokasikan sejumlah
saham untuk dibeli oleh para manajer dan karyawan BUMN,
atau koperasi karyawan BUMN. Strategi ini cocok untuk
transfer kepemilikan BUMN dari pemerintah kepada para
manajer dan karyawan BUMN. Dengan memiliki saham, para
manajer dan karyawan BUMN diharapkan akan bekerja lebih
serius, sehingga kinerja BUMN akan meningkat. Strategi ini
juga cocok untuk BUMN yang akan diprivatisasi, namun belum
layak untuk melakukan public offering karena kinerjanya
yang kurang baik. Daripada BUMN dilikuidasi, maka strategi
ini merupakan alternatif yang lebih baik. Strategi

Management/employee buy out dipilih oleh pemerintah

Iceland untuk memprivatisasi Icelandair. Pemerintah
Inggris juga menerapkan metode yang sama untuk
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memprivatisasi National Bus Company dan British Ship

Builder.

7. Kontrak manajemen

Dalam strategi kontrak manajemen, pemerintah
mengundang perusahaan swasta untuk "mengelola" BUMN selama
periode tertentu, dengan memberikan imbalan tertentu
(dituangkan dalam kontrak kerjasama) . Perusahaan tersebut
harus bergerak dibidang Yyang sama, memilikir pengalaman
yang cukup, memiliki tekhologi dan sumber daya manusia
yang lebih baik. Strategi xontrak manajemen dimaksudkan
untuk (1) meningkatkan kinerja BUMN, melalui peningkatan
efisiensi dan atau efektifitas penggunaan aset BUMN, (2)
memperoleh  keuntungan vang optimal, (3) transfer
manajemen, budaya kerja, skill, dan teknologi. Tidak ada
transfer kepemilikan dalam strategi ini. Privatisasi yang
dilakukan hanya bersifat privatisasi pengelolaan, bukan*
privatisasi kepemilikan. Strategi kontrak manajemen dapat
éipakai sebagai strategi antara sebelum privatisasi
kepemimpinan dilaksanakan. Kontrak manajemen merupakan
strategi yang baik apabila kondisi BUMN belum layak untuk
dijual. Strategi ini dapat dipakai untuk meningkatkan

kinerja BUMN, baik untuk BUMN yang memberikan pelayanan

52

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008




umum kepada ma§yarakat, maupun BﬁMN yang akan
diprivatisasi kepemilikannya.

Pemerintah Malaysia menerapkan metode kontrak
manajemen dalam rangka privatisasi North Kelang Bypass dan
Labuan Water Supply. Pemerintah Srilanka menerapkan metode
yang sama dalam rangka memprivatisasi Airlanka dan Sugar
Corporation.  Sementara  itu, pemerintah Fiji  juga
menerapkan metode ini dalam rangka privatisasi Air

Pacific. -

Kontrak atau sewa aset

Kontrak atau sewa aset adalah strategi di mana
pemerintah mengundang perusahaan swasta untuk menyewa aset
atau fasilitas yang dimiliki BUMN selama periode tertentu.
Pemerintah atau BUMN dengan segera akan mendapatkan uang
sewa dari perusahaan penvewa, tanpa melihat apakah
perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau tidak.
Perusahaan penyewa berkewajiban untuk memelihara aset atau
fasilitas yang disewanya. Aset atau fasilitas yang disewa
bisa termasuk SDM yang mengelola fasilitas aset tersebut.
Strategi ini cocok untuk meningkatkan return on assets

(RoA), sehingga aset BUMN bisa dimanfaatkan secara

optimal.
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PT Tambang Timah (Indonesia) telah mgnerapkan metode
ini. Demikian pula Port Kelang dan National Park
Facilities dari Malaysia, serta Port of Singapore dari
Singapura. BUMN-BUMN tersebut telah menyewakan asset yang

dimiliki dalam rangka meningkatkan ROA.

9. Likuidasi

Likuidasi merupakan alternatif terakhir vyang dapat
dilakukan pemerintah terhadap BUMN. Alternatif ini dapat
dipilih apabila BUMN tersebﬁt adalah BUMN komersial, bukan
BUMN public utilities atau memberikan public services,
tetapi dalam kenyataannya tidak pernah mendapatkan

keuntungan dan selalu menjadi beban negara.

10. Initial Public Offering (IPO)

| Initial Public offering merupakan strategi
privatisasi BUMN dengan cara menjual sebagian saham yang
dikuasai pemerintah kepada investor publik untuk vyang
pertama kalinya. Artinya, saham BUMNF tersebut belum pernah
dijual melalui pasar modal pada waktu sebelumnya. Metode
IPO dapat menghasilkan dana segar dalam jumlah yang besar
bagi pemerintah, tanpa harus kehilangan kendali atas BUMN
tersebut. Investor publik pada umumnya membeli saham untuk

tujuan investasi, dengan persentase kepemilikan yang
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11.

relatif kecil. Pada umumnya mereka tidak bermaksud untuk
ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan
demikian IPO ini cocok untuk dipilih apabila nilai saham
yang akan diprivatisasi Jjumlahnya cukup besar, BUMN
memiliki kondisi keuangan vyang baik, memiliki kinerja
manajemen vang baik, tersedia cukup waktu untuk
melaksanakan IPO, serta cukup tersedia likuiditas dana di

pasar modal.

Right Issue (RI)

Right Issue adalah strategi privatisaéi BUMN dengan
cara menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintah
kepada publik, di mana BUMN tersebut telah melakukan
penjualan saham melalui pasar modal pada waktu sebelumnya.
Pada dasarnya metode Right Issue tidak jauh berbeda dengan
metode Initial Public Offering. Metodé Right Issue tidak
menyebabkan pemerintah (apabila masih menjadi pemegang
saham mayoritas) kehilangan kendali atas BUMN yang
diprivatisasi.

Right issue cocok untuk dipilih apabila nilai saham
yang akan diprivatisasi jumlahnya cukup besar, BUMN pernah
melakukan penawaran saham melalui IPO, memiliki kondisi

keuangan yang baik, memiliki kinerja manajémen yang bailk,
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tersedia cukup waktu untuk melaksanakan IPO, serta

tersedia likuiditas dana di pasar modal.

12. Strategic Sale (SS)

Strategic Sale merupakan strategi privatisasi untuk
menjual saham BUMN yang dikuasai pemerintah kepada
investor tunggal, atau sekeiompok . investor tertentu.
Beberapa metode yang termasuk dalam kelompok strategic
sale, antara lain strategi private sale, —new private
inves tmén p mana gement/émpl oyee buy out, dan
frangmentation. Pada dasarnyés strategic sale dimaksudkan
untuk mendatangkan dan melibatkan investor baru dalam
pengelolaan BUMN. Disamping membawa dana segar, diharapkan
investor baru juga membawa sesuatu yang strategis untuk
meningkatkan kinerja' BUMN, misalnya teknologi baru, budaya
dan metode kerja vang efektif dan efisien, perluasan
penguasaan pasar, dsb. Dengan demikian, pemilihan investor
baru harus dilakukan dengan selektif, dikaitkan dengan
permasalahan BUMN yang diprj_vatisasi. Strategic sale
merupakan pilihan yang baik, apabila  BUMN yang
diprivatisasi memiliki kinerja Yyang kurang baik, atau
memiliki kondisi keuangan yand kurang sehat. Strategi ini
dapat dilaksanakan dalam tempo Yyand relatif lebih cepat,

dengan biaya yang 1lebih kecil dibandingkan strategi
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pepjualan saham kepada' publik, sehiﬁcjga cocok untuk
diimplementasikan apabila waktu yang diperlukan untuk
privatisasi sangat terbatas atau nilai saham yang
diprivatisasi kecil. Strategic sale juga merupakan pilihan

yang baik apabila likuiditas pasar modal kurang memadai.

13. Other Private Offering

Other Private Offering merupakan strategi privatisasi
dengan target individual investor atau sekelompok investor
tertentu, melalui strategi‘ selain yang disebutkan dalam
metode strategic sale. Beberapa metode yang dapat
diterapkan dalam strategi ini antara lain metode sale of
assets, management conract, sewa asset, dan likuidasi.
Metode ini pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menjual
saham BUMN yang dikuasai oleh pPemerintah, melainkan untuk

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya BUMN yang dinilai

masih di bawah standar.
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BAB III

PT JASA MARGA SEBAGAI BUMN

A. Sejarah PT Jasa Marga

Sejarah berdirinya PT Jasa Marga yang pada waktu itu
masih berupa Persero, tidak terlepas dengan agenda
pemerintah, khususnya dalam proses pembuatan jalan tol. Pada
tahun 1973, Pemerintah mulai membangun jalan bebas harflbatan
pertama yang menghubungkan antara Jakarta dengan Bogor.
Ketika jalan tersebut seiesai dibangun, tahun 1978,
Pemerintah memikirkan agar biaya pengoperasian dan
pemeliharaan ruas Jalan tersebut dapat dilakukan mandiri
tanpa membebani anggaran Pemerintah.

Untuk itu Menteri Pekerjaan Umum ketika itu, yaitu Ir.
Sutami mengusulkan kepada Presiden agar ruas jalan bebas
hambatan antara Jakarta dengan Bogor tersebut di jadikan
jalan tol sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 4
tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia untuk pendirian Persero. Selanjutnya dibentuklah
suatu badan usaha PT Jasa Marga (Persero)berdasarkan Akta
Nomor 1 tanggal 1 Maret 1978, dengan nama, PT Jasa Marga
(Indonesia Highway Corporation), yang kemudian diubah
berdasarkan Akta Nomor 187 tanggal 19 Mei 1981 nama

Perseroan diubah menjadi” PT Jasa Marga (Persero)”, keduanya
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dibuat dihadgpan Kartini Muljadi, VSH. yang pada saat itu
sebagai Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Keputusannya Nomor Y.A.5/130/1 tertanggal 22 Pebruari 1982
dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan
Negeri Jakarta berturut-turut dibawah Nomor 766 dan Nomor
767 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 10 September 1982,
Tambahan Nomor 1138 (untuk selanjutnya akta Nomor 1 tanggal
1 Maret 1978 dan akta Nomor 187 tanggel 19 Mei 1981 tersebut
disebut “Akta Pendirian”).

Pendirian Perserocan (Jasa Marga) tersebut sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor
9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 tentang Bentuk-
bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Jasa Marga
(Persero) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1978
tentang. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam
Pendirian Perusahaan Jasa Marga (Persero) di Bidang
Perngelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol
serta Surat Keputusan Menkeu RI No.90/KMK.06/1978 tanggal 27
Pebruari 1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Jasa Marga

(Persero) di Bidang Jalan Tol.
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Pada tanggal 9 Maret 1978 Presiden Soeharto meresmikan
jalan tol tersebut sebagai jalan tol pertama di Indonesia
yang diberi nama Jagorawi. Saat diresmikan Jjalan tol
tersebut baru sebatas ruas antara Jakarta sampai Citeureup
dengan karyawan berjumlah sekitar 200 orang.>?

Di masa lalu Perseroan (Jasa Marga) memiliki peran
ganda sebagal regulator yang memiliki wewenang dan
bertanggung jawab atas 3jalan tol di Indonesia (dibawah
pengawasan Menteri Pekerjaan Umum) dan sebagai suatu Badan
Us—aha Milik Negara (BUMN) yaﬁg memiliki hak eksklusif untuk
membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol di
Indonesia®’.

Pada tahun 1987, Pemerintah melakukan liberalisasi
industri jalan tol dan mengizinkan partisipasi sektor swasta
untuk membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol di
Indonesia dengan membuat Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan
(PKP) jalan tol dengan Perseroan (Jasa Marga). Dalam
berbagai kesempatan, Perseroan juga menjadi pemegang saham
minoritas pada operator jalan tol swasta tersebut.t

Peran ganda Perseroan sebagai operator jalan tol dan
sebagai otoritas regulator berakhir dengan dikeluarkannya
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah

Nomor 15 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

.
S

Diambil dari www.jasamarga.co.id. Pada tanggal 25 November 2007

Diambil dari Prospektus Awal PT Jasa Marga. Diterbitkan pada tanggal 08
Oktober 2007. Halaman vi
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Nomor 295 Tahun 2005 dimana dibentuk BPJT sebaga; badan yang
bertanggungjawab penuh atas peraturan dan pengawasan
industri jalan tol, termasuk membuat rekomendasi atas tarif
awal dan penyesuaian tarif kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Perseroan mendapatkan 13 hak pengusahaan jalan tol yang
pada saat itu masih dalam tahap pembangunan ataupun dalam
tahap pengoperasian. Selain itu, selama masa implementasi
peraturan baru tersebut, Perseroan mendapatkan 3 hak
pengusahaan baru untuk membangun dan mengoperasikan jalan
tol yang diberikan oleh Depaftemen Pekerjaan Umum. Perseroan
meyakini bahwar pemberian langsung hak pengusahaan jalan tol
baru tersebut adalah bukti rekam Jjejak dan prestasi
Perseroan dalam pembangunan dan pengoperasian Jjalan tol di
Indonesia.®

Periode transisi Perseroan dan perannvya sebagai
regulator jalan tol Indonesia menjadi operator jalan tol,
serta transisi BPJT sebagai regulator jalan tol baru masih
dalam tahap awal. Saat ini Perseroan masih memiliki
kepemilikan minoritas pada beberapa operator jalan tol
swasta, yang diperoleh Perseroan sewaktu masih berperan
sebagal regulator jalan tol di Indonesia. Sementara itu,
BPJT atas nama Pemerintah saat mi menjadi pihak yang

memimpin pembangunan master plan infrastruktur dan

54 Ibid
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pengimplementasian proses tender jalan tol yang dibutuhkan
untuk percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia.

Sampai dengan 30 Juni 2007, Jalan tol yang dioperasikan
Perseroan saat ini adalah sekitar 78% dan total panjang
seluruh jalan tol di Indonesia yang beroperasi. Perseroan
juga akan membangun dan mengoperasikan jalan tol tambahan
dengan panjang Jjalan sekitar 119 km dalam tiga pengusahaan
jalan tol baru. Perseroan juga memegang saham minoritas pada
operator jalan tol swasta yang mengelola sekitar 141 km atau

sekitar 22% dan total panjang jalan tol yang beroperasi di

Indonesia sampai dengan 30 Juni 200755

B. Kondisi Perusahaan
1. Pendapatan Perusahaan

Pendapatan Perseroan (Jasa Marga) sebagian besar
diperoleh dari pendapatan hasil pembayaran tol untuk jalan
tol yang dimiliki. Pada periode.yang berakhir tanggal 31
Desember 2004, Perseroan (Jasa  Marga) membukukan
pendapatan tol Rp 1.532 miliar dan mencatat laba bersih Rp
230,8 miliar, termasuk keuntungan dari pos luar biasa
sekitar Rp 9,3 miliar. Pada periode yang berakhir tanggal
31 Desember 2005, Perseroan (Jasa Marga) membukukan

pendapatan tol sebesar Rp 1.797 miliar dan mencatat laba

%5 Ibid halaman 1
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bersih Rp 307,5 miliar yang termasuk keuntungan dari pos
luar biasa sebesar Rp 176,9 miliar.

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006,
Perseroan (Jasa Marga) membukukan pendapatan tol sebesar
Rp 2.270 miliar dan mencatat laba bersihh sebesar Rp 462, 6
miliar yang termasuk perolehan keuntungan sekitar Rp 388,9
miliar dari penjualan 13,6% kepemilikan saham Perseroan di
CMNP. Sedangkan untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2007, Perseroan membukukan pendapatan
tol sebesar Rp 1.149 mlllar dan laba bersih sebesar Rp
72,6 miliar. Untuk periode 3 tahun vyang berakhir pada 31
Desember 2006, pendapatan tol Perseroan menunjukkan angka
peningkatan 22% CAGR.

Dengan pengalaman selama hampir 30 tahun di sektor
jalan tol di Indonesia, Perseroan (Jasa Marga) telah
menempatkan diri sebagai operator jalan tol terkemuka di
Indonesia. Perseroan (Jaéa Marga) Jjuga diuntungkan oleh
potensi pertumbuhan lalu 1intas kendaraan seiring dengan
kondisi perekonomian di Indonesia yang menunjukkan angka
pertumbuhan yang cukup signifikan.

Angka PDB per kapita Indonesia menunjukkan angka
pertumbuhan sebesar 8,1 % CAGR dan tahun 2002 ke tahun

2006. Antara tahun 2002 dan tahun 2005, volume lalu lintas

menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,55% CAGR. Pada tahun
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2005, volume 1alg lintas pada jalan tol Perseroan menurun
sebesar 4,0% dikarenakan oleh kenaikan harga
2. Risiko Perusahaan
Risiko utama yang dihadapi Perseroan (Jasa Marga),
yaitu risiko yang timbul dan proses pembebasan lahan atau
pengadaaan tanah. Sedangkan risiko 1lain yang dihadapi

oleh Perserocan (Jasa Marga) adalah sebagai berikut:

2.1. Risiko yang Berkaitan dengan Perserocan, meliputi :

a. Risiko yang timbul dan proses pembebasan lahan

atau pengadaaan tanah

b. Risiko pelaksanaan pembangunan konstruksi dan
risiko 1lain yang lazim dalam proyek pembangunan
jalan tol.

c. Risiko yang timbul dan tarif tol dan penyesuaian
tarif tol terhadap pendapatan dan laba perseroan

d. Risiko pemberitaan negatif yang signifikan,
resistensi publik dan tuntutan hukum terhadap
kenaikan tarif tol perseroan

e. Risiko kompetisi dan proyek jalan tol baru

f. Risiko penurunan volume lalu lintas pengguna Jjalan
tol perseroan atau penurunan pendapatan tol

g. Risiko kebocoran dalam aktivitas pengumpulan tol

pada jalan tol perseroan
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h.

.Risiko ketertinggalan perseroan dalam hal
teknologi

Risiko kejenuhan lalu lintas pada ruas-ruas jalan
tol tertentu

Risiko perubahan pada peraturan

Risiko yang timbul dan belum difinalisasikannnya
rencana induk jaringan jalan tol oleh pemerintah
Risiko yang timbul dan hak pengusahaan proyek
jalan tol yang ditunda pelaksanaannya

Risiko dimana pemérintah dapat mengubah status
jalan tol perseroan menjadi Jjalan umum yang
menjadi bagian dari jaringan jalan nasional.

Risiko akibat berakhirnya periode konsesi vyang
dapat menyebabkan beralihnya hak pengusahaan

Risiko tidak tertanggungnya aktiva perseroan
termasuk risiko bencana alam

Risiko ketidakmampuan perseroan dalam mendapatkan
pembiayaan atau kemungkinan perseroan mendapatkan

biaya pinjaman yang lebih mahal

. Risiko hutang perseroan dan perseroan dapat

menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal

termasuk pembayaran kembali hutang

. Risiko kesulitan dalam melakukan diversifikasi

usaha yang menguntungkan
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V.

Risiko pindahnya manajemen maupun karyawan kunci
perseroan

Risiko kemungkinan kerugian akibat perselisihan
dengan CGMN terkait jalan tol Cipularang.

Risiko belum adanya kepastian mengenai status
perseroan dalam hal hak pengusahaan ruas Jjorr
seksi .S (14,8 km dan total keseluruhan jorr
sepanjang 40,93 km per 30 juni 2007)

Risiko kendali pemerintah atas perseroan

2.2. Risiko yang Berkaitan dengan Kondisi di Indonesia

a.

b.

e.

f.

Risiko perekoncmian

Risiko penurunan peringkat kredit Indonesia dan

perusahaan-perusahaan di Indonesia

. Aktivitas buruh dan pekerja dapat memberikan

dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi

keuangan dan kinerja perseroan (Jasa Marga)

. Indonesia terletak di daerah rawan gempa bumi dan

dipengaruhi oleh risiko geologi dan meteorologi
yvang dapat memberikan dampak negatif terhadap
kondisi sosial dan ekonomi

Risiko meningkatnya otonomi daerah di Indonesia

Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing

2.3. Risiko yang Berkaitan dengan Kepemilikan Saham

Perseroan
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a. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi
harga atau likuiditas saham Perseroan

b. Risiko fluktuasi harga saham

c. Penjualan saham Perseroan di masa yang akan datang
dapat mempengaruhi harga pasar dan saham

Perseroan.

C. Kinerja Keuangan

Informasi yang disajikan perikut ini telah diambil atau
bersumber dan l-aporan keuang’?=lr1 konsolidasi Perseroan (Jasa
Marga) tanggal 31 Desember 2002, 2003, 2004, 2005, dan 2006,
serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
serta tanggal 30 Juni 2007 dan untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal tersebut, Yyang telah diaudit oleh
auditor independen sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia, semuanya dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian, serta dari laporan keuangan
konsolidasian Perseroan (Jasa Marga) tanggal 30 Juni 2006
dan untuk periode enam pulan yang berakhir pada tanggal
tersebut yang tidak diaudit.

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan (Jasa Marga)
tanggal 31 Desember 2006, 2005, 2004 dan untuk tahun yang

berakhir pada ténggal tersebut, serta tanggal 30 Juni 2007

dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
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tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto
Amir Jusuf & Mawar (RSM), auditor independen.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31
Desember 2003 dan 2002, serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut, seperti vyang tercantum dalam
Prospektus, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni,

Mucharam & Rasidi, auditor independen.
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LAPORAN RUGI LABA

o ) . tdalam pustaan Rumah,

———— e ————— et

'Unlult peii&'le enam Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember
URAIAN bulan yang berakhir .

. 2007 2006 2006 2005 2004 2063 2002
Pendpaian Tol 1.148832  1.091.632 2270450 1797177 1.942.009 1.274.841 1.0°3.564
Pendapatan Lainnya 16.657 15.797 23693 126 681 9Y 545 71392 57.089
Total Pendapatan Usaha 115489  1.107439  2.296.143 1923860 1.631.554  1.346.233  1.070.653
Pengumpulan Tol 183.481 161.448 ih1 2462 299 748 290.696 251 258 209 102
Pelayanan Jalan Tol 77 301 69.713 150 6CY 126 188 119.522 104 154 86 960
Pesmeliharaan jalan lol 166.144 158.701 363.857 24381 204 483 159.957 146.379
Kerjasama Operas 88.027 78.6°0 AR 161.G57 149,350 136749 117.8%6
Umum dan Administras) 230.214 204.911 427.4°2 439.812 100120 268.8:4 265.672
Total Beban Usaha 747.167 673.345 1476690 1.270.186 1.114.00 951.932 826.169
Laba Usaha 418.322 434.054 819.453 653.674 °  517.463 394.301 244.484
Beban Bunpa {350 480) 1156 580: 727 42> 347 289, 217658 1106 230 B2 164:
Pendapatan Bunga 13298 1820 .83° 7873 13.924 3?7 9N6 18.391
Lainnya - Bersih 24320 (7.106) 401.032 i16 386: 7134 2 400 21014
Pendapatan @eban) Lainain (313372)  (359.866)  (313.5541  (456.001)  (196.595) (65.914) (41.959)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan dan Pos 104.950 74.188 505.89% 197.673 320.868 328.387 202.525
Luar Biasa ’ -

laksiran Pajak Penghasitan -Kini 119 49 122 3Ky {22612 136 950; Yh S7H 96 720 49,719,
Taksizan Pajak Penghasilan - Tangguhan 2789 i2.220. 120.189 120 055, R 1 i4 082+ 774))
Beban Pajak Penghasilan 132.282 40,7 70: i43.323 167 G435, 49350, 1100 8021 56.862:
Laba Sebelum Pos Luar Biasa 72.668 40118 462.570 130.628 221.518 227.5R5 145.663
Pos Luar Biasd - Bersih - - . 176570 9116 22723 -
Laba Sebetum Hak Mingritas 72.668 44.018 462576 307.558 230.856 250.310 145.663
Hak Minoritas atas Rugi iLaba) Anak 136 156: RS 1551 29 146; 273
Perusahaan
Laba Bersih 72.632 43.860 462.567 307.543 230.807 250.264 145.636
RASIO KEUANGAN PENTING
Per dan untuk periode Per dan untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember
enam bulan yan,
Keterangaa berakh
2007 2006 2006 2005 2004 2003 2002
DATA OPERASIONAL PENTING o
Juralah kendaraan per hat: 2312487 2234851 22719%8 224874 2206686 2125818 1835764
Pendapaldn to! per hari iRp juta: 634714 6.153.42 6.2204: a6 c 4 'H3 8y 494 72 263319
PERTUMBUHAN
Pendspaan Lsaha 3.2% 28.3% 19.4%, 17.0% 2% 23.7% 15.3%
Iaba Usaha 3.6% 48,53% 26.4% 2o 4% 2% 61.3% 3.9%
Laba Bersih 63,6% 1h1,2'% 30.4% 3320 T 8% T1.8% T 7%
Aktiva b,0'% 128% % 20.0% 42 2% 23 8% 26,1%
Ekunas 22.3% 2% 204 83% €% 1),4%. E I
PROFITABILITAS
Laba Usaha / Pendapatan .~ 15,9% 39,2% 13.7% REX B LT 29.3% 21.8%
Laba Bersih / Pendapatan Usahd 60.2% 4,0% 0,0 H XA 12, % 1H.h'% 13,65
Laba Bersih / Aktiva (ROA: 0,7% 0,4% 455 S 1,97 12% 3%
laba Bersth / tkuitas (ROE: 3.0% 0,1% 14,4, 1.5% 12 8% 14.5% 9.1%
SOLVABILITAS
Kewajiban / Ekuitas 112.2% 193.8% 329.5% 3912 40, 4% 23903 212.0%
Kewajiban / Aktiva 76.9% 79.8% 67 Tent, TFAe T1.4% 67.9%
LIKUIDITAS (x)
Aktiva tancac 7 Kewayiban L angar 0.6 0.3 9.8 'R 04 06 1.6
INTEREST COVERAGE RAT!IO (x)
laba sebeium pajak dan bunga 7 beban W3 1,2 s - L K 1, iR
bunga
1aba sebelum pagak, buinga. penyusuwg. 09 - 0% T3 te Y i 12
& Amrirtias § dehan bung yang
_ disesudikan
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LAPORAN ARUS KAS

Untuk periode enam Untuk Tahin Yang Berakhir 31 Desember
Keterangan bulan yang berakhir

2007 2006 2006 2005 2004 2003 2002
Arus Kas diperoleh dari Aktivitas Operasi 98380 155812 144800 261717 39786 498631  197.639
Arus Kas diperoleh dari Aktivitas Investasi 208884  (276.542)  (342912) (2249.481)  (886.766) (1.495.004)  (403.710)

Arus Kas diperoleh dari Aktivitas 116.164 {9.986) 41 2195809 277332 701a28 796785
Pendanaan

Kenaikan (Penununan) Bersih Kas dan 423428 (130.716)  (156.971) 208.045 (269.648) (295.245)  590.7\4
Setara Kas

Kas dan Setara ¥as pada awal periode 260390 417361 417.361 209316 478964 774209 183495
Kas dan Setara Kas pada akhir periode 683818 286645 260390  412.361 209316 478964 774209

1. Penawaran Umum

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (dan para
Penjamin Emisi Efek) atas nama PT Jasa Marga (Persero)
Tbhk. dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-
banyaknya 2.040.000.000 (dua miliar empat puluh juta)
Saham Biasa Atas Nama Seri B baru dengan nilai nominal
Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang
ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp
XXX,00 (XXX Rupiah) setiap:saham yang harus dibayar
penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan
Pembelian Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan
Perserocan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal

saham dan pemegang saham Perserocan sebelum dan sesudah
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Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai
berikut:
Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A Dwiwama dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) Setiap Saham
Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum
Keterangan Jumiah Seham ]m@ﬂm " fumiah Saham ]mMmM
Nominal Nomina
A. Modal Dasar 19.040.000.000  9.520.000.000.000 19.040.000.000  9.520.000.000.000
8. Modal Ditempatkan dan Disetor
Penufr:
1. Negara Republik indonesia
- Saham Seri A Dwiwama 1 50 000 ] 500 0,00
- Saham Biasa Atas Nama Sen B 4759999999 2379999999500 100,00  4.759.999.999  2.379.999.999500 7000
2. Masyaralat
- Saham Biasa Atas Nama Seri 8 2040000000 1.020.000.000.000 30,00
Jumiah Modal Ditempatkan dan
Disetor Pench 4760000000 2.380.000.000.000 10000  6.800.000.000  3.400.000.000.000 100,00
(. Saham Delam Portepd - 14.280.000.000  7.140.000.000.000 12.240.000.000  6.120.000.000.000

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 2.040.000.000

(dua miliar empat puluh juta)

Saham Biasa Atas Nama Sen

B baru yang ditawarkan dalam Penawaran

sebesar 30%
dan Disetor

(Jasa Marga)

Umum akan mencatatkan 1

4.759.999.999

sembilan

ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)

juta

Penuh

(satu)
(empat miliar
sembilan ratus

setelah

(tiga puluh persen)

Penawaran

Umum,

Umum

ini

atau

dan Modal Ditempatkan

Perseroan

atas nama pemegang saham sebelum Penawaran

Saham Seri A Dwiwarna dan

tujuh

sempbilan

ratus

puluh

lima

puluh

sembilan

Saham Biasa

Atas Nama Seri B sehingga jumlah seluruh saham yang akan

dicatatkan

pada

Bursa

cfek

gararta
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6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta) saham
atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah Modal
Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.
2. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dan hasil Penawaran Umum
setelah dikurangi biaya dan komisi penjaminan emisi
serta biaya-biaya lain yang menjadi beban atau
tanggungan Perseroan menurut rencana akan digunakan

sebagai berikut menurut prioritas:

a. Sekitar 90% untuk pen?ertaan saham di anak perusahaan
pada ruas jalan tol Bogor Riﬁg Road, Gempol-Pasuruan,
Semarang-Solo, JORR W2 Utara dan ruas-ruas jalan tol
lain yang mungkin akan diperoleh dalam waktu dekat.

b. Sekitar 10% untuk peningkatan‘kapasitas ruas jalan tol
yang beroperasi

Mengingat kegiatan in&estasi akan dilakukan secara
bertahap dan akan dimulai segera setelah diperoleh dana
dan hasil Penawaran Umum ini, maka apabila terdapat dana
hasil Penawaran Umum yang belum terpakai, akan digunakan
untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan

Perserocan (Jasa Marga) sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Perseroan (Jasa Marga) akan melaporkan realisasi

penggunaan dana secara berkala kepada BAPEPAM dan LK
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sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan
Ketua BAPEPAM Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003
tentang Laporan Realisasi.
3. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana
penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam
Prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu
dilaporkan kepadé BAPEPAM dan LK dengan mengemukakan
alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan
dana_ tersebut harus mer;dapatkan persetujuan terlebih
dahulu dari RUPS.

4. Kebijakan Dividen Perseroan

Perseroan merencanakan tingkat pembayaran dividen
yang dapat memberikan penghasilan reguler kepada para
Pemegang Saham, namun tetap mengumumkan Perseroan untuk
memanfaatkan sebégian besar saldo laba untuk
diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan.
Walaupun kebijakan Perseroan saat ini adalah membayarkan
dividen minimum 20% dan laba bersih setiap tahunnya .yang
besarannya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan
rekomendasi dari Direksi, namun tidak terdapat kepastian
bahwa Perseroan akan dapat membayarkan dividen pada
tahuﬁ ini ataupun pada tahun-tahun mendatang. Keputusan

Direksi dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen
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tergantung dari berbagai faktor, diantaranya 1laba
bersih, ketersediaan cadangan, kebutuhan modal kerja dan
belanja modal untuk peniode tertentu. Direksi Perseroan
dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu,
tergantung dari persetujuan RUPS. Dalam hal dividen akan

dibayarkan, maka pembayaran akan dilakukan dalam mata

uang Rupiah.

5. Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami bgberapa
kali perubahan, terakhir‘diubah —s'eluruhnya dalam rangka
Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27
tanggal 12 September 2007 yang dibuat dihadapan Ny.
Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta. Dalam
perubahan ini nama Perseroan diubah menjadi “perusahaan
Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Highway
Corporation) Tbk.” atau disingkat “PT AJasa Marga
(Persero) Tbk”. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Keputusannya Nomor W7-10487HT.0104-TH 2007 tanggal 21

September 2007.
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Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaxi

berikut:

a.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah  turut serta

melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dari program

Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional

pada umumnya, khususnya pembangunan dibidang

Pengusahaan Jalan Tol dengan sarana penunjangnya

dengan menerapkan prinsip—prinsip perserocan terbatas.’

Untuk mancapai maksud éan tujuan yang dimaksud ayat 1

pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha

sebagai berikut:

1) Melakukan perencanaan  teknis, pelaksanaan
konstruksi, pengoperasian dan atau pemeliharaan
jalan tol.

2) Mengusahakan lahan di ruang milik Jjalan tol
(Rumijatol) dan lahan Yyangd berbatasan dengan
Rumiiatol untuk tempat istirahat dan pelayanan
berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha
lainnya, baik diusahakan sendiri maupun bekerja
sama dengan pihak lain.

3) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka
pemanfaatan dan pengembangan sumber daya vyang

dimiliki Perseroan, baik secara langsung maupun
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melalui .penyertaanf dengan memperhafikan
peraturan perundang-undangan.

Pada saat ini Perseroan telah membangun dan
mengoperasikan 13 (tiga belas) ruas jalan tol yang
dikelola oleh 9 (sembilan) kantor cabang Perseroan
dan 1 (satu) Anak Perusahaan, - yaitu JLJ.
Keseluruhan ruas tol berjarak 465,55 Km dan
merupakan bagian dari seluruh jalan atau jembatan

tol yang ada di Indonesia yang mencapai panjang

keseluruhan 599,00 Km.

D. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham

Perseroan (Jasa Marga) sejak pendirian sampai saat ini dapat

dilihat pada keterangan di bawah ini.
1. Pada Waktu Pendirian (Tahun 1978)
Berdasarkan Akta Pendirian struktur permodalan

Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal Dasar
Rp 10.000.000.000,00(sepuluh miliar Rupiah)terbagi atas
1.000 (seribu) saham, yaitu: 200 (dua ratus) saham
prioritas dan 800 (delapan ratus) saham biasa dengan

nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
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Modal Ditempatkan :
Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) terbagi atas 200
(dua ratus) saham prioritas.

Modal Disetor :

Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

Pemegang Szham Nilai Nominal Rn10.000.000,00 per Szham
Jumlah Saham Prioritas jumlah Nominal (Rp) (%)
Negara Republik Indonesia 199 1.930.000.000 99,50
Ir. Poemomosidi Hadjisarosa 1 10.000.000 0,50
Jumizh 200 2.000.000.000 100,00
Catatan:

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tanggal
9 Mei 1969 Tentang Perusahaan Jasa Marga (Persero)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1972, diatur bahwa
setiap penyertaan modal Negara kedalam modal saham
Perseroan terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
yang memuat maksud penyertaan modal tersebut. Sehubungan
dengan ketentuan dalam peraturan tersebut, maka atas
penyertaan modal Negara pada saat pendirian Perseroan
sebagaimana diuraikan diatas, Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 dan
Keputusan Menkeu Republik Indonesia Nomor 90/KMK.06/1978

tanggal 27 ©Pebruari 1978 Tentang Penetapan Modal
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Perusahaan Jasa Marga (Persero) PT Perserocan (“KMK
No.90/KMK/06/1978").

Berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 1 Maret 1978,
dengan Jjudul, "“Penjualan dan Pembelian Serta Pemindahan
dan Penyerahan Hak Atas Saham”, dibuat dihadapan Kartini
Muljadi, S.H., pada saat itu Notafis di Jakarta,
dinyatakan bahwa atas .1 saham milik Ir. Poernomosidhi
Hadjisarosa telah dilakukan jual beli, perhindahan gan

penyerahan hak atas saham kepada Negara Republik

Indonesia.

Perkembangan Tahun 1984

Berdasarkan RUPSLB Perseroan tanggal 8 Pebruari 1984
telah diputuskan antara lain mengenai perubahan atas
seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan atas
Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal,
sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 7 tanggal. 4 Oktober
1985, judul, “Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Marga
(Persero)”, dibuat dihadapan = Winnie Hadiprojo, SH,
Pengganti Kartini Muljadi, SH, pada saat itu Notaris di
Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor
C2-7339.HT.01.04.TH.85 tertanggal 15 Nopember 1985 dan
didaftarkan dalam buku registe;: di Kantor Pengadilan

Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 1329 Tahun 1985
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tanggal 19 Nopember 1985 serta diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 4 tanggal 14 Januari
1986, Tambahan Nomor 53 Tahun 1986 (selanjutnya disebut
“Akta Nomor 7 Tanggal 4 Oktober 19857), struktur
permodalan Perseroan diubah menjadi sebagai berikut:
Modal Dasar :
Rp 350.000.000.000,00 (tiga ratus 1lima puluh miliar
Rupiah) terbagi dalam 35.000 (tiga puluh lima ribu) saham
terdiri atas 7.000 (tujuh ribu) saham prioritas dan
28.000 (dua puluh delapan.ribu) saham biasa dengan nilai
nominal masing-masing saham sebesar Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta Rupiah).
Modal Ditempatkan :
Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) terdiri
atas 7.000 (tujuh ribu) saham prioritas.
Modal Disetor :
ﬁp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) terdiri atas
700 (tujuh ratus) saham prioritas.

Dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan

adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp10.000.000,00 per Szham
Jumlah Saham Prioritas Jumiah Nominal (Rp) (%)
_Negara Repulik Indonesia 700 7.000.000.000 100,00
Jumlah 700  7.000.000.000 160,00
Catatan:
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Mengingat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
1969 tentang Perusahaan (Persero) yang menyatakan bahwa
setiap penyertaan modal Negara ke dalam Perseroan
terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, maka
terhadap peningkatan modal disetor Perserocan sebesar Rp
5.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sebagai akibat
penyertaan modal Negara ke dalam Perseroan dimaksud di
atas masih diperlukan Peraturan Pemerintah. Penyertaan
modal tersebut termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 1984 tanggal 11 éeptember 1984.

Perkembangan Tahun 1998

Berdasarkan keputusan RUPSIRB Perseroan yang
diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 1998 (Rapat)
sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan, yang dibuat dibawah tangan,
telah diambil keputusan, yaitu mengenai persetujuan atas
(i) peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar
Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus 1lima puluh miliar
Rupiah) menjadi sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua
triliun Rupiah), (ii) modal ditempatkan atau disetor
Perserocan menjadi Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun

Rupiah) dan (iii) pengubahan Saham Prioritas menjadi

Saham Biasa.
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Képutusan Rapat tersebut kemudian dinyatakan kembali
dalam Akta Nomor 52 Tanggal 16 Maret 1998 dan diperbaiki
dengan Akta Nomor 5 tanggal 2 April 1998, keduanya dibuat
dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang

telah memperoleh persetujuan dan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia perdasarkan Keputusannya No.C2-

3192.HT.01.04.Th.98 tanggal 3 April 1998 dan Laporan
Perubahan BAnggaran Dasar +elah diterima dan dicatat
dibawah No.C2-HT.01.04-A.2558 tanggal 3 April 1998,
didaftarl.an dalam Daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kodya Jakarta Timur Departemen Perindustrian
dan Perdagangan Republik Indonesia dibawah Nomor Agenda
947/BH.09.04/X198 tanggal 30 Oktober 1998, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor
104 tanggal 29 Desember 1998 dan Tambahan Nomor 7650,
yang karena kesalahan cetak kemudian diralat sebagaimana
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 72
tanggal 7 September 1999, Tambahan Nomor 76504
(selanjutnya disebut dengan “Akta Nomor 52 Tanggal 16
Maret 1 9987).

Berdasarkan Akta Nomor 52 Tanggal 16 Maret 1998
tersebut, seluruh modal yang ditempatkan tersebut telah
disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia. Penyetoran

atas modal ditempatkan dimaksud, yaitu seluruhnya sebesar
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Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

a.

Sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)
berasal dan penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan,
sebagaimana ternyata dan Peraturan Pemerintah Nomor
4 tahun 1978 tanggal 25 Pebruari 1978, dan
dilakukan pada saat pendirian Perseroan sebagaimana
ternyata dalam Akta Pendirian.

Sebesar Rp 32.500.00b.000,— (tiga puluh dua miliar
lima rafus juta Rupiah) berasal dari

penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia

ke dalam Modal Saham Perseroan, sebagaimana
ternyata dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1984 Tanggal 11 September 1984 tentang
“Penambahan Penyertaan  Modal Negara Republik

Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan” junto
Keputusan Menkeu Republik Indonesia No.571/KMK.O01
1/1985 tanggal 4 Juli 1985 ten;ang “Penetapan
Besarnya Nilai Tambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia Kedalam Modal Saham
Perusahaan Perseroan”; berdasarkan kedua peraturan
tersebut dinyatakan mengenai pemisahan sebagian

Kekayaan negara vyang pada saat itu berada dibawah
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pengelolaan Direktorat Jenderal Bina Mar_ga Departemen
Pekerjaan Umum, vyaitu berupa nilai DIP termasuk
bantuan luar negeri untuk pembiayaan Jalan Tol
Jagorawi dan Jembatan Citarum sebesar Rp
32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar 1lima ratus
juta Rupiah) sebagai Tambahan Penyertaan Modal
Negara Republik Indonesia kedalam modal saham
Perseroan. Penyetoran atas sebagian dari dana tersebut
atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)
dilakukan pada saat peﬁingkatan modal ditempatkan dan
disetovr Perseroan dan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar
Rupiah) menjadi Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar
Rupiah berdasarkan Akta No.7 Tanggal 4 Oktober 1985.

Sebesar Rp 45.000.000.000, (empat puluh 1lima miliar
Rupiah) berasal dari penambahan Penyertaan Modal
Négara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham
Perseroan, sebagaimana ternyata dan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 1987 Fanggal 10 Januari
1987 tentang “Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan”
jo. Keputusan Menkeu Republik Indonesia
No.466/KMK.013/1988 tanggal 22 April 1988 tentang
“Penetapan Besarnya Nilai Tambahan Penyertaan Modal

Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham
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Perusahaan Perseroan”; berdasarkan kedua peraturan
tersebut dinyatakan mengenai pemisahan sebagian
kekayaan negara yang pada saat itu berada dibawah
pengelolaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen
Pekerjaan Umum, yaitu berupa nilai-nilai Dbiaya
investasi Jalan Tol Jakarta Merak vyang terdiri dari
Ruas jalan Jakarta - Tangerang, Ruas Jjalan . pintas
Ciujung, ruas jalan pintas Serang senilai Rp
45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah)

sebagai Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia ke dalam Perseroan. ‘

Sebesar Rp 108.000.000.000,- (seratus delapan miliar
Rupiah) berasal dari penambahan Penyertaan Modal
Negara Republik 1Indonesia ke dalam Modal Saham
Perseroan, sebagaimana ternyata dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 Tangga1V25 Oktober 1988
tentang “Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan”
jo. Keputusan Menkeu Republik Indonesia No.118/KMK.O0l
3/1990 tanggal 12 Pebruari 1990 tentang “Penetapan
Besarnya Nilai Tambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan”; berdasarkaﬁ kedua peraturaﬁ tersebut

dinyatakan mengenai pemisahan sebagian kekayaan negara
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yang pada saat itu berada dibawah pengelolaan
Direktorat Jenderal Bina Marga Depantemen Pekerjaan
Umum, yaitu berupa nilai DIP termasuk bantuan luar
negeri untuk pembiayaan Ruas Jalan Tol Surabaya-
Gempol, Jembatan Tol Mojokento, Jembatan Tello Lama
dan Jembatan Tol Kapuas atau Sungai Landak senilai Rp
108.000.000.000, - (seratus delapan milier Rupiah)
sebagai Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia ke dalam modal saham Perseroan.

Sebesar Rp 53.950,(—)00.,000,—(lima puluh tiga miliar
sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) berasal dari
penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
ke dalam Modal Saham Perseroan, sebagaimana ternyata
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tanggal
15 Juni 1990 tentang “Penambahan Penyertaan Modal
Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham
Perseroan” jo. Keputusan Menkeu Republik Indonesia
No.799/KMK.01 3/1 991 tanggal 3 Agustus 1991 tentang

“Penetapan Besarnya Nilai Tambahan Penyertaan Modal

Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham
Perusahaan Perseroan”; berdasarkan kedua peraturan
tersebut dinyatakan mengenai pemisahan sebagian

kekayaan negara vyang pada saat 1itu berada dibawah

pengelolaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen
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ngerjaan Umum, vyaitu berupa nilal DIP termasuk
bantuan luar negeri untuk pembiayaan Ruas Jalan Tol
Belawan-Medan-Tanjung Morawa senilai Rp
53.950.000.000,~-(lima puluh tiga miliar sembilan ratus
lima puluh juta Rupiah) sebagai Tambahan Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham

Perseroan.

Sebesar Rp 758.550.000.000,- (tujuh ratus lima puluh
delapan miliar 1lima ratus lima pulu;n juta Rupiah)
berasal dari penambahan Penyertaan M;dal Negara
Republik Indonesia ke daiam Modal Saham Perseroan,
sebagaimana ternyata dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 1997 tanggal 8 April 1997 tentang “Penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam
Modal Saham Perseroan” (disebut “Peraturan Pemerintah'
Nomor 8 Tahun 1997”); berdasarkan peraturan tesebut
dinyatakan penambahan modal Negara Republik Indonesia
sebesar Rp 758.550.000.000,~ (tujuh ratus lima puluh
delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) yang
berasal dari Kapitalisasi laba ditahan tahun buku 1978
sampai dengan 1989 sebesar Rp 55.220.000.000,- (lima
puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) dan

tahun buku 1995 sebesar Rp 54.363.521.295,- (lima

puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta
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[t ? g

lima ratus dua puluh' satu ribu dua ratus sembilan
puluh lima Rupiah), Kapitalisasi cadangan umum tahun
1995 sebesar Rp 262.529.212.705,- (dua ratus enam
puluh dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta
dua ratus dua belas ribu tujuh ratus 1lima Rupiah),
Nilai Intellectual Property Rights (IPR) dalam Desain
Proyek Jalan Tol Cikampek-Padalarang yang berasal dan
hibah Pemerintah lnggris melalui The Overseas
Development Administration (ODA) sebesar Rp
16.914.266.000, - (enam’ pelas miliar sembilan ratus
empat belas Jjuta dua ratus enam puluh enam ribu
Rupiah) dan pinjaman @ pemerintah dalam kerangka
Subsidiary Loan Agreement (SLA) Skeleton sebesar Rp
369.523.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan

miliar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah).

Catatan:

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1997, vyang antara lain menetapkan penambahan modal
Perseroan berasal dari IPR; Menkeu RI melalui suratnya
No.S-548/ MK.016/1996, tanggal 24 September 1996 telah
menyetujul antara lain peningkatan modal dasar dan modal
disetor dan sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima

puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 1 .000.000.000.000,-
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4.

(satu triliun Rupiah) termasuk di dalarpnya yang berasal
dan setoran hibah ODA yang berasal dan PR yang ditentukan
sebesar Rp 16.914.266.000,- (enam belas miliar sembilan
ratus empat belas juta dua ratus enam puluh enam ribu
Rupiah).

Sehingga dengan demikian struktur permodalan Perseroan
menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar :

Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas
2.000.000 (dua juta) saham dengaﬁ nilai nominal masing-
masing saham sebesar Rp 1 .000.000,00 (satu juta Rupiah)
per saham.

Modal Ditempatkan :

Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terdiri
atas 1.000.000,00 (satu juta) saham

Modal Disetor

Rp 1.000.000.000.000,00 (satu tniliun Rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai

berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp1.000.800 per Saham
Jumlah Saham Biasa Jumlah Nominal (Rp) , (%)
Negara Republik Indonesia 1.000.000 1.000.000.000.000 100,00
jumlah 1.000.000 1.000.000.000.000 100,00

Perkembangan Tahun 2007
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Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan (Jasa Marga)
yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2007 yang
kemudian dinyatakan dalam Akta Nomor 27 Tanggal 12
September 2007, para pemegang saham Perseroan antara lain
telah menyetujui:

a. peningkatan modal dasar Perserocan dari semula sebesar
Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) menjadi
sebesar Rp 9.520.000.000.000 (sembilan triliun lima
ratus dua puluh miliar Rupiah);

b. peningkatan modal dite‘mpatkan dan disetor dan sebesar
Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi
sebesar Rp 2.380.000.000.000 (dua triliun tiga ratus
delapan puluh miliar Rupiah) yang berasal dan
kapitalisasi saldo laba Perseroan sampai dengan
tanggal 30 Juni 2007;

C. perubahan nilai nominal saham dari Rp 1 .000.000, -
(satu juta Rupiah) menjadi Rp 500 (lima ratus Rupiah)
dan perubahan klasifikasi saham menjadi saham Seri A2
Dwiwarna dan Saham Seri B.

Sedangkan struktur permodalan terakhir Perseroan
adalah sebagai berikut:

Modal Dasar

Rp 9.520.000.000.000 (sembilan triliun 1lima ratus dua

puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1 (satu) saham seri A
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Dwiwarna dan 19.039.999.999 (sembilan belas miliar tiga
puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)
saham seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham
sebesar Rp 500 per saham.

Modal Ditempatkan

Rp 2.380.000.000.000 (dua triliun tiga ratus delapan
puluh miliar Rupiah) terdiri atas 1 (satu) saham seri A
Dwiwarna dan 4.759.999.999 (empat miliar tujuh ratus lima
puluh sembilan juta sémbilan ratus séﬁbilan puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)
saham seri B

Modal Disetor

Rp 2.380.000.000.000 (dua triliun tiga ratus delapan

puluh miliar Rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan PT Jasa

Marga adalah seperti digambarkan dalam struktur gambar di

bawah ini
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Pemegang Szham

Nilai Nominal Rp500 per Saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) {%)
Negara Repubiik indonesia 1 saham seri A Dwiwama 2.30.600.000.000 100,00
dan
4.759.999.999 saham seri B )
Jumiah 4.760.000.000 2.380.000.000.000 100,00
3. Struktur Organisasi Perseroan
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Pgngurusan dan Pengawasan

Menurut Undang-undang di Indonesia, Komisaris dan Direksi

adalah terpisah dan Jjabatan ini tidak boleh dirangkap

oleh masing- masing anggota Komisaris dan Direksi

tersebut.

Direksi dan Komisaris Perseroan sudah memenuhi

persyaratan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.l.6

tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan

Publik.

a. Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN

Republik Indonesia sebagai RUPS Perseroan No.Kep 165/M-
MBU/2002 tanggal 28 Nopember 2002 vyang kemudian
dinyatakan dalam Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2005,
dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta,
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI yang dicatat dan diterima dalam
Sisminbakum dibawah No.C-UM.02.01.10408 tanggal 21 juni
2006, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur di bawah
No.947/BH.09-04/X11998 tanggal 31 Juli 2006 dan Risalah
RUPSIB Perseroan Tahun 2007 No.RIS292/D6.MBU/2007

tangal 12 September 2007.
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Susunan anggota Komisaris Perseroan adalah

sebagai berikut:

Komisaris Utama . prs. Gembong Priyono, MSc
Komisaris . Ir. Sumaryanto Widayatin, MSCE
Komisaris . Drs. Sri Mulyanto, MSc

Komisaris . prof. Dr. Rkhmad Syakhroza
Komisaris . Mayjen (Purn). Samsoedin
Independen

Komisaris : Irjen Polisi (Purn) Drs. Michael

Independen Dendron. Primanto, SH, MH.

Susunan Direksi PT Jasa Marga

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN
Selaku RUPS Perseroan No.KEP-32JMBU!2006 tanggal 14
Maret 2006, yang kemudian dinyatakan dalam Akta Nomor
44 tanggal 16 Mei 2006, dibuat dihadapan Imas Fatimah
SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
yang dicatat dan diterima dalam Sisminbakum dibawah
No.C-UM.02.01.10408 tanggal 21 Januari 2006 dan
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur di bawah
No.947/BH.09-04/X/1998 tanggal 31 Juli 2006, susunan

anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
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Cc.

Direktur Utama Ir. Frans 8. Sunito

Direktur Operasi ¢ Ir. Sarwono Oetomo
Direktur Keuangan : Ir. Reynaldi Hermansjah
Direktur Pengembangan dan : Ir. Abdul Hadi H.S
Niaga

Direktur Sumber Daya ¢ Ir. Achmad Purwono, MBA

Manusia

Kompensasi Komisaris dan Direksi

Komisaris dan Di?eksi menerima kompensasi yang
ditentukan oleh pemegané saham pada saat RUPS tahuﬁan,
dan dibayarkan bulanan. Komisaris dan Direksi tidak
menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-
rapat Direksi maupun Komisaris. Jumlah total gaji dan
tunjangan yang dibayarkan Perseroan untuk seluruh
Komisaris dan direktur adalah sekitar Rp 3, 332 miliar
untuk tahun 2006 dan Rp 1, 636 miliar untuk periode
enam bulan yang berakhir 30 Juni 2007. Selain dan yang
telah disebutkan di atas, tidak ada pembayaran afau
hutang dan Perseroan kepada Komisaris dan Direksi
untuk tahun 2006 dan untuk periode enam bulan yang

berakhir 30 Juni 2007.
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d.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan
Perseroan No.KEP-001/111/2006 tanggal 29 Desember 2006
dan No.KEP-0089N111/2007 tanggal 14 Agustus 2007 dan
Peraturan Bapepam No.IX.l1.5 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, susunan Komite
Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap : Ir. Sumaryanto Widayatin, MSCE

anggota

Anggota : Ir. B%mbang Widijanto Suwignjo,
MSc

Anggota : Drs. Nugroho Widjajanto, Ak.

Anggota 1 Setyo Puji Hartono, SE

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan' Peraturan Bapepam No.IX.l14 mengenai
Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat
Keputusan Direksi No.031/AA.P-6a/2006 tanggal 29
September 2006 telah ditunjuk Ir. Okke Merlina sebagai
Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai
penghubung antara Perseroan dengan BAPEPAM dan LK,
Bursa Efek, Institusi TIainnya yang terkait dan

masyarakat.
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e. Sumber Daya Manusia dan Profil karyawan

Pada
karyawan.
karyawan

mana’jemen

tanggal 30 Juni 2007 Perseroan memiliki 5.705
Berikut adalah gambaran profil dan komposisi

Perseroan

menurut

jenjang pendidikan

serta perbandingannya di tiap-tiap cabang.

Komposisi Direksi dan Karyawan Menurut Jenjang Manaj=men

Per 30 Juni 2007

Jenjang Manajemen TeQp Tidak Tetap Total (%)
Perseroan

Direkst 5 S 0,09
Kepala Dwisi / Kopala Biro 37 37 0,65
Kepala Sub Divis: / Kepala Bagian 88 = 88 1,54
Kepala Seks / Xepala Sub Bagian 159 159 2,79
Kepala Gerbang Tol 54 54 0.95
Kepala Urusan / Kepala Shiil 597 - 597 10,46
Tenaga Ahli 201 3 .04 3,58
Pelaksana 4.472 89 4.561 79,95
Total 5.613 92 5.705 100,00
PT IL)

Direksi 2 2 0,24
Kepala Divisi / Kepald Biro 5 5 0,60
Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian 9 9 1,08
Kepala Seks: / Kepala Sub Bagian 18 18 2,17
Kepala Gerbang Tol 4 4 048
Kepadla Urusan / Kepala Shift 138 138 16,63
Tenaga Akl 61 61 7,35
Pelaksana 556 37 593 71,45
Total 793 37 830 100,00
Total Perseroan & PT JLI 6406 129 6.535 100,00

Sedangkan Komposisi

Direksi dan Karyawan menurut Jenjang

Pendidikan Per 30 Juni 2007,

dijelaskan seperti yang tercantum di bawah ini.
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Kompoasisi Direksi dan Karyawan Menurut jenjang Pendidikan

Per 30 Juni 2007
Pendidikan . Tetap ___Yidak Tetap Total (%)
Perseroan
Sarjana (51,82) 348 8 356 6.24
Sarjana Muda/D)3 42 2 44 0,77
SMU 4.680 S0 4.730 82,91
SMP/SD 543 32 575 10,08
Total 5613 92 5.705 100,00
PT L
Sarjana i51,52t 54 . 54 6,51
Sarjana Muda/D3 ?? - 7 9.28
SMuU 648 3z 685 82,514
SMP/SD 14 - 14 1,69
Total _ 793 37 830 - 100,00
Total Perseroan & PT JLi 6.406 . 129 6.533 100,00
Komposisi Direkst dan Karyawan Menurut Usia
Per 30 juni 2007 .
Usia ___Tetap Tidak Yetap Total . (%}
Perseroan ’
< 26 hun 19 22 41 0.72
26-130 474 18 192 8,62
31-35 1.137 20 1.157 20.28
36-40 1.322 10 1.332 23,35
31 -45 1.409 ] 1417 2484
> 45 tahun 1.252 14 1.266 22,19
Total 5.613 92 5.705 100,00
PTIL)
< 26 tahun 61 i3 94 11,33
26 - 30 923 4 97 11,69
31-35 282 - 282 33,98
36-40 220 - 220 26,51
41 -45 99 - 99 11.93
>435 tahun 38 . - i 4.h8
Total . 793 37 830 100,00
_ Total Perseroan & PT JL N _ 6406 129 6.535 100,00
Komposisi Direksi dan Karyawan Menurut Unit Kerja / Cahang
Per 30 Juni 2007 - _ .
Unit Kerja / Cabang Yetap Tidak Tetap Totat (%) _
Perservan
Cabang |agorawi 773 - 73 13,55
Cabang jakarta - Fangerang 560 - 36l 9,82
Cabang Surabaya - Gempol 610 - 610 10.69
Cabang Jakana - Cikampek 862 - 862 15.11
Cabang Cawang - Tomang - 9130 930 16,30
Cengkareng
Cabang Purbateunyt 581 - 581 1014
Cabang Semacang 224 - 224 3.93
Cabang Belmera 252 232 4,42
Cabang Palikanc 169 - 169 2.96
Sub total 4.961 - 4.961 86,96
Direksi LY 5 0,04
Kantor Pusat 462 4 466 8,17
Proyek 144 a8 232 407
Dipervantukan 41 41 0,72
Sub total 652 92 744 13,08
Total Perseroan 5.613 92 §.705 100,00
Total PT jL} 793 37 830 100,00
Total Perseroan & PT Ji) 6.406 129 6.535 100,60

Diambil dari Prospectus Awal

PT Jasa Marga Tahun 200¢
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BAB IV
ANALISIS HUKUM TERHADAP PRIVATISASI PT JASA MARGA

DI PASAR MODAL

A. Dasar Hukum Privatisasi PT Jasa Marga

menggunakan mekanisme penawaran umum saham perdana atau

Initial

Dilihat dari dasar hukum, privatisasi Jasa Marga dengan

atas Dbeberava aturan, yaitu

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
tanggal 18 Oktober 2004 tentang Jalan; .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003

tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Jalan Tol;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2005 tanggal 5 September 2005 tentang Tata Cara
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim
Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik  Negara
sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 7 Tahun

2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 122 Tahun 2001;
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6.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP
35/M.BUMN/2001 tanggal 20 Desember 2001 tentang Prosedur
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara:

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
KEP-32/MBU/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi
Perusahaan Perseroan (Perserns) PT Jasa Marga.: Surat
Asdep Urusan Restrukturisasi dan Privatisasi IKementerian
Negara BUMN Nomor $-86/D6.MBU/2006 tanggallé Oktober 2006

Perihal Tim Privatisasi PT Jasa Marga(Persero)

- Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya yang telah

diumumkan dalam Tambahan Nomor 1138 Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 10 September 1982 dan
tambahin Nomor 53 Berita Negara Republik Indonesia Nomor
4 tanggal 14 Januari 1986; terakhir dengan Akta Nomor 52,
tanggal 16 Maret 1998-yang diumumkan dalam Tambahan Nomor
7650 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 104 tanggal
29 Desember 1998 dan Tambahan Nomor 7650 a Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 72 tanggal 7 September 1999;

. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor

128/KPTSN/2006 Tentang Pembentukan Tim Initial Publi

Offering (IPO) PT Jasa Marga (Persero)
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B. Aspek hukum yang mengatur kronologis Initial Public

Offering (IPO) PT Jasa Marga

Sedangkan aspek hukum yang mengatur kronologis Initial

Public Offering (IPO) PT Jasa Marga, dimulai dengan beberapa

langkah sebagai berikut:

a.

Permohonan ijin IPO kepada Menteri Negara BUMN melalui
surat Nomor: AA.KU02.165 tanggal 20 Februari 2004
perihal Permohonan Ijin Penawaran Umum Saham (IPO) PT
Jasa Marga (Persero) |
Permohonan ijin kepada Merlxteri Negara ;BUMN melalui surat
Nomor : AA.R01.50 tanggal 18 Januari 2006 perihal
Laporan Persiapan IPO PT Jasa Marga (Persero)
Rekomendasi IPO dari Dewan Komisaris kepada Menteri
Negara BUMN melalui surat nomor 21/DKJM/II/2006 tanggal
24 Pebruari 2006 perihal rekomendasi Dewan Komisaris PT
Jasa Marga atas rencana IPO PT Jasa Marga

Surat Menteri Negara BUMN Nomor: S$-262/MBU/2006 fanggal
30 Juni 2006 perihal Persetujuan Initial Public Offering
(IPO) PT Jasa Marga

Persetujuan Komite Privatisasi Nomor: KEP-03/M,
EKON/01/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang arahan atas

Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan

(Persero) tahun 2007
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Surat Meﬁteri Negara BUMN Nomor: S-144/MBU/2007 tanggal
22 maret 2007 perihal Penunjukan Lembaga atau Profesi
Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero)

Persetujuan DPR RI Nomor: KD.01/3406/DPR RI/2007 tanggal
26 April 2007 perihal Penyampaian Persetujuan Rencana
Privatisasi PT Jasa Marga (Persero) dan PT Wijaya Karya
(Persero)

Penunjukkan Penjamin Pelaksana Emisi (PPE) oleh Menteri
Negara BUMN Nomor: 3-274/MBU/2007 tanggal 3 Mei 2007
perihal Penunjukkan Penjéﬁin Pelaksana Emisi (PPE) IPO
PT Jasa Marga

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik oleh Menteri Negara
BUMN Nomor: S-309/MBU/2007 tanggal 23 Mei 2007 perihal
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik —untuk —Penyusunan
Laporan Keuangan per 31 Maret 2007

Penunjukkan Konsultan Hukum Internasional oleh Menteri
Negara BUMN Nomor: S-422/MBU/2007 tanggal 25 Juni 2007
perihal Penunjukkan Konsultan Hukum Internasional IPO PT
Jasa Marga {(Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 tanggal 4
September 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan
Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru

pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga
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Rapat Umum Pemegang Saham ‘Luar Biasa PT Jasa Marga
(Persero) Tahun 2007 tanggal 12 September 2007
Persetujuan Menteri Kum-HAM Nomor W7-10487 HT.01.04 TH
2007 tanggal 21 September 2007 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Registrasi Pertama ke BAPEPAM-LK tanggal 21 September
2007

Pemuatan prospektus Ringkas di Harian Bisnis Indonesia
dan Investor Daily, hari senin, tanggal 24 September
2007 |

Pre-Marketing dilakukan pada tanggal 24 September sampai
04 Oktober 2007

Price range (kisaran harga Rp. 1.100 - Rp. 1.500 per
saham) diusulkan pada tanggal 6 Oktober 2007

Price range (kisaran harga Rp. 1.400 - Rp. 1.800 per
saham) ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2007

Public Expose tanggal 8 Oktober 2007 di Jakarta dan 9
Oktober 2007 di Surabaya. Investor Gathering di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober‘2007

Antara tanggal 15-26 Oktober dilaksanakan International
Road Show

Pembahasan hasil Bookbuilding dan penetapan Harga IPO PT
Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar Rp. 1.700 per saham

pada tanggal 26 Oktober 2007
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v. Pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK tanggal 1 Nopember
2007

w. Masa penawaran program MESA pada tanggal 5-7 Nopember
2007

Xx. Masa penawaran kepada Public pada tanggal 9 Nopember
2007

y. Penjatahan saham pada tanggal 9 Nopember 2007

z. Pencatatan di Bursa Efek Jakarta {sekarang Bursa Efek

Indonesia) pada tanggal 12 Nopember 2007

C. Alasan Pemerintah ménggunakan IPO di Pasar Modal dalam
Privatisasi PT Jasa Marga

Pada dasarnya Privatisasi PT Jasa Marga melalui
lantai bursa memiliki dampak yang cukup positif, antara
lain dapat mengurangi peluang perusahaan asing menguasai
aset strategis milik Indonesia, sekaligus mencegah
transfer keuntungan perusahaan lari ke luar. Harapan ini
hendaknya bukan dilihat dari perspektif nasionalisme.
Namun, hendaknya | pemerintah lebih mengedepankan
kepentingan strategis, termasuk mengurangi celah transfer
keuntungan kepada investor atau perusahaan di luar negeri,
karena dapat berpotensi mengurangi penerimaan pajak

melalui berbagai praktik rekayasa keuangan.
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Bila dikaji, sebenarnya faktor penyebab ruginya
sejumlah BUMN tidak semata-mata karena kesalahan dan
kelemahan pihak manajemen. Selain masalah permodalan,
kebijakan regulator pun selama ini ternyata tidak jarang
menjadi salah satu kendala yang membuat beberapa BUMN
menghadapi sebuah dilema sehingga sulit untuk bisa meraih
laba. Sebab, di satu sisi BUMN sebagai unit bisnis
dituntut untuk mampu meraih laba, sementara di -sisi lain
BUMN Jjuga dibebani tugas’ yang sangat strategis yakni
tanggung jawab harus mela;}ani keper;tingan publik (Public
Service Obligation atau PSO).

Salah satu program Pemerintah berkaitan dengan
reformasi BUMN, vyaitu dengan memperbaiki gaya manajemen
agar memiliki standar profesionalisme swasta, bahkan
menuju standar perusahaan multinasional. Hal ini tercermin
dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 diman;a dalam
upaya untuk mewujudkan visi BUMN, maka strategi dan
kebijakan dasar pengelolaan BUMN mencakup 3 hal, yaitu:
(1) pembinaan sistem manajemen BUMN yang mengedepankan
unsur-unsur keterbukaan, kemandirian, kewajaran dan
akuntabilitas (Good Corporate Governance); (2) upaya
restrukturisasi dan privatisasi perlu terus dilanjutkan

untuk mendorong efisiensi dan penciptaan nilai BUMN; (»3)

pembinaan Sumber Daya Manusia BUMN yang jujur,
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profesional, mampu bersaing secara global dan memiliki
orientasi pengabdian dan pelayanan umum (public service).

Dengan 3 strategi dasar tersebut diharapkan praktek
pengelolaan BUMN akan lebih transparan, profesional,
mandiri, efisien dan bebas dari praktek KKN. Dengan
privatisasi, BUMN sebagai perusahaan akan dikelola secara
transparan melalui akuntabilitas publik, yang karenanya
mendorong perusahaan untuk mengadopsi kultur baru yang
bercirikan transparansi, akuntabilitas dan
profesionalisme.

Berkaitan dengan privatisasi PT Jasa Marga di pasar
modal, pemerintah memutuskan menggunakan metode Penawaran
Umum Saham Perdana atau Initial Public Offering, dimana
metode ini dianggap paling tepat.

Kelebihan dari mekanisme Initial Public Offering
(IPO) adalah memungkinkan terwujudnya usaha fransparansi
dan pengawasan masyarakat (public security) karena pasar
modal dimanapun akan mensyaratkan setiap perusahaan untuk
go public. Dengan memakai salah satu metode privatisasi
BUMN, vyaitu Initial Public Offering (IPO) maka BUMN dalam
hal ini, vyaitu PT Jasa Marga harus menjual sahamnya di
pasar perdana (primary market) .

Selain itu privatisasi dengén Initial Public Offering

(IPO) ini dianggap paling memungkinkan karena nilai saham
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yvang akan dj:privatisasi jumlahnya' cukup besar, PT Jasa
Marga dianggap memiliki kondisi keuangan vyang baik,
memiliki kinerja manajemen yang baik, tersedia cukup waktu
untuk melaksanakan IPO, serta cukup tersedia likuiditas
dana di pasar modal.

Dengan demikian, privatisasi PT Jasa Marga yang

dilakukan melalui penjualan saham ke lantai bursa,

bertujuan agar dikelola lebih transparan, karena dimiliki

oleh investor publik. Selain itu juga kondisi pasar yang

sedang beranjak pulih akan positif ‘buat harga saham PT

Jasa Marga karena berpeluang untuk terus naik®’.

D. Implikasi Hukum dari Penjualan saham PT Jasa Marga di
Pasar Modal
Dorongan perbaikan perusahaan pada PT Jasa Marga yang
diprivatisasi di pasar modal, dirasa kurang begitu maksimal,
karena dengan hanya menjual saham PT Jasa Marga yang hanya
sekitar 30%, kendali pemerintah di PT Jasa Marga masih tetap
mayoritas.
Selain 1itu ada beberapa pertanyaan yang berkaitan
dengan aspek hukum dan aspek perusahaan yang berkenaan
dengan beberapa hal, yaitu:

1. Dari Aspek Hukum;

7 Seperti dikutip dari pernyataan Adikin Basirun, Presdir Pasific Duaribu

Securities dalam berita Majalah Investor yang berjudul Menyokong Pasar
dengarn IPO. FEdisi bulan Cktober 2007. Halaman 99.
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Berkaitan dengan penerbitan dan penjualan saham
baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga
yang tidak diambil bagian oleh negara, maka perlu
mendapatkan suatu kejelasan mengenai pengertian
“dikuasai” sebagaimana termaktub dalam ayat (2) dan (3)
Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, apakah yang dimaksud
seluruhnya dimiliki dan dikelola oleh Negara,. atau
dimiliki tetapi tidak dapat dikelola oleh Negara, atau
tidak perlu memiliki dan tidak perlu mengelola tetapi
cukup mempunyai kewénanéan dalam hal pengaturan
(regulasi).

Selain itu, dengan telah ditetapkannya Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam pasal ¢4
(1) dan penjelasannya telah ditegaskan bahwa modal Badan
Usaha Milik Negara yang berasal dari kekayaan Negara
yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaaﬁ Negara dari
APBN58 untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Badan
Umum Milik Negara, untuk selanjutnya pembinaan dan
pengelolaannya tidak 1lagi didasarkan pada sistem APBN
namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan vyang

sehat (dalam hal ini PT Jasa Marga).

“  APBN merupakan otorisasi DPR kepada Pemerintah untuk melakukan
pengelolaan keuangan negara setiap tahunnya . Dikutip dari Gunawan Widjaja.
Pengelolaan Harta Keuangan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis). Rajawali Pers.
Jakarta, 20CZ. Halaman 26.
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Lebih lanjut terdapat pengaturan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa
penyelesaian piutang BUMN diselesaikan dengan mekanisme
korporasi yang didasarkan pada pengertian piutang Negara
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dimana dalam Undang-undang
tersebut tidak lagi dimasukkan pengertian piutang BUMN
sebagai bagian dari piutang Negara.

Dari hal diatas, pengertian sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Dasar '1945 Pasal 33 ayat (2) da~n (3)
diatas, belum memiliki defi‘nisi yang seragam tentang
arti “dikuasai” dan “cabang-cabang produksi penting”.
Kemudian terhadap pemahaman tentang kekayaan Negara yang
dipisahkan, perlu mendapatkan pemahaman secara meluas
bahwa modal yang telah dipisahkan untuk pendirian suatu
Badan Usaha Milik Negara bukan lagi kategori kekayaan
Negara.59 |

Dengan kata lain PT Jasa Marga yang melakukan
proses penjualan sahamnya sebesar 30% melalui pasar

modal, praktis hasil penjualannya sudah tidak bisa

dikategorikan sebagai kekayaan negara walaupun ada

5%

Hasil dari wawancara dengan Kepala Biro Hukum Kantor Pusat PT Jasa Marga
pada tangal 11 Desember 2007 Fukul 11.45 WIB.
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pengecualian sebagai kekayaan negara yang dipisahkan

s 6C
atau yang tidak diambil bagian oleh negara.

2. Dari sisi perusahaan;

Bahwa perlu disadari fungsi dan tugas utama PT
Jasa Marga tidak hanya sekedar memperoleh keuntungan
saja, yang kemudian diukur hanya dengan adanya
peningkatan RoA, RoE, Rol saja, tetapi Jjuga mengemban
beberapa tugas yang lebih bersifat makro, seperti
kewajiban untuk melayani kepentingan publik (Public
Service Obligation atau PSO atau agent of development
serta pioneering. Dengan demikian, seharusnya dari sisi
peraturan untuk kepentingan pelaksanaan usaha
perusahaan, khususnya yang mengemban tugas layanan umum
perlu diatur dengan suatu peraturan vyang lebih
mendukung pada pengembangan perusahaan.

Demikian pula, gdaya manajemen PT Jasa Marga yang
ada perlu dilakukan perubahan paradigmanya (mind set),
bahwa paradigma baru menghendaki adanya suatu inovasi
dan terobosan bisnis yang harus dilakukan tanpa harus
menciptakan birokrasi yang berbelit, namun harus tetap

mengutamakan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“ poin a pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Perubahan

S

B

r
ar

uktur Kepemilikan Saham Negara melzlui Penerbitan dan Peniucian Sanam
N N o A~ -~
u pada Perusahaan (Perseroan; PT J&sa Marga.
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E. Langkah-langkah yang = Harus l_)itempuh dalam Proses

Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Schopenhauer pernah mengatakan, bahwa semua ide brilian
harus melalui tiga fase. Dalam fase pertama, ide tersebut
akan dicemoohkan. Dalam fase kedua, ide tersebut akan sangat
ditentang hebat. Selanjutnva dalam fase ketiga, ide tersebut
akan dianggap terbukti dengan sendirinya. Ide privatisasi di
dunia saat ini sudah memasuki pada fase ketiga, sementara di
Indonesia baru memasuki fase kedua. Hal ini terjadi karena
masih banyaknya pelanggaran terhadap tujuan utama
privatisasi.

Studi di banyak negara menunjukkan bahwa intervensi
negara yang berlebihan terhadap akses sumber daya ekonomi
akan menyebabkan tidak optimalnya alokasi sumber daya
tersebut. Atas dasar itu, banyak negara berupaya menjalankan
program privatisasi.

Di Indonesia sendiri, program privatisasi sampai saat
ini masih saja mengalami berbagai hambatan yang cukup
perarti. Salah satunya adalah masih kentalnya intervensi
pemerintah terhadap perusahaan.

Setidaknya, terdapat dua hal yang menjadi penyebab
privatisasi BUMN kita tidak memperoleh hasil optimal dan
menimbulkan kontroversi. Pertama, kebijakan privatisasi BUMN

kita sangat tergantung kepada keputusan politik di DPR dan
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selalu dikaitkan dengan upaya pembiayaan defisit APBN.
Persoalan yang muncul dari desain seperti ini adalah
seringkali terjadi ketidakselarasan antara keputusan politik
di DPR vyang dibuat dengan pelaksanaan privatisasi BUMN.

Kedua, implementasi pelaksanaan privatisasi BUMN belum
dikembalikan dalam semangat demokrasi ekonomi (Pasal 33 UUD
1945). Sejumlah pihak mengklaim bahwa metode Initial Public
Offering (IPO) atau .penawaran saham melalui pasar modal
adalah metode vyang paling tepat bagi privatisasi BUMN.
Alasan ya;g sering dikemuka];an, yaitu bahwa Initial Public
Offering - (IPO) BUMN merupakén sarana vyang efektif untuk
meningkatkan implementasi Good Corporate Governance (GCG).
Selain bermanfaat untuk pengembangan pasar modal Indonesia,
melalui IPO diharapkan proses privatisasi dapat dilakukan
dengan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat 1luas juga ak.an mempunyai kesempatan yang sama
untuk memiliki saham perusahaan eks-BUMN yang go-public
tersebut.

Namun fakta menunjukkan, banyak dari BUMN vyang ‘go
public, ternyata terdapat kepemilikan asing atas saham-saham
BUMN yang diperdagangkan di bursa. Bahkan, di beberapa Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk kategori blue chip,

kepemilikan asing justru lebih dominan. Khusus  untuk

privatisasi PT Jasa Marga sendiri, dari total 30% saham yang
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dilepas ke publik, terdapat kepemilikan asing yang mencapai'
32.611% dari total saham yang diperdagangkan di pasar modal

yvyang terdiri dari perusahaan asing dari Singapura, Hongkong,

Belanda, Inggris dan Amerika Serikat®!.

Penulis berpendapat jika hal ini dikembalikan kepada
semangat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, tentunya sudah
tidak relevan lagi sehingga harus ada revisi terhadap pasal
33 Undang-undang Dasar .1945. Selain itu, agar proses
privatisasi dapat berjalan dengan lancar, pembenahan
infrastruktur— regulasi haruélah menjadi prioritas utama.
Landasan hukum yang jelas dan éaling menunjang satu sama
lain harus Jjuga disertai oleh komitmen pemerintah Yyang
secara tegas mengungkapkan = kemauan politiknya  untuk
menyukseskan program privatisasi.

Penjabaran dari petunjuk pelaksanaan BUMN yang telah
disetujui Dewan Perwakilan Rakyat juga harus mengatur secara
komprehensif program privatisasi. Dengan landasan hukum dan
peraturan yang jelas, kriteria-kriteria dan time frame bagi
pelaksanaan program privatisasi pun menjadi lebih
terstruktur, transparan, dan profesional. Akibatnya,
kredibilitas program privatisasi tersebut pun akan meningkat

di mata publik.

1 Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Perusahaan PT Jasa Marga

pada tanggal 11 Desember 2007 Pukul 14.00 WIB.
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Dengan mengupayakan praktik tata kelola yang baik (Good
Corporate Governance), Iimplementasi program privatisasi
diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor
yang berniat membeli saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Arah perkembangan politik juga merupakan salah satu
elemen penting bagi perkembangan program privatisasi dan
pengembangan pasar modal. Dengan, terciptanya stabilitas
politik dalam beberapa tahun ke depan dan dibarengi dengan
penegakan hukum vyang tegas di pasar modal, kepercayaan

masyarakat terhadap pasar modal diharapkan akan terus

meningkat.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Bertitik tolak dari proses privatisasi PT Jasa Marga
melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau Initial Public

Offering di pasar modal, maka penulis berkesimpulan bahwa

sebenarnya Indonesia sudah memiliki ”’dasar hukum dan

peraturan-peraturan yang relatif cukup lengkap, akan tetapi
implementasi dari kebi—jakan.privatisasi BUMN dalam hal ini

PT Jasa Marga melalui penjualan saham di pasar modal belum

tentu sesuail dengan target vyang ditentukan, kondisi ini

disebabkan oleh:

1. Belum adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak (dalam
hal ini Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) untuk
mengembangkan usaha BUMN ke arah yéng lebih baik lagi;

2. Belum tuntasnya sosialisasi  mengenai  aspek  hukum
kebijakan privatisasi BUMN, baik untuk manajemen BUMN,
kalangan investor maupun masyarakat luas; sehingga banyak
pihak yang masih ragu atau menentang privatisasi BUMN.

3. Masih lemahnya law enforcement di Indonesia vyang
mengakibatkan tingkat kepercayaan investor dalam dan luar
negeri terhadap kebijakan privatisasi di Indonesia masih

rendah.
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B. Saran-—-saran

Political will, komitmen dan konsistensi kebijakan dan
penerapan tata kelola BUMN sebagai perusahaan atau Good
Corporate Governance (GCG) menjadi  ukuran keseriusan
pemerintah dan parlemen (DPR) dalam mengembangkan bisnis
BUMN secara konsisten dan profesional.

Selain itu Privatisasi PT Jasa Marga dengan
menggunakan metode Initial Public Offering (IPO) di pasar
modal bisa dikatakan dapat mendatangkan manfaat bagi

pemerintah dan masyarakat Indonesia apabila setelah

privatisasi tersebut, PT Jasa Marga mampu bertahan hidup

dan berkembang di masa depan, mampu menghasilkan
keuntungan, dan juga dapat  memberdayakan kemampuan
perusahaannya.

Dengan demikian, privatisasi PT Jasa Marga dengan
menggunakan metode Initial Public Offering (IPO) di pasar
modal diharapkan
1. mampu meningkatkan kinerja perusahaan,

2. mampu menerapkan prinsip-prinsip good Corporate
governance dalam pengelolaan perusahaannya,

3. mampu meningkatkan akses ke pasar internasional,

4. terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi,

5. terjadinya perubahan budaya kerja.
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http://investasisyariah.comn.
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TELEPON (021) 8413526, 8413630 FAKSIMILE (021) 8413540

KEPUTUSAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO)

NOMOR: 190 /KPTS/2006

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKS! PT JASA MARGA (PERSERO)
NOMOR : 128/KPTS/2006 TENTANG PEMBENTUKAN TiM INITIAL
PUBLIC OFFERING (IPO) PT JASA MARGA (PERSERO)

DIREKS! PT JASA MARGA (PERSERO)

Menimbang . a

Mengingat I

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggota
Tim Kerja dari Kementerian Negara BUMN, perubahan
struktur organisasi PT Jasa Marga (Persero) dan
penyesuaian lingkup tugas Tim Kerja, dipandang periu
mengubah Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero)
Nomor 128/KPTS/2006 tanggal 25 Agustus 2006, tentang
Pembentukan Tim initial Public Offering (IPO) PT Jasa
Marga (Persero)

Bahwa untuk maksud tersebut dalam butir a, periu ditetapkan
dalam suatu Keputusan Direksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
tanggal 18 Oktober 2004 tentang Jalan;

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 19 tahun 2003
tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Jalan Tol;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2005 tanggal 5 September 2005 tentang Tata Cara
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim
Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 7 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 122 Tahun
2001;

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-
35/M.BUMN/2001 tanggal 20 Desember 2001 tentang
Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara;

A
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PT JASA MIARGA (PERSERO)
(INDONESIA HIGHWAY CORPORATION)
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Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

.7. Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya yang telah
diumumkan dalam Tambahan .Nomor 1138 Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 10 September 1982
dan tambahan Nomor 53 Berita Negara Republik indonesia
Nomor 4 tanggal 14 Januari 1986; terakhir dengan Akta
Nomor 52, tanggal 16 Maret 1998 yang diumumkan dalam
Tambahan Nomor 7650 Beiita Negara Republik Indonesia
Nomor 104 tanggal 29 Desember 1998 dan Tambahan
Nomor 7650 a Berita Negara Republik Indonesia Nomor 72
tanggal 7 September 1999;

8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor KEP-32/MBU/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga.

Surat Asdep Urusan Restrukturisasi dan Privatisasi |
Kementerian Negara BUMN Nomor S-86/D6.MBU/2006 tanggal
16 Oktober 2006 Perihal Tim Privatisasi PT Jasa Marga
(Persero)

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO)
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKS! PT JASA
MARGA (PERSERO) NOMOR 128/KPTS/2006 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) PT
JASA MARGA (PERSERO)

Mengubah Diktum KEDUA Keputusan Direksi PT Jasa Marga
(Persero) Nomor 128/KPTS/2006 tanggal 25 Agustus 2006
tentang Tugas Tim IPO PT Jasa Marga (Persero) menjadi
sebagai berikut :

a7
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A. Tim Pengarah IPO PT Jasa Marga (Persero) :

1.

Merumuskan dan menyusun kebijakan-kebijakan strategis

yang berkaitan dengan program IPO PT Jasa Marga
(Persero)

Memberikan masukan dan rekomendasi mengenai
kebijakan-kebijakan strategis dalam pelaksanaan 1PO

- PT Jasa Marga (Persero) kepada Menteri Negara BUMN

selaku penanggung jawab pelaksanaan PO PT Jasa
Marga (Persero) dan wakil pemegang saham PT Jasa
Marga (Persero) :

Memberikan arahan mengenai penjabaran “kebijakan-
kebijakan strategis dalam pelaksanaan IPO PT Jasa

Marga (Persero) kepada Tim Kerja IPO PT Jasa Marga
(Persero) .

Mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan-kebij_akan
dglam IPO PT. Jasa Marga (Persero) telah dipahami dan
dilaksanakan dengan baik oleh Tim Kerja IPO PT Jasa

Marga (Persero) sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

Melakukan supervisi atas pelaksanaan kegiatan PO
PT Jasa Marga (Persero).

B. Tim Kerja IPO PT Jasa Marga (Persero):

1.

Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/
diputuskan oleh Menteri Negara BUMN dan Tim Pengarah
IPO PT Jasa Marga (Persero).

Merumuskan dan memberikan masukan dan rekomendasi
kepada Tim Pengarah IPO PT Jasa Marga (Persero)
berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis dalam
rangka IPO PT Jasa Marga (Persero).

Melakukan seleksi awal pemilihan Lembaga / Profesi
penunjang 1PO, yang meliputi:
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a. Prakualifikasi, mencakup:

- Menyiapkan dan mengusulkan Dokumen PQ
untuk ditetapkan oleh Direksi sebagai Dokumen
PQ; ‘

-  Mengumumkan PQ di beberapa harian (koran);

- Menerima dan mengevaluasi usulan PQ dari
calon-calon Lembaga / Profesi Penunjang yang
berminat;

- Mengusulkan hasil PQ kepada Direksi untuk
ditetapkan; '

b. Proses Pengadaan, mencakup :

- Menyiapkan dan mengusulkan Term Of Refference
(TOR) dan Tata Cara Evaluasi Proposal kepada
Direksi untuk ditetapkan sebagai Dokumen
Pengadaan.

. Mengundang dan melakukan rapat penjelasan
kepada calon Lembaga / Profesi Penunjang yang
lulus PQ;

- Menerima dan melaksanakan evaluasi proposal;

-  Mengusulkan ‘short list' kepada Direksi untuk
ditetapkan,

-  Melaksanakan ‘beauty contest’ atas ‘short list’
diatas;

- Menyerahkan hasil ‘beauty contest’ kepada
Direksi untuk selanjutnya Direksi akan meneruskan
kepada Menteri Negara BUMN untuk ditetapkan.

c. Melaporkan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud
butir 2 dan b kepada Tim Pengarah untuk disetujui

4. Menjadi counterpart dari Lembaga dan Profesi
penunjang terpilih dalam pelaksanaan IPO PT Jasa Marga
(Persero)

KEDUA . Mengubah susunan keanggotaan Tim lInitial Public Offering
(IPQ) PT Jasa Marga (Persero) sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor
128/KPTS/2006 tanggal 25 Agustus 2006 menjadi sebagaimana
tarcantum dalam Lampiran Keputusan ini.
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KETIGA : Sepanjang tidak diadakan perubahan berdasarkan Keputusan

KEEMPAT

ini, Keputusan Direksi PT Jasa Marga Persero) Nomor
128/KPT$S/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Pembentukan

Tim Initial Public Offering (IPO) PT Jasa Marga (Persero)
dinyatakan tetap berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 Oktober
20065.

Ditetapkandi  : Jakarta
Pada Tangnal : 23 Nopember 2006

DIREKSI FTJASA M (PERSERO)

e ,
Ir. FRANS S./SUNITO Z

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

COENOORWN=

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

Sekretaris Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara;

Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi dan Privatisasi I;

Asisten Deputi Usaha Prasarana Angkutan;

Komisaris PT Jasa Marga (Persero);

Direksi PT Jasa Marga (Persero);

Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga (Persero);

Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Jasa Marga (Persero);

Para Kepala Divisi/Biro/Unit/Komite/Cabang PT Jasa Marga (Persero),
Yang bersangkutan.

MNE TIA/RUJrupk

& Rl

5
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NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO)

:190/KPTS/2006
TANGGAL : 23 Nopember 2006

SUSUNAN TIM INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

Muhamad Said Didu

Mahmuddin Yasin

Harry Susetyo Nugroho

Sumaryanto Widayatin

Okke Merlina

Reynaldi Hermansjah

Abdul Hadi Hs

Sarwono Oetomo

Achmad Purwono

PT JASA MARGA (PERSERO)

.::.‘r AT, T
Direktur Utama
PT Jasa Marga (Persero)

Sekretaris Kementrian
Negara BUMN

Deputi Menteri Negara
BUMN Bidang
Restrukturisasi dan
Privatisasi

Deputi Menteri Negara
BUMN Bidang Usaha
Logistik dan Pariwisata

Komisaris
PT Jasa Marga (Persero)

Sekretaris Perusahaan
PT Jasa Marga (Persero)

Direktur Keuangan
PT Jasa Marga (Perseo)

Direktur
Pengembangan dan Niaga
PT Jasa Marga (Persero)

Direktur Operasi
PT Jasa Marga (Persero)

Direktur
Sumber Daya Manusia
PT Jasa Marga (Persero)

D ALAME TIM 52

$as

4Ketua Merangkap
Anggota

wakil Ketua
Merangkap Anggota

Wakil Ketua
Merangkap Anggota

Wakil Ketua
Merangkap Anggota

Wakil Ketua
Merangkap Anggota

Sekretaris
Merangkap Anggota

Ketua Tim Kerja.
Merangkap Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

O
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10

11

12

Reynaldi Hermansjah

Antonius

Dwijanti Tjanjaningsih

Pontas Tambunan

Herman Hidayat

Muh Najib Fauzan

Rina Moreta

Didih Hernawan

Anang Sundana
Sonatha Halim Yusuf

Parlindungan Situmorang

Edy Cahyono

Direktur Keuangan
PT Jasa Marga

Asisten Deputi Urusan
Restrukturisasi |

Asisten Deputi Urusan
Restrukturisasi dan
Privatisasi Il

Asisten Deputi Urusan
Usaha Prasarana Angkutan

Kepatla Biro Hukum
Kementerian
Negara BUMN

Kepala Biro Perencanaan
Perusahaan
PT Jasa Marga (Persero)

Kepala Bidang
Restrukturisasi dan
Privatisasi Usaha Logistik
dan Pariwisata

Kepala Bidang
Restrukturisasi dan
Privatisasi Usaha
Perbankan dan Jasa
Keuangan

Kepala Bidang Usaha
Prasarana Angkutan |

Kepala Bidang Usaha
Prasarana Angkutan Il

Kepala Bagian
Pelayanan Hukum

Kepala Sub Bidang
Perencanaan
Restrukturisasi dan
Privatisasi Usaha Logistik
dan Pariwisata

Ketua Merangkap
Anggota

Wakil Ketua
Merangkap
Anggota

Wakil Ketua
Merangkap Anggota

Wakil Ketua
Merangkap Anggota

Wwakil Ketua
Merangkap Anggota

Sekretaris
Merangkap Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008




% KEDUDUKAN3
"DALAM TIMIESE

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M. Khoerur Roznqm

Setyo Puji Hartono

Ronny Haryanto.

Tolu Ismed Arier

Handono
Septerianto Sanaf
Dedi Krisnariawan

Pudji Krisnamurti

Adik Supriatno

Erwin Ruswinartiek

Kasubld Perencanaan
Restrukturisasi dan
Privatisasi Usaha
Perbankan dan Jasa
Keuangan

Kasubid Tata Kelola dan
Manajemen Resiko

Kepala Biro Keuangan
dan Akuntansi
PT Jasa Marga (Persero)

Kepala Biro Hukum
PT Jasa Marga (Persero)

Kepala Biro Manajemen
Sumber Daya Manusia
PT Jasa Marga (Persero)

Kepala Divisi
Manajemen Operasi
PT Jasa Marga (Persero)

Kepala Divisi
Pengembangan Jalan Tol
PT Jasa Marga (Persero)

Staf Utama Biro Hukum
PT Jasa Marga (Persero)

Kepala Bagian Akuntansi
Keuangan Biro
Keuangan dan Akuntansi
PT Jasa Marga (Persero)

Kepala Bagian Akuntans:
Manajemen Biro
Keuangan dan Akuntans:
PT Jasa Marga (Persercj

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

MNF/TIA/PUJ/upk

H#BEA
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ir. FRANS S. SUNITO

Direktur Utama

T
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JASAMARGA

Indonesia Highway Corporation

PTrJASA MARGA (PERSEROQ)

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550 - Indocesia
Tel +6221 841 3526 841 3630 - Fax +6221 840 1533, 841 35840
Jasmas(@]asamarga com - www [35amarga com

No. agenda

?J/Z a.

No. surat

S = STRL SRR

Tgl. surat

Sl oF—

Hal :,/)""’/g"’/Q/W '5‘7’4

;’ /{4 &

/ééﬁm :

i

Asal surat [5‘7’"

Ditujukan

Disposisi Kepada :

[ Direktur

(J Ka. Biro/Divisi/Uni¢/Komite/Satuan/Sekper -

(J ka. Caban~/Pimpro

Untuk di -

[ Ketahui dan file

[OJ Proses selesai

[ Teliti dan pendapat

[] Buatkan resume

[[] Edarkan

(] Sesuai disposisi

{1 Bicarakan dengan saya

(3 Bicarakan dengan :

cuy - (L

DISPOSISI DIREKSI

"JRAHASIA
COPENTING
(JSEGERA
COBlASA

Tanggal penerimaan

(L * o> !

kode / Klasifikasi

( - B

IncCeks

L J

S

e e WA

isi lnstruksu / Informasn

ASC o AN

——

Dasar hukum...,

_//V/W/Q s J’/'/n/-:u//’n/ 2 GN

Do BDAIIN S 77AN 72N

(YA TT
3
7
N ]
el |
|.',¢-'_,' :
/ /,-’
! ’
Py ’I\E"“/’#‘// %
(% (

Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIM INDUNESIA
LADAN FENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMEA2GA KEUANGAN

Gedung Baru Lantai-3-8

DLepastemen Keuangan R.i. Telepon (021) 3852901

Jalan Lzpangan Banteng Timur 1-4

Jakaria 10710 Favsinuh 1321, 3857617
g —_— -
Nomor . §-559£B112007 / Nopember 2007
Sifat : Biasa
Lampiran  : - -
Hal : Pemberitahuan Efektifnva Pernyataan Pendaftarasn

Kepada Yth. :

Dircksi PT Jasa Marg: (T .rsero) Thk.
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13350

Derkenaan dengan Pernvataan Pendafiaran Saudara vapg disampailian melalui surat
Nomor: AA.KU02.1512 tanggal 21 Septembér 2007 perihal Surat Pengartar untuk Pernyataan
Pendafiaran dalam rangka Penawaran Umum PT Jasa Marga (Perserc) Tok., serta perubahan
dan atau tambahan infor.aasi atas Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan melalui
surat Nomor: EA.KU02.1681 tanggal 29 Oktober 2007, dan setelah lilakukan penelaahan lebih
lanjut, kami tidak mer:erlukan informasi tambahan dan tidak mempuniai te rggapan letih
lanjut dan Fernyataan Pendafiaran tersebut menjadi efekuf. .

Pernvataan efekiif ini bukan merupakan persetujuar. Badar Pengav os ifasar Medai dan
Lembaga Keuangan atas kecukupan atau kebenaran Kelerangan ya,i® tercantum dalam
Perny:iaan Pendaftaran atau dckumen lampirannya atau menyetujul, mengesazhkan atau
meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek vang diajukan dalam Perrvataan
Pendaftaran tersevbut di atas.

Dengan Efektifnya Per:.vataan Pendaftaran ini, maka Perusohaan wvejib tund .k pada
peraturan Pasar Modal yang berlaku.

B
o \\
Y g\*EUANG»:E?\ Ketua
. %
7E :
S8 -
& /

/ (A GC/\-
13 X

N3 9/;;—\. Fuad Rahmany
N &4 NIP 660003038

\‘l?::?" epa B ‘-‘—ib///
Tembusan : Tme !

vienter; Keuangan Republik Indonesia

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Rl

Sekretaris Bapepam-LK

Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam-LK

Direksi PT Bahana Securities (PPEE) .

Direksi PT Danareksa Sekuritas (PPEE) '
Direksi PT Mandiri Sekuritas (PPEE)

Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM)

N OV B L) —

] i
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RISALAH RAPAT

PEMBAHASAN HASIL BOOKBUILDING DAN PENGAJUAN USULAN HARGA

IPO PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

Hari/Tanggal
Tempat

Jumat / 26 Oktober 2007

Ruang Rapat PT Angkasa Pura il
Kantor Pusat Gedung 600
Bandara Soekarno Hatta Lt. 6
Jzkarta

LRI S SRV P _ mmneowlwd L
S ) A .1 Mahmuddin Yasin___ _—
- . | hNewYork - _ |
I'PT Jasa Masa (Persero) Tok | lakarta “Abdul Hadi H D .
_ “$hmad Purwono o, A2
vO . %
o | Achmad Svahroza, o1

New York

I Frans >. sunito_»

Piossad U8 aan
.

} Muh. Naiib Fauzan =

P' =l }c';';_rilicra v !i" N ) ___.,"rl'é——
I 2 P
) < R ¥~
—— ] .. ww .
L  _ I New York | Tto Warsito o -
S
PT Danareksa Sekuritas | Jakana | Sebastian Sharp - &
_ . ) o B b el . ra
- - - - v
New York _
PT Mandiri Sekuritas | New yark _'

l
Cred*t Suisse " Jakara ! Rizal Gozah i - t
| Darwin ~ 0
P | MelizaMusa [ \L—C
| i N—
UBS Jakarta Jonathan Chang
Agung Prabowo 3¢
A
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DAFTAR HADIR RAPAT

PRICING SAHAM PT JASA MARGA (i ERSERO)
HARVTARNGCGAL : JUM'AT , 26 OKTOZER 2007
TEMPAT : KANTOR PUSAT PT ANGKASA PURA II. R.R.WIJAYA KUSUMA

No. NAMA INSTANSI/JABATAN TANDA TANGAN

1 |Andi Sidhorlg Bokung  Secunher 1 e A

P A e R Yaca i | e ——a
5 i L Jas ety s M T N
£ 1 tn R s | lider " 5 W
7 | /o1 i K- RBltny i A =\

8 | Anerl ug K- Bleany R s X

o | oo Toeew Ko Mandid Sekudtns e WX

10 | Agnay Bilovr urs y 0 %

11 Meliza Muga Cradit Jzce 11(\'\&3’\

12 | Hert fnnaego B T my = 12 A

13 ;4 o tke Mk Palvrnn 13 DT

14 | Ao ol P Kemchw By 14 cﬁ_:

15 | s oo s s (st AL e X T e
16 | BHARwN Yaoea ol ckeor fviece ' o .7;.'._",-‘_;_
17 KA Govd . cs : gy . .
18 [1eo litwsa o VerrarSine Vo s 7

19 L e — 9 iy

20 |[SOP Y drsc Ileyen, [Sumay v 20 AN
21 |00 Mompvn s, Ko BUM N 21 gt
22 | €Y% Cativpn. i . UWMN b 22 V

23 ' ' 23 -

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 ‘
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32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 463
44 44
45 \ 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 20
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 ' 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
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PT Jasa Marga (Persero) Tbk

—
l 1
1
o
FR. < :..,.:gg.-. Rbsnzici 1y PR -
Mengetahui,

7¢ Kementerian Negar2 Badan Usaha M ‘lik Negara:),

Mahmuddin Yisin
Deputi Menteri BUMN Bidang
Restrukterisasi dan Privatisasi
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PT Jasa Marga (Persero) Tok:

Frans S. Sunito
Direktur Utama

Mengelahui

75 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;

Mah:nuddil; Y-asi-n )
Deputi Menteri BUMN Bidang
Restrukturisasi dan Privatisasi
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SRR T SRR A § [

Naornor T S. 422°ME301

Sitae - Rzhesia
lampiran -
ila) : Penuajukian Konsutan Huwn Interasional

IPG PT Jusu Mooz« Perserd)

Kepada Y.,

Direksi PT Jusi dMares (Persered
Di-

Jakarteta

- . . . P o vl O
Sehudbungar deagsn - ww Saudara Nemor: AAKULO3.232 .%53' 12 Jop 2007
periaal Husil Se it Culen

dan  surat Nomor: AA T 533 tanggal 19 Just 2007 isil Selek
Konsuitan Hukum Internasiongl PO PT Jusu ASHTHH {(Peracro). berzanty ini kami
sampaikan hal-hal sebanas berik g

. Unruk keperluan {PQ 1’1 J:sa Marga Porsero). Kami
Slate. Dzagher & Flom LLF s:bugar Kensult:« ilukum Intzirasional da!
1PQ tessebut.

Pdk.a Inteyritas tertangeal 12 Juni 2007 sebagaimana tehih Saudara samigaiian kepada

« tic ak terpisahkan i surat oenctapan ",
Kementertan Negara DUIMN ¢
urtul

mercicphan Sk ddwn. Ao,
0 ra.gka

(08}

Kimi merupakan bagian yune

3. Selanjutnya Saudara agur dorkoordinasi denger
Deputi Menteri Newam I» UMN Bidang Restrukiurisasi  dun Privatisisi
melakikan Jangkah-langhah per:iapan dalam ranzke: 10O T Jasa Margy (Persero)

Demikian disaripaikan, aius perhatian Saudi  Jiucapkan term hasib,

MENTER! NEGARA

JlAa MILIK NECTWRA

Tembusin Yth,:

1. Sckretaris Kemenierizn Nezara BUMN;

2. Deputi Bidang Usuha Lozist:k din Pariwisata;
3. " Deputi Bidana R=strukiurisasi dan Privatisasi;
4. Komisaris PT Jasa Marga 1 Perscoo).

K DAY 300, 2007
s-hukum-intl doc

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



Nomor
Lavyaran
Ferihal

. [
AA KO 1576 Sentambor 2007

lLingkup Penugasan sebagai Cire Adminivtie -« Hink
~2

Wih
Cirehsi PT Raya Soham Regisiie
Hlaza Sentral Lt 2 Jalan Jenderas €

.
- it
Jakarta

AN A

Saehubungan cdencan Pelaksanaan
4

Liarga (Persero) berdaserkan pags
© Swrel Menieri Megara BULN Mlirme o FLlla

Aiat . i sty . ; I.,';:." ] “{\I
shi e fe e b EERE RTINSO IR I .

- . - : . e - e PR . T W L A EAR ]
Perihal Fenunjukan LembagaiFicie i i neang WO F7 besy 1 Freseniel,

. o - 0 . . . e . o - bl
Surzl Direksy P Jasa I‘\»“-E:rga S SE LI T TS TR SRS | B L A [ 14 L ] h A
2007, Perihal Sural

Percherizhuon Haonctynn Doaen g Bt
Administrasi Efel, .
% Sural Direksi FT Jasa Marga (Peisera) Nomar @ AA Had: 67 tmagat 16 Apil
7007. Periha! Sural Perinlgh hitlal Vera (Motice o Dreceed)
1

Berita Acara Konfirmasi Biava paca langgai 27 November 2003

Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Eiro Adminisirasi Bk b N !\WFY!"-.-}Q“E"-Jam"“!
Pelaksanaan. A et s
Zersama ini kami konfirmasikan bahwa lingkup penugasan PT Tapr Sahat I:‘?g,l;ua
ccoayal Biro  Administrasi  efek gaiam rangka PC P Jdaca lvl?{fgf’:l-"‘"“Cduup
sGminiztrasi saham  pasar perdana dan adminislrasi saham  pasar SERUNGT ampal
dengan 12 (dua belas) Lulan seteigh lisiing.

Senukaan kKaid

. R TR S T (gl R
sampaian, atas  pEnching oan [.;.’3;|;|j;,(;“._1,‘y,i ST R LR
v asih,

Dirg-5n

“ B = [

. Ny

I FRANS S, SuNt PO ‘L
Direkiur Utarna //-—'

PT JASA NARGA (P RSERO)

Chob Bmnany B0 apnclowneg beaed o)

Catg 5N
Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008 ) ‘
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NCTA - DINAS

Nomor CTKLIPOLDS0/IX/ 2007 St ey N
Lampiran

Yih. - Direktur Utamz  mgiat Drsrtar Mauango:

Dan o Sekretaris Tim PO

Perihal : Lingkup Penugasan roiagai Biro Acminc trani Elod

Sehubungan dengan Pelaksaneen Bar-ngds Lamhoant ooioon Sognen e 4

Jasa \fa:gas (Persero) berdacerkan ootis

1 Sural Menteri Negara BURN omor S-184/MELEIO07 taaegnl 2000 Bliees
2507 Peiihal Penunjukan Lembagz/Profest Pemmicng PO P
(Persero);

Jova Mosaa

)

Apri ' 2007, Perihal Surat Pemberitaht an Penelapan Pemenang sebags’ Biro
Administrazi Efel; '

D

Surat Direksi PT Jesa Marga (Persera) Nomcr D AAHIKO1.874
2007, Perihal Surat Perintah Mulsi Kerja (Neotice 10 Proceed)

Berita Acura Konfirmasi Bieya paca anggai 27 November 2008,

Kerangka Acucn Kerja Pekerjean Biro Acmiustrasi Eiek  buts
Jadual Pelaksanaar.

langgal 16 Apry

Vooonnaet e S

Bersanic- ini kani sampaikan konsep jaci Surgl Dheksi hopnin 2T Raya Subam
yang mengkonfirmasikan bahwa ;ingkup ;;,-:%."W:C;DS.&-:I‘IH)H (RETRIAT IR IR NIY: adhimmnsir s
saham pasar perc¢ana dan adminisirasi ssham »asar schundzr <ampin dena i ° 0

(dua belas) bulan setelah listing.
Demikian kami sampaikan atas perhatannya cdr.capkan iamna Mool

Sebrctars Tuyn IR0

\\ //.'/‘, /
fA1h Nr.‘:,il\ }_/.'III,"H]

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



NOTA - DINAS

Homor L 110250/ 1X/2007 S Gepterher 007
I ampiran '

Vih. - Dhwreklur Ulama melalii Cireldur Kevioics

[Yarn - Soekewaris Tim 1PO

Perihal . Lingkup Penugasan sebagai Bire Adisiy i ok
Tehubungan dengan Pelaksanaan Pelerjgan Lesibogat . i 0o v P
Jasa Marga (Persero) berdasarkan pada

1. Swat Menten Negara BUMN Nomor:  S-144a60 0 67 fanq:sd 0L B!

2007 Perihal Penunjukan  Lembaga/Profesi  Fenunjoan 0 10 Jans binga
(Persero), _

2 Swal Dircksi PT Jasa Marga (Persera) Homo it S LAY nngal s
Aprit 2007, [Perihal  Surat Pemberitahuan Pensiepzr  toncnang sehnoi Fire
Administtasi & ek, .

o Suratl Dicksi PT dasa Marga (Fersero)  MNaraor @ A4 T8 &7 TR RN S
“007, Peribial Surat Perintah Mulai Kerja (Nolice (e | oemeedy

4 Berita Acva Konfirmasi Biaya pada tanggal 27 tdovender 206G

“ Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Biro  Adminiastraz) il buin 50 otig e
Jadual Pelaksanaan.

Bersama it kami sanmpaikan konsep jadi Sural RIS '*("""'("“__ A !“’:"y,‘: ||‘1'<m\
yang mengkoinfirmasikan  bahwa \\l\(ﬂ((lp POTUAS NN !:l':.!lr.;'|||.!'g‘-.' ‘(ll(_.}””-l:.‘-{ .}];
saham pasar perdana dan administrasi sahamy (KIS0 sk antEn S GEnLEN
(dua belas) bulan selc'ah listing.

. N 1 N 1 ey . e ,-_-v"‘.
Denukion hami sampaikan atas perhatiannya dwicapkon tevime kass

Selgetas g 1RO
7/ Ve

P e il e t
- — ) .
) .7 ’ Il/;’k}'.l [‘/,/'

L///t’/

Lvh, Naiib }7;‘1'17_a|'|

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008
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FORMULIR SUR'AT PENGANTAR FROT Al VIIAY A

""'1
~';‘ :"c

dekaial 13 Novembar 2008

Kepada:

Tim IPO PT. Jasa Marga (Mersero)
Sekretariat Tim 1PO PT. Jasa Marg: .i-cisci e
Kantor Pusat PT. Jasa Marga (Perss".:

Plaza Tol Taman Mini Indonesia !n<i: '
Jakarta 13550

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menawearkan j:w T UIRO ADMIMISTRASI EFEK
kepada PT. Jasa Marga (Persero), cengan total it il e eebear i G 1.000.000 -
(enam ratus tiga puluh satu juta rupiah)

Selain biaya tersebu., kami juga menyampaikan perkics o biava OFE
Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluhy delapan juta ror.al)

tolai sobesy

Adapun ringkasan dan rincian penawaran biaya adaizh £0 againana erlammic
Kami menyadari bahwa Tim iPO PT .Jasa Marga {(Fcreer  Hdak deril at

urtok menierimea
proposal dimaksud.

Hormat kami,
PT. Raya Saham Registra

”M-ﬂﬂc‘ﬁ‘gl e

Tanda tangan ' .
Nama Lengkap '. Ir. Tan Tei hoei
Jabatan Direktur Utiuma

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



DAF'EAR HADIER DAN KONFI M 1 = BiAY ..
(BIRQ ADMINISTRAST EI't)

llan tangeal : Senine 27 Nopeinhey 00
Jam D 102011 .00

Tempat Nusantara Room

[ot ] Parmanamgn
JL Prasvrjava, Jakarta
2 Preseman Proposal divy - el e
Biro Administrasi Efek @ PTRAYA SATTAN RIS CTRA

Acara

No Nama dahatan Delom Tin Lange Tanan

. TAN T (GE e e |

PljerTeg !

- , : Y . aly, ‘
- LUS’.CM\[ Luepinee PR AT DT LA ..
- S PO SRS ;e

v o q - L.
Vulka B vapuodh ‘ Lo mive o e Lot

Lo NG T & t-’*
| =

L pe—n LJZL..__--._.,._..

5. l
7.
°

KONFIRMASI BIAYA :

.. . R A . Alosverl- apens :
Bersama ini kami mengkonfirmasi usulan biava untuk pekerjaan Simaksed menjadi
Rp ..4.50¢. . ¢r0,

.................

Biava tersebut termasuk/tidak termasuk PPN 10%%.

ke ¢ T
e [ L TP
I ETRIES FERNE R A R URAPENN "
b

— : N S B S FRTA
| presss dfe o B
f TR | l " - R N W e
. EFTN AL S KIRVICVEN L B g e
! N AN I R S f [N
! Ty b e nema jelas

") Pihak y‘m&, diberi kuasa dan memiliki I\L\\cnunp.m
* 7y Nama jclas

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008




JRSAMARCA

ingcore: * H:0hway Corporai-on

Nomor : AA. HK01.574 16 Ll 2007
Lampiran : -
Perihal : Surat Perintah Mulai I{erja (Nctice to Fiocoodd)

Kepada Yth :

7T Reya Saham Registra
(Gedung Flaza Central Lantai, =
J. Jend. Sudirmian Kav, 47-44
Jakarta 12930

Sehubungan dengan Pelaksanaa Pekerjaan Ler ibaga Tinfesi Penunjang 1RO PT
Jasa Marga (Perse.0), berdasarkan Surz! Mentleri hagara BUMN Nomor :S-
144/MLUj2007 tanggal 22 Maret 2007 perihal Penunjukikan  Lembaga/Profesi
Penunjang IPC PT Jasa Marga (Persero), dan Pemberilahuan Penetapan
Pemenang sebagai Biro Administrasi Efek ¢ :suai surat NMNoemos:TK-iPO-
61/IVI2007 tanggal 4 April 2007.

Bersama ini kami memerintahkan kepada Soidors  antGk seonra marmolai
pelaksanaan pekerjaan dimaksud sambil menunggu proses penandaiaaganan
kontrak. )

Demikian kami sampaikan, alas pcrhinatian dar ke ||... e coya ke v aplken ferima
kasih.

dircksi,

o
e !'\"".’" nn ""(" A
: NTH S
\“\g':?’ ~ ......'.:v‘ ""”SJ{\
s T ..z..,.. AT ~:" - /-:.'

I:y
. FIRANS S, SUNITQ ¢4 .
Dircktur Utamn

I'T JIASA MARGA (PLRSERO)
i il Yo Yow ndoneag

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008 ‘ : P oot
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Indcnestz Highway _mp:,,-—-m_n

Nomor . TK-IPO-6"11Vv/2007 + April 2007
lLampiran = - ) .
Perihal - Pemberitahuan Penctapan Pemen:an::

Sebagai Biro Adnmiinistrasi Efek

Kepada Yth

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Central Lantai. 2
JI. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930

Sehiubungan dergan Preses Pengadaan Lembaga't i leai Penonjany i P T Jasa
Marga (Persero) dan sesuai dengan hasil evaluasi #Fhir yong telah dil-kkan oieh
lm IPO PT Jasa Marga (Persero) serla berdasarkan Sual flenter Neaa:a EUMN
Nemor  :S-144/MBU/2007  tanggal 22 Marel 2007 peribal - Fenunjekkan
lLembaga/Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga {Persara), bersama in kami
sampaikan hahwa Saudara ditetapkan sebagai Perenang unt Xk melaksaaakan
pekerjaan -sebagai Biro Administrasi Efek dalam inagka (PO PT Jaa Ve
(Persero) dengan biava sebesar Rp. 79.500.000,00 (ufueli p200):sh asemhilrn feia
lima ratus ribu ropiah), belum tennasuk PPN 0% - an ox 2 af 7ok oo e
()

s fEnge

oledey

Scelamutnya  akan  segera  dilakukan  penandalinannm  Henuni
Koordinasi | (Kick off Meating) denaan jadwal yana of an ditelaphon cinhan i

doekal.

Demikian kami sampaikan. atas peahalion dan keijo: sinapys kane g pran ieam

loicah

! Foens b0
o RTRRERK
o\
-t , \ .
AU T )

fpvnaldilHermansinh

Ty -
Wil

S RAALCLN T Y

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



7 JitSAFRRR R

Indonesis Highway Corparaten

~

Nomor ;. TK-IPO-61/IV/2007

4 /il 2007
Lampiran @ - . R
Perihal - Pemberitahuan Penetapan Pemenang

Sebagai Biro Administrasi Efek

Kepada Yth:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Central Lantai. 2
JI. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12920

2ehubungan dengan Proses Fengadaan Lembage b o Fonunjang 0 FT Jase
Marga {Persero) dan sesuai dengan hasil evaluasi aklur yang tetah diai --an oleh
Tim IPO PT Jasa Marga (Persero) serla berdasark.an Surel Menteri IHeg sra BUMN
Nomor  :S-144/MBU/2007 tanggal 22 Maret 2007 perihal  Penunju<kan
Lembaga/Profesi Penunjang PO PT Jasa Marga (Persero), barsema ni kam,
sampaikan bahwa Saudara ditetapkan sebagai Pemecnang unitk maizkegnakan
pekeriaan sebagai Biro Administrasi Efek dalam tangka (PO PT Jac: tharga
(Persero) dengan biaya sebesar Rp. 79.500.000.00 (fwiuh peleh samaciian juia

linsa ratus ribu rupiah), velum termasuk PPN 104 dan Syl of Pockai pensas
(OPE).

Selanjulnya akan segera dilakukan penandaianganan Koatrak ™ o Rapat
Koordinasi | (Kick off Meeting) dengan jadwal yang akan ditetapkan daiar: waklu
dekat. -

Demikian kami sampaikan, atas perhatian ¢an kenosamanya kemi ucaplon 8nina
kasih. ‘

Ty Koerpa e
I;! "“S':‘ [\/1;"”'(‘-7.':‘ ({ Yeope ,\!r_:"

b . (

I A
' i A i
Pevnaldl Meomaneads

NEAIH
(

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



Nom(n oS- 4 HINMBLE200T : AU ST OfiE

\l.

at Rcl'lc.f-:a

Lampiren -

-1zl

Pononpibarn Lensd oo b
PO FT dass Lieige i o

Ve podo Vin

Cirehei T e Marge (Feroed

r.;

[ '

Ja

| RPN O

Sehhungan aengan sl Soatima NemGr 28 ke 178 linogal 50 Mo el 7008 st
C

Loporan Hool Selehsi Calon Lembansisicad Pencidane o i T Jase Mesga ibeiates dan Nein

AL

KUC1.CZ tenggal 15 Jenuari 2007 ncrihal Tindak Lasiut Frecentasi RKAP tahan 2007 Lersama i

kami sampaikan hal-hal sebagat e

1.

Tembusan Yih:

Ualuk heperluan 1PO PT Jasa WMaise (Ferserc). ham awnetapkan lembaga'profzsi pe nunia”
sebagai berikul,

a  PT Asian Appeacat InGenesa cobarai Forve slun e T opihal

b. Purtaningsih Adi W sebagai Notaris:

c. P7 Rava Salham Reqm.rr sebagni Firo Adminichme L i

d  Sumayono dan Rekan schagat Konsultan Hubom:

e. PT kicdia Komunika Kila sebagai Public Relation:

. P1 CUMB-GK Sckuritas sebagai Konsullan Keuargan; 4 "

Selanjulnya kami mmia agar Saudara segera: berPocndm(ls. “dengan lembagalprofesi nerunjang
terse’;ul di atas dan Kementerian BUMN dalam pelal\sc-naan IF‘O PT Jasa Marga (Persero).

Dénikian disampaikan, atas puhalu(n Saudarz diucapkan lerima kasih.

MENTLERI NFGARA
BADAN USAHA MILIS NEGA LA

v g

\l'CJH ARTO

1. Sekrelaris Menleri Negara dadan Usahia Milik Negara:

2. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi:

3. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwis.ala

4. Komisans PT Jasa Marga (Perscio)

K O B2 ab? .

)

!

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008 :




IKHTISAR POKOK KEUANGAN

FINANCIAL RIGHLIGHTS
n million Rups 2003 2002 2001 2000 1999 |
(Unaudded)

INCOME STATEMENT

For the year ended on December 31

Toll Revenues 1.273.496 | 1.013.564 918.478 846.013 738 908

Operaling Revenues 1.356.263 | 4 070.653 928.491 853.216 744 213

Operaling Expenses 953.906 826.169 674.164 565.579 491 462

Operaling Income 402.357 244 483 254327 287 637 252 .50

Other Income (Charges)-Net (42.567)|  (39.178) (45.382) (87.274) (50.154)

Profit Before Tax 359.790 205.305 208.945 200363 202 656

Income Tax 108.564 56.862 51230 51.182 4B 845

Net Income 251.226 148.416 157.715 149,181 183 711

Shares Outstanding (in thousands of shares) 1.000 1.000 1 000 1 000 1.00C

Earning per Share (in thousands Rups) .25 148 158 49 - 54

BALANCE SHEET

2s of 31 December

Total Asser 5.989.234 4.865.897 2 856'535] 3855723 3 099.858

Fixed Assets (NBV) 4301615 21297562 | 3126661 | 3063261 | 2402728

Toa! Lizbilities 4273828 | 33n4480| 2364716 | 2395792 | 1705 366

Stockholder's Equity 1.7°5406 | 1561417 | 1491.819 | 1459921 | 1 294 492

OPERATING RATIOS (%

Operating Income to Toll Revenues 31.59% 24.12% 27.69% 34.00% 34.22%

Operating in -ome lo Stockholder's Equity 23,46%| 15.66% 17 05% 19.70% 18.13%

Operating Incorae to Total Assels 6.72% 5,02% 6.89% 7.40% 8.16%

Nel Profit Margin 19.73% 14.64% 17.,17% 17.63% 20.80%

Return on Equity 14,65% 9.51% 10.57% 10.22°% 11.02%

Relurn on Assets 4.19% 3,05% 4,09% 3.87% 4 .95%

FINANCIAL RATIOS (%)

Carrent Rato 151.36% 163,50% 7 8" 141 2¢:"% 127 A2%

Sebt 1o Equily Rato 24914%| 211.63% 150 .51% 164, 10% 122.29%

Total Liabilities lo Tolal assets 71.36% 67.91% £1.32% 62.14% 55.01%
— l

* /4 } *

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



JADWAL TENTATIVE IPO PT JASA MARGA (PERSERO)

2004

Keterangan

!

Jan | Feb [ Mar [ Apr Mel |

Jun [ Jul JAgus

Sep

Okt

Nop

— 1 )

L
'Pe.suapan IPO

Persetujuan privatisasi dari Mented BUMN

2 |Penetapan Lembaga dan Profesi Penunjang

<

| 3 |Penyelesalan Masalah Internal
|Penyelésaian Masalah Eksternal

IPPnyelésaiéﬁ'audit laporan keuangan per 30 Juni 2004

[

Pelaksanaan IPO

] Perubahan Status Perseroan Menjadi TBK

|

{
) 11 |RUPS - LB
T

[ - Persetujuan Peningkatan Modal Disetor

Pemyataan Pendaftaran Efeklif dari Bapepam

Dana Masuk

2

3 {Masa Penawaran

4

S |Pencatatan di BEJ/BES

Dasar hukum...,

Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



PT JASA MIARGA (FERSERO)
{INDONESIA HIGHWAY CORPORATION)

PLAZA TOL TAMAN MINI INDONESIA INDAH, JAKARTA 13230, KOTAK POS 4354 JAKARTA 12043
TELEPOM (021) 413526, 8413630 FAKSIMILE (021) 8413540

Nomor : AA KU02.165 20 Februari 2004
Lampiran : 2(dua)
Perihal :  Permohonan ijin penawaran umum saham (IPO)

PT Jasa Marga (Persero)

Yang terhormat

Menteri Badan Usaha Milik Negara
Gedung Baru Departemen Keuangan Lt. 2
Jin. Dr. Wahidin Raya No. 2

Jakarta Pusat

Sehubungan dengan rencana percepatan pembangunan proyek-proyek jalan tol baiu
dan memperhatikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham atas penjasahan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Jasa Marga {Perserc) Tahun 2004 pada
tonggal 27 Januari 2004, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana Bapak maklum, Merueri Permukiman dan Prasarana Wil2aysh daiam
suratnya No. JjL.01.03-vin/74 tanggal 15 Januari 2004 telah menugaskan kepada
PT Jasa Marga {Perszro) untuk melanjutkan pembangunan jaian tol Cikampek -
Padslarang Tahap !l Seksi Purwakarta Utara -- Padzlcrang, sepaang + <40 km,
yang harus diselesaikan sebelum bulan Mei 2005 dalam rangka menyambut Ulang
Tahun ke 50 Konferensi Asia Afrika di Bandung.

Disamping itu, pembangunan Proyek JORR Tahep Il, meliputi Setsi E1, E” dan E3
serta Seksi W2 Utara dan W1, sepanjang * 39 km, saat ini sedang dalam
pelaksanaan dengan target seluruhnya selesai diperkirakan akhir tahun 2005.

Kedua proyek prioritas tersebut mempunyai kelayakan yang baik dan memerlukan
tambahan pembiayaan sebesar + Rp 3 Triliun yang harus cisediakan oleh PT Josa

Marga (Persero) baik melalui sumber dana pinjaman maupun sumber dana lainnya
termasuk ekuitas.

2. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada butir 1 diatas PT Jasa Marga (Fersero)

akan menambah penarikan pinjaman investasi dalam jumlah yang cukup besar,
sehingga bila tidak diikuti dengan peningkatan ekuitas akan mengganggu struktur
keuangan yang sehat sebagaimana tercermin dalam rasio hutang terhadap modal
tidak meledini 3 | 1 (Syarat covenant yang dianggap layak di pasar modal saat ini).
Sehubungan dengan itu, kami menyampaikan permohonan ijin untuk me-lakukan
penawaran umum saham (IPO) dengan cara penerbitan saham baru yang anan
dijual melalui pasar modal. Hal ini telah memperoleh dukungan da'arn Rapat
Umum Pemegang Saham tanggal 27 Januari 2004 atas pengesahan RKAP Tahun
2004.
Usulan pelaksanaan IPO dengan mendahulukan penerbitan sahan: baru
didasarkan kepada evaluasi bahwa nilai saham PT Jasa Marga (Persero) datam
tahun 2006 — 2007 akan lebih baik mengingat proyek-proyek jalan tol baru telah
dioperasikan. Oleh karena itu penjualan saham milik Pemerintah (divestasi) pada
tahun berikutnya akan memberikan keuntungan yang lebih besar lagi

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



Perlu kami kemukakan bahwa :

a). Penjue'an szham baru ke masyarakat direncanakan berkisar 25 — 30%
sehingga akan menyebabkan berkurangnya porsi pemilikan saham oleh
Pemerintah (dilusi).

b). Hasil penjualan saham baru sepenuhnya akan digunakan untuk mendanai
pembangunan proyek-proyek jalan tol baru, khususnya yang dianggap
prioritas.

c). Penawaran umum saham (IPO) akan dilakukan sekitar bulan November 2004

dengan pertimbangan saat itu pasar dalam kondisi prosoektif setelah
terbentuknya Pemerintah yang baru.

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas kami mohonkan agar PT Jasa Marga
(Persero) dimasukkan dalam agenda privatisasi BUMN tahun 2004 sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan, termasuk pembahasan dan penyelesaian masalah-
masalah strategis antara lain yang berkaitan dengan regulasi.

Bersama surat ini kami sertakan pula : .

Lampiran | :  Ikhtisar Pokok Keuangan Tahun buku 1292 — 2003

Lampiran |l : Jadwal Tentative IPO

Demikianiah kami mohon persetujuan Bapix dan atas perhatian Bapak Mlenteri kami
ucapkan terima kasih.

Direksi,

Py
Pl ;?/&1/”
Ir. Syarifuddin Alambai, M7

q Direktur Utama 7

’/\\

lembusan Yth.

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah ; .
Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Perbankan, Jasa Keuangan, Konstruksi dan
Jasa lainnya ; '

Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;

Asisten Deputi Urusan Jasa Konstruksi;

Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero)

2JC/S T;)/MNF/A DK/nu
~IF

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



Nomor  : S-262MBU/2006 39 Juni 2006

Sifat  ~  : Rahasia
Lampiran : -
Hal - Persetujuan [nitial Public Offering (IPO) PT Jasa Marga (Persero)

Yth. Direksi PT Jasa Marga (Persero)
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor AA.PR01.50 tanggal 18
perihal Laporan Persiapan IPO ¢T Jasa Marga (Persaro), serta memperhatikan surat
Dewzn Komisaris Nomor 21/DKIJM/II/2006 tanggal 24 -Pcbruari 2006  perihal

rekomendasi Dewan Komisaris PT IM atas rencana IPG PT JM, dapat disampaikan hal -
hal sebagai berikut :

Januari 2006

Pada prinsipnya kami dapat nienyetujui ustlen Sandara untuk mel kukan penjualan
saham PT Jasa Marga ({ersero) melalui panervitan saham “aru sevesar maksinal
35% datam rai.zka memoerkuat struktur permodalan perusahaan. Peiaksanaan dan
tala cara penjualan sal.m tersebut harus m- nperhatikan peraiuran perindang-
urdangen yang berlaku. .

129

Selanjutnya Saudara agar berkoordinasi dengan Deputi Menteri Negara BUMN
Bidang Restrukturisasi dan Privaiiza~i dan Depuii Menteri Negara BUMN Bidang
Usaha Logistik dan Pariwisata untuk melakukan langkan-iangkah persiapan dalam
rangka penjuaian saham PT jasa Marga (Persero) vang akan dilakukan melalui faitial
Public Offering (1P0).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudar dincapian teiima kasih

.-/":‘.\Ib\' FTERIUNEGARN

SBADASINSAMA MILIK NEGARA
SELAKY RAP \T vu. | PEMEG ANG SAHAM
Ry A

~

Tembusan:
Sekretaris Kementerian Negara BUMN;
Deputi Menteri Negara BUMN Bidakg Restrukturisasi dan Privatisasi;

Deputi Menteri Negara 3UMN Bidaﬁ‘g Usaha Logistik dan Pariwisata; |
Komisaris PT Jasa Marga (Persero).

..b?d!\):—'
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(INDONESIA HIGHWAY CORPORATION)

PLAZA TOL TAMAN MINI INDONESIA INDAH, JAKARTA 13550, KO AK POS 4354 JAKARTA 12043
TELEPON {021) 8413526, 8413630 FAKSIMILE (021) 8413540

Nomor : AA.TROLS0 18 Januari 2006
Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal " ¢ Laporan Persiapan IPO PT Jasa Marga (Persero) ~

Yang Terhormat

Menteri Negar.. Badan Usaha Mi!ik Negara
Gedung Baru Departemen Keuangan It. 3
J1. Dr. Wahidin Raya No. 2

Jakarta Fusat

Dalam rangka mendukung program Pemerintah, PT Jasa Marga (Persero) telah
melaksanakan pembangunan ruas-ruas jalan tol baiu, antara lain jalan tol Cipularing (61
km) yang telah dioperasikan dan jalan tol JORR (51km) yang masih dalam tahap
penyclesaian aKuir. Pembigyaan untuk ruas-ruas jalan tol baru tersebut selain dari dana
pinjaman obligasi juga diperoleh dari sumber duna pcivankan. Tambahan pinjaman
tersebut  teial meningkatkan rasio hutang atas modal (Debt to Equity Ratio/DEiK)
menjadi 4:1dan menuirunkan rasio kemampuaan membayar bunea (Interest Coverage
Ratio/ICR) menjadi 1.4 kali (batas covenani untuk DER sebesar 5:1 dan ICR sebesar
adak kurang dari 1,25 kalh).

Menteri Pekerjaan Umum dalam surat nomor : J1.0103-Mn/207 tanggal 16 Pebruarn 2005

telah menugaskan pul~ kepada PT Jasa Marga (Persero) untuk memulai pembangunan

jalan tol Semarang — Solo (76 km), Gempol — Pasuruan (32 km) dan Bogor Ring Road (8

km) vang harus disciesaikan dalam 5 tahun mendatang. Kebutuhan pendanaan uniuk

Letiea ruas jalon tol tersebut - berkisar Rp 119 wiliun dan mengingat batasan covenant

vang ada saat ini, serty rencana pertumbuhan penudsitican ke depan. diperlukan Lingkah

restrukturisasi keuan an.

Najran strategis yang dilakukan oleh PriceWaterhouseCoopers FAS menyarankan agar

P Jasa Marga (Persero) meningkatkan modal ekuitas untuk memperbaiki struktur

Levangannya dan sebagai alternatif dipilih [PO.

j.angkah-langkah persiapan IPO dapat kami laporkan scbagai berikut

. PT Jasa Marga (Persero) telah menyampaikan usulan PO dalam surat nomor:
AAKUO02.165 tanggal 20 Pebruari 2004 dan nomor : AA.PROI.1622 tanggal 27

Desember 2004, demikian juga tclah dilakukan presentasi mengznai 1PO 'izpada
Bapak Menteri pada tanggal 18 Mei 2005 dan 31 Oktober 2003;

' Terbitnya Undang-undang nomor : 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah memperjelas
peran dan status PT Jasa Marga (Persero) tidak lagi scbagai otorisator sebagaimana
Jiatur dalam Undang-undang sebelumnya, namun saat ini sebagai operator jalan tol

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008
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yang bersaing dengan para operator jalan tol lainnya, termasuk dalam mengikuti
tender ruas-ruas jalan tol baru;

3. Sebagai persiapan awal telah dilakukan kajian strategis olch beberapa konsultan yang
ditunjuk : :

a. Kajian prospek pengembangan jaringan jalan tol dan provzksi lalu lintas oleh
Pacific Consultant International (selesai Nopember 2004); _ _

b. Kajian aspek regulasi dan hukum oleh Makes & Partners Law Firm (sclesai

Pebruari 2005); , . .
c. Kajian Strategic Business Plan oleh PriceWatcrhouseCoopers FAS (direnzanakan

selesai akhir Pebruari 2006).

4. Hal lain yang mendukung pelaksanaan [PO anFara lain :

a. Penetapan masa konsesi bagi ruas-ruas jalan Fol yang telah dan akan dioperasikar?
oleh PT Jasa Marga (Persero) yang saat ni masm dalam proses'oleh Menteri
Pekerjaan Umum (direncanakan selesal Pebruari 2006)'3 . o

b. Audit laporan ':euangz 1 tahun buku 2005 yang saat ml‘sed:;n.g dikerjakan oleh
Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf & Mawar (dircncanakan sclesai Maret 2006).

5. Kami berharap Bapak Menteri selaku pemegang saham dapai n‘.c;n)-'mujui ~rencana
IPO PT Jasa Marga (Persero) agar perusah'ae.m dapat mulai mcmm.Juk para
Lembaga/Profesi Penunjang dan melakukan penjajagan pasar, dengan perUmPangan
apabila pasar membaik diharapkan peluang [PO dapat dimanfaatkan sccara optimal.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan, atas perkenan dan persctujuan Bapak
Menteri kami ucapkan terimakasih. \

Ir. Syarifuddin Alambai, MT
Q Direktur Utama »

Tembusan, Yth :

. Sckretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,

2. Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Perbankan, Jasa Keuangan, Konstruksi,
dan Jasa Lainnya; S

3. Deputi-Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;

4. Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero).

DICVESSagp/stg/mnf

L~
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MENTERI KOORDINATOR BID ANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKON

NOMOR

TANGGAL

: KEP-03/M.EKON/01/2007 :
: 31 JANUARI 2007

- ARAHAN TERHADAP METODE, JENIS, RENTANGAN JUMLAH SAHAM YANG AKAN DIJUAL
DAN TUJUAN PENGGUNAAN DANA TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

| NO PERSEROAN (PERSERO) METODE SAHAM YANG DILEPAS TUJUAN PENGGUNAAN DAMA
l—' 1. [ PT.Jasa Marga (Perscro) IPO/dilusi/ divestasi Maksumal 49 % secara 1. Memperkuat struktur permodalan jasa Marga
: bertahap 2. Pembiayaan investasi, anfara lzin pembanguna:
’ - 3 ruas jalan tol baru yaitu Semarang-Solo,
i Gempol Pasuruan, dan Bogor Ring Road
2. | PT. Bank Negara Indonesia Secondary Offering 1. Maksimal 20 % divestasi - | 1. Meningkatkan striictur permodalan dan lendin
(Persero) Tbk (Dilusi dan Divestasi) dari enlarged capital capacity schingga dapat berpartisipasi lebih
2. Saham Pemerintah tidak aktif dalam mendukung pembiayaan proyek-
boleh kurang dari 51% proyek infrastruktur (dilusi)
3. Maksimal 20 % saham baru | 2. wiemennhi target APBN (divestasi)
‘ 3. | PT. Wijaya Karya (Persero) | IPO/dilusi Maksimal 35 % Pengcmbiingan perusakaan
- | (Penerbitan saham baru) .
i 4. |PT. Permodalan Nasional Strategis Sales /Divestasi | Maksimal 30 % I. Untuk memperkuat permodalan PNM
{ | Madani (Persero) ' 2. Meningkatkan penyaluran kredit untuk
: pembiayaan sekior riil terutama sekior .i.aha
kecil, menengah dan koperasi. .
S. |'PT. Garuda Indonesia <8/Dilusi/ Penerbitan Maks mal 49 % Penyelesaian restrukturisasi hutang dar. -
(Persero) saham baru pengcmbangan usaha -
6. | PT Merpati Nusantara Strategic Sales/Dilusi Maksimal 40 % Penychatan perusahaan dan pengembangan uszha
Airlines (Persero) (Penerbitan saham baru) . ,

Dasar hukum...,
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MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
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NO PERSEROAN (PERSERO) METODE SAHAM YANCG DILEPAS (%) TUJUAN PENGGUNAAN DANA
7. | PT. Industri Soda Indonesia | Strategic sales/ Seluruh saham milik Negara Untuk APBN
(Persero) Divestasi
8. | PT. Industri Gelas (Persero) Strategis Sales/ Divestasi | Scluruh saham milik Negara Untuk APBN
9. | PT. Cambrics Primissima Strategic sales/ Divestasi | Scluruh saham milik Negara | Untuk APBN
(Persero)
10. | PT. Jakarta International OTC (pasar modal) Scluruh saham milik Negara Untuk APBN
Hotel Development (Persero) '
Thk.
11. | PT. Atmindo (Persero) Stratceic Sales Sciuruh saham milik N-gara Untuk APBN
12. | PT. Intirub (Perserc) Strategic Sales Seluruh saham milik Negara Untuk APBN
13. | PT. Prasadha Pamunah Strategic Sales Scluruh saham milik Negara Untuk APBM
Limbah Industri (Persero) |
" 14. | PT. Kertas Blabak (Persero) Strategic Sales Selu.rith saham milik Negara Unthitk APBN
. 15. | PT. Kertas Basuki Rahmat Strategic Sales Seluruh saham milik Neg.ra Untuk APBN
(Persero) 1 _ .
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONO!?
SELAKU
~ KETUA KOMITE PRIVATISAS] PERUSAHAAD
-S'h?nan sesuai dengan asiinya PERSEROAN (PERSERO},
oreitBiro Umum,
ﬁ\ ttd.‘
s . | ‘ ' BOEDIONO
Sar ey aediipto, SH. MIED Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008 '



Menimbang : a. bahwa

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERQ)

NOMOR : KEP-03/M.EKON/01/2007
TENTANG

ARAHAN ATAS FROGRAM TAHUNAN PRIVATISAS] PERUSAHAAN
TERSLROAN (PERSERO) TAHUN 20C7

!\&ENTERI KOORDI!MATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO),

berdasarkan ketentuan Pasai 81 huruf b Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara can Pasal 12 ayat 3 Peratuan Pemerintah Republik
Indonesia Nomer 33 Tahun 2005 Tv atang 'Taia Cara Privatisasi
Per.isahaan Ferseroan (Perserc), Korite Privatisasi Ferusahaan
Persercan (Pers~ro) memberikan arahan atas Progfam Tahunan

Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) yang diajukan oleh
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

pahwa dengan surat Nomor: $-526/MBU/2006 tanggal 14
November 2006 dan Nomor: S-636/MBUN/2006 tanggal 28
Desember 2006, Menteri Negara Bacan Usaha Milik Negara
telah menyampaikan Program Tahunan Privatisasi Perusahaan
Perseroan (Persero) Tahun 2007 kepada Menteri Koordinator

Bidang = Perekonomian -selaku Ketua Komite Privatisasi
Perusahaan Persercan (Persero);

bahwa Rapat Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
pada tanggal 8 Januari 2007 dan 10 Januari 2007 telah

menetapkan arahan Program Privatisasi Perusahaan Perseroan
(Persero) Tahun 2007;
\

d. bahwa ...

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008
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MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
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bahwa sesuai dengan ketentuan P2s2] 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi
Pcrusahaar; Perseroan (Perserc), Menteri Keuang:n dengan
Surat Nomor : 5-45/MK.011/2007, tanggal 31 I~wuari 2007
telch menyampaikan rekomendasi untuk menjadi pedemean
pelaksanaan privatisasi Peruszhaan Perserozn (Persero);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagazimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan
Keputuéan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku
Ketua Komiite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) tentang
Arahan Atas Progrim Ta}unan Privatisasi Perusahaan Ierseros
(Persero) Tahun 2007,

Undang-un.!ang Nomor 1 Tahun 1995 *éntang Perserozn
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indcne§ia Tahun 1995

Nomor 13, Tambahan Lembaran Nczara Republik Indonesia
Nomor 3587);

Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, -

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang I(euaﬁ'gan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulilik Indonesia
Nomer 4286);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2803 ter 'ing Bodan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4297);

Undang-undang Nomo: 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahai: Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);




~1

10.

11.

12.

13.

REPUBLIK INDONESIA
- 3.

Peraturan Pemerintah Republik Itidonesia Nomor 33 Tzhun
2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan
(Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2C05
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4528);

Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2005 Tentang Pendinian, Pengurusan. Pengzwasan dan
Pembubzaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Ir.donesia Tahun 20053 Nomor 117, Tambzhan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4556);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomcr 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Miiik Negara/Dzerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 236 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dexxéan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor $0 Tahun 2006;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 2003
Tentang Unit Organisasi dan Tusas Eselen 1 Kementerian
Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir
denQan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 91
Tahun 2006;

Keputusan Presiden Rerublik indonesia Ncinor 187/M Tahun
2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Fresiden
Nomor 171/M Tahun 2005;

Keputusan Presiden Republik Indonzsia Nomor 20/F Tahun
2005;

Keputusan Presiden Republik Indonesia-Nomor 18 Takun 2006
tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Perscro);

14. Peratura: ...

T
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MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
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-4. -

14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomiar Nomor :
PER-01/M.EKON/06/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerizn Koordinator Bidang Perekonomizn;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOCRDINATCR BIDANG FERLKONOMIAN
SELAKU KETUA KCMITE PRIVATISAE] FERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) TENTANG ARAHAN ATAS TROGRAMNT TAHUNAN
PRIVATISAS! PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TAHUN 2CQ07.

PERTAMA : Perusahaan Perseroan (Persero) yang diprivatisési pada Tzhun
2007 adalah:

PT. Jasa Marga (Persero);

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;

PT. Wijaya Karva (Persero);

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero);

PT. Garuda Indonesia (Persero);

o U A W N

PT. Merpati Nusantara Airlines (Perserc};

~1

PT. Industri Soda Indonesia (Persero);

PT. Industri Gelas (Persero);

PT. Cambrics Primissima (Fersero);

10. PT. Jakarta International Hotel Developmernt (Persere) Thk.,
11. PT. Atmindo (Persero);

12, PT. Intirub (Perserc);

13. I'T. Prasadha Pamuuah Limbah Industri (Fersere):

14. PT. Kertas Blabak (Persero);

15. PT. Kertas Basuki Rahmat (Persero).

KEDUA ...

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FI:| uUl, 2008
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KEDUA . Arahan terhadap metode, jcriiS, dan rentangan jumlah saham yang

akan dijual dalam pelaksanaan privatisasi, serta tujuan penggunaan
dana privatisasi Perusahaan Persercan (Persero) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perskonomian ini. |

KETIGA : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ferekcnomian ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2007
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
SELAKU

KETUA KOMITE PRIVATISASI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO),

ttd.

BOEDIONO

tan sesuai dengan aslinya
’Biro Umum,

rySocthpc SH ,MH.
IP,@GOOB4321b~r

\
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Nomor
Sifat
Derajat
Lamniran
Perihal

: KD.01/ 3406 /DPR RII"007 ' Jakarta, <¢b
: Biasa

: Segera

o~ YIS
W!h?‘ 5o

DEWAN PERWAKILAN RANVYAT REPUBLIXK LI .DCNESIA

D) N

Jalan Jendeial Gatot Subroto - Jakarta 10270 -

Apnl 200/

: Penyampaian Per¢ ztujuan Rencana KEPADA YTH.

Privatisasi PT. Jasa [Marga (Persero)

dan PT. Wijaya Karya (Persero). 1. MENTER! KEUANGAN RI

2. MENTERI NEGARA BUMN RI
JAKARTA

Dengan hormat kami teritehukan bzhwa Repat Pimpinan DER Rl
tanggal 24 April 2007, teleh 4 membicarakan Surzi dari Pimpinan Komisi XI
DPR R! Nomer TU.00/2S4IKCIA. 312007, tangnai 29 IWaret 2007, penhal

Persetujuan Rencana Privatisasi PT. Jasa Marga {Persero) dan PT. Wijaya
Karya (Persero).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Dewan memutuskan untuk
menyampaikan hasil pembahasan Panja Privatisasi dan | N Komisi XI DPR
RI, dan hasil Rapat Intern ¥omisi XI DPR Rl tanggal 28 Maret 2007, yarg
menyetujui rencana privatisasi PT. Jasa Marga (Persaro) dan PT Wijaya
Karya (Persero) dengan ketentuan sehagai berikui :

1. Untuk PT. Jasa Marqa (Persers’ :

a. Privatisasi PT. Jasa Marga (Fersero) cile!'zanakan melalui metode

IPO (Initial Public Offering) yang bersurnber dari pcrérbitan saham
baru maksimal sebesar 30%;

b. Penunjukan underwriter dilaksanakan meialui

- mengikutsertakan underwriter yang bermasaiah:

c. Terkait dengan Spin-Off yang akan dilakukan teithadap anak-anak
perusahaan P7. Jasa Marga (Persero) di masa menda*ang, mengingat
hal ini berkaitan pula dengan aset-aset negara yang akan dijual

maka harus dikonsuitasikan dahulu dengan Komisi X1 DPR Rl untuk
mendapat persetujuan.

tender dan lidak

2. Untuk PT. Wijaya Karya {Persero) :

a. Privatisasi PT. Wijaya Karya (Persero) diiaksanakan melalui metode

IPO (Initial Public Offering) yang bersumber dari penerbitan saham
baru maksimal sebesar 35%;

Pendistribusian sebzgian saham yang diprivatisasi melalui Metode
Employee Stock Ownership Program (ESOP) dan Management Stock
Option Plan (MSOP) sebesar 5%. Berkaitan dengan itu, mengenai
prosedur sistem, dan mekanisme pendistribusian saham melalui

metode ESOP dan MSOP harus ‘dilakukan seadil-adilnya serta

dikomunikasikan secara iransparan  kriteria  dan  \andasen

penghitungannya kepada seluruh karyawan PT. Wijaya Karya yanrg
memang benar-henar berhak sehingga tidak menimbulkan keresahan.

Dengan, demikian tujuan untuk pemberian insentif dan reward dalam
meningkatkan motivasi kerja kepada

manajemen dapat tercapai secara optimal.
Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008

seluruh  karyawan dan




Demikianlah, Pimpinéh Dewan mengharap agar Pemerintah dapat

menindaklanjuti rencana privatisasi dimaksud sesuai dengan ketentuan yang
telah disepakati.

Atas perhatian Saudara, kami mcngucapkan terima kasih. ‘

KETUA,

2
H. R AGUNG LAKSONO

Tembusan : '
1. Yth. Pimpinan DPR R!;

2. Yth. Pimpinan Komisi X! DPR RI;

3. Yth. Sekjen DPR R,

4. Yth. Karosid Setien DPR RI.

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



KRONOLOGIS INITIAL PULIC OFFERING \.F2)
PT JASA MARG.". (FRSERO)

2 Permohonan ijin IPO kepada Meneg BUMN melalui surat Nomor : AA.KKU02.165 tangga!
20 Februari 2004 perit.al Permohonan ijin penawaran umum saham (IPG) PT Jasa.Marga'
{Persero) ; . R

b. Permohonar:in IPO kepada Meneg BUMN melalui surat Nomor : AA R ,.oC tanggal "8
Januari 2006 perihal Laporan Persiapan IPO PT Jasa Marga (Persero) ;

c. Rekomendasi IPO dari Dewan Komisaris kepada Meneg BUMN melalui surat Nomor:
21/DKJIMAI20CE tangget 24 renruari 2006 perihal rekcmendasi Dewan Komisaris P7 Jasa. -
Marga atas rencana IPO PT Jzsa Marga :

d- Surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-262/MBU/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal
Persetujuzn Initial Public Ofiering (IPC) FT Jesa Marga ;

o’ Persetujuzn Komite Privetisasi Nemer: KEP-03/M.EKCN/01/2007 tanggal 31 Januari 2637
tentang Arahan Atas Program Tzshunan: Privatisasi Perusanhzan Persercan {(Perserc)

- Tahun 2007 ;

fu’ Surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-144/MBU/2007 tanggal 22- Maret 2007 perihal
Penunjikan Lembag..lPofési Penunjan IPO PT Jasa Marga (Persero) ; '

g../Persetujuan DPR RI Momor : KD.01/3406/DPF. R1/2007 tanggal 26 Awpril 2007 perihal

o Penyampaian Persetujuan Rencanz Privatisasi PT Jasa Maroa (Persero).'*.an PT Wijaya
Karya (Persero) ;

h.{/Pénunjukan Penjamin Pelaksana Emisi (PPE) oleiy Meney, BUMN Nomor :3-274/V.5U/2007
tanggal 3 Mei 2007 perihal Penunjukan Penjamin Pelaksana Emisi (PPE) IPO PT Jasa
Marga (Persero) ; ! .

i. Penunjukan Kantoi Akuntan Publik oleh Meneg BUMN Nomor ; $-3C9/MBU/2007 tanggal
23 Mei 2007 perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Penyusunan Laporan
Keuangan per 31 Maret 2007 ;

jv PP NO. 52 Tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang Perubahan Struktur
Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga ;

- kv”RUPSLB PT Jasa Marga (Persero) Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 ;

l.vPersetujuan Menteri Kum-Ham No. W7-10487 HT.01.04 - TH 2007 tanggal 21 September
2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbkatas ;

m. Registrasi Pertama ke BAPEPAM-LK tanggal 21 September 2007 ;

n. Pemuatan Prospektus Ringkas di Harian Bisnis Indonesia & Investor Daily, hari Senin, 24
September 2007 ; ‘ '

o. Pre-marketing dilakukan pada tanggal 24 September — 4 Oktober 2007 ;

: “-‘ \/ 4§‘7u ¥

L4 12007 4

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008




p. Price range (kiszaran harga Rp 1.100 - Kp 1.500 per saham) diusrlan pada iainagal €
Oktober 2037 ;

q. Price range (kisaran harga Rp 1.400

F.p 1.800 per saham) difétapkan pada tanggal &
' Oktober 2007.

r, Public Expose tanggal 8 Oktcber 2007 di Jxkarta dan 9 Oktober 2007 di Suréba.ya.
Investor Gathering di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2007;

KA

s. Antara tangaal 15-26 Oktouer dilaksanakan International Road Show;

t.. Pembahasan hasil Bookbuilding dan penetapan harga IPO PT Jasa Marga (Persero) Tbk
sebesar Rp 1.700 per saham pada tanggal 26 Oktober 2007 ;

w,~Pernyztaan efektif dari BAPEPAM-LK tanggal 1 Nopember 2007 ;

v. Masa Penawaran program MESA pada tanggal 1 - 2 Nopember 2007 ;

w. Mzsa penawaran kepzda Public pada tanggal 5-7 Ncpember 2007 ;

x. Penjatzhan szham pada tanccel ¢ Nopember 2007 ;
AK)

Pencatztan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 12 Nopember 2007

\
\

v

Dasar hykum..., Ikhwan Aul}a Fatahillah, FH Ul, 2008



PT. JASA MARGA (PERSERO)

Indonesia Highway Corporation

: CORAHASIA
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakanta 13550 - Indonesia
Tal »€221 ~A1 3526 £41 3670 - Far +A7221 840 1533, 841 3540 CIPENTING
Jasmar@jasamarga com - www j3>3Margd. com D SEGERA
O BIASA
No. ager1a W - o Tanggal penerimaan
No. surat . $-5S2, yBL/O7 [ >0 Nov 07 j
Tgl. surat -84 WNov 2007 .
Hal - Pernberdabhwan  EpekLignys kode / Klasifikasi
Pernyatoany  Pendaptaan ( ‘)
Asal surat : B(A?GPJ\N\ © LF )
Ditujukan Indeks

Disposisi Kepada :
[ Kepala Bagian/Sub Divisi

0O Kepala Sub Bagian/Seksi
0

L

Untukts :
Ketahui dan file

L] Proses selesai

[ Teliti dan pendapat

O Buatkan resume

O &darkan

[J Sesuai disposisi

[ Bicarakan dengan sayx

{7 Bicarakan dengan :

Isi Instruksi / Informasi

/50 Do P El
Fle

[ Teruskan kepada :

Harap diselesaikan tanggal

(

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008




Nomor o S-144MBUR200T -
Sifat : Rehasia

Lampiran

Hal . Perunjukkan Lembaga

IPO FT Jesa Marge (&

Kepada Yth.

Direksi PT Jasa Marga (Persers)
Di -

Jakarts

22 Maret

N
[l

-]
~I

’lu'u—nc

Schubungan dengan surat Seudare INomor AA.KU02.1816 tanggal 30 Nopember 2006 peritial
Lapora:.. Hasil Seleksi Calon Lembaga/Profesi Penurjang IPO PT Jasa Marga (Persero) dan Nomor
AA_K1101.63 tanggal 15Januari 2007 perihal Tindak '.anjul Presentasi RKAP tahun 2007, bersama ini
kami sampaikan hal-hal sebagai herikut:

1. Untuk keperluan IPO PT Jasa Marga {Persero), kam mene\apkan lembaga/profesi penunjang

sebagai berikut:

~® a0 oW

T Asian Appraisal Indonesia sebagai Perusanaan Penilai;
Purbaringsih Adi W sebagai Notaris;

FT Raya Sziiam Registra sebagai Biro Administrasi Efek;
Sumaryono dan Rekan sebagai Konsultan Hukum;

PT Media Komunika Kita sebagai Public Relation;

PT CiMB-GK Sekuritas sehagai Konsultan Ke/uz_a__gan /;‘7/

2. Selanjutnya kami minta agar Saudara segera berkoordmaqu denqan lembagal/profesi penunjang
tersebut di alas dan Kementerian BUMN dalam peleksanaan IPO PT jasa Marga. (Persero).

— ——

Demikian disampaikan, atas perhatlan Saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.:

MENTERI NEGARA
,BADA.\' US \II A MILIK NEGARA

1. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara o

2. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi:

3. Deputi Bidang Usaha Logislik dan Pariwisata
4. Komisois PT Jasa Marga (Persero).

Kp 06 MBU20I02/2067

Dasar hukum...,

Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



Nomor : S-274/MBUR0CT 3 Mei 2007

Sifat : Rahesia

Lampiren : -

Hal Fenunjukkan Penjamin Pelzksana Emisi (PFE)
IPO PT Jese Marga (Persero)

Kepada Yth.

Direksi PT Jasa Marga (Perserc)

Di -

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor A2 KU02.1816 tanggal 30 Nopember 2C3S peiihe

Laporan Hasil Seieksi Czlon Lembzg: "Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga {Persero) dan Nomor
AA KU01.63 tanggal 15 Janueri 2007 perihal Tindzk Lanjut Presentasi RKAP tehun 2007, bersama ini
kami sa.apaike hel-hal sebegai berinut

Untuk keperluan IPO PT Jasa Iiarge (Persero), kemi menetapkan Joint Lead antera konsorsium
Danerekse Sekuritas-Mandiri Sekurites-USS dan konsorsium Bahana Seturitcs-Deutschbank-
Credit Suisse-Citigroup sebzgzi penjemin peleksana emisi (PPE) calem 1PO dimaksud.

Mengenai besarnye strukivr biaye iemzzgalorcissi penunjang tersebul, diminia kepada Saulare

untuk melzkukan negosiasi sehingga mendepeikan narga yang paiing menguntungken Degi
PT Jasa Marga (Persero).

Selanjutnya kami minta agar Saudara segera berkoordinasi dengan lembega penunjang tersebut
di atas dan Depuli Bidang Restruktirisasi dzn Privetisasi uniuk melskukan langkeh-langkah
pelaksanaan IPO PT Jasa Marge (Persero).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucepkan terima kasih.

_o=s=meg  MENTERI NEGARA
SVEBADAN.USAHA MILIK NEGARA

o

—

-

NN SUGIHARTO

N -

Tembusan Yth.:

1.
2.
3.
4.

Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;

Deputi Bidang Usaha Logistik dan Periwisata
Komisaris PT Jasa Marga (Persero).

Kp. 06.MBU11/04/2007

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



JEM FEUMHN.DIT.RESFRL FHOME NC.

LN RN OARA !

ben B b nEEA BT CONUTT
Nomor ; S3(e /MBUR007 B M= 2007
Sifat © Rezhasia
Lampuran @ -
Hal © iwiunjukkan Kanlor Akuntan Publik untuk Penyusunan

Laparan Keuangan per 31 Marel 2007 .

Kepada Yeiis.

Direksi PT Jasa Marga (Perscro)
Di -

Jakarta

Sehubungan dengan surst Saudara No. AAKU0S.678 tanggal 4 Mei 2007 perihal
Penunjukkzn Kanlor Akuntan Publik ur'uk Peayusunzn Lz oran Ke :angan per 51 Maret 2007, kami
dapal menyelu Ji penggunaan Kantor Akunlan Pubik (KAP) Aryante Amir Jusuf & Mawar (RAN
scbagsi Auditor unluk rrengaudit Laporan Keuangan per 21 Marel 2007 dalam rengka IPO PT Jasa
fAarua (Persere). Unluk itu kami minta kepada Szu-tara egar berkocrdinasi denga~ KAP lersetut dan
inzizkukan negosiesi uriuk mendapatkan harga yang paling mengunlungkan bagi PT Jasa Marga
(Fersero).

Domikian disampaikan, alas perhalian Saudara diucapken lerima kasih,

MENTENINECARA

NFOEIA MILIK NECARA
BADAY .§¥§‘§é{; N -

NS
¥ &
< i g -

\\

lembusan Yih:

Sekreiaris Menleri Negara Badan Usaha Iilik Negara:
Depuli Bidang Reslrukturisasi dan Privatisasi;

Oeputi Bidang Usan.a Logistik dan Parivisata

4. Komisaris FT Jasa Marga (Persero).

I N3 -a

¥ D6 MEU1LGSR007

Jalan Dr. Watudin Raya No. 2, chm_\,g Dcpam.-m'cp Kewangan Ensn Lelas Lantar - hdaota 107 10
Felepoa (021) 3‘33"3“20 “ lunting), Faksimili (02 1) 3864442, Eandivweww bumn-ricom "

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008



JREAMARGA

indonesia Highway Corporation

No. . AA. 248 ' 26 Juni 2007
Lamp 1 1 (satu) lembar

Perihal  : Penunjukan Konsultan Hukum Internasional

Kepada

Yth. Ketua Tim Kerja

Tim !'PO PT Jasa Marga (Persero)
Di

Tempat

Sehubunga= dengan telah diterbitkannya surat Mentern iNeg:irz BUMN nomor :
S-422/MBU/2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Penunjukkan Konsultan Hukum
Internasional IPO PT Jasa Marga-(Persero) sebagaimana terlampir, agar Saudara
segera melaksanakan proses selanjutnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku. .

Demikian untuk dilaksanakan dengan seba'ik-baiknya.

Direksi. —

.-
-

I

Ir. Frans S. Sunito
Direktur Utama

PT JASA MARGA (PERSERO)
Maza Tol Taman Mini Indonesia ind
Jakarta 13550

Tel 4+ 62 21 841 3526, 541 3630
Fa- + 6221 840 1533, Bat 300
javmar@4asamaiga.com

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008 VAV 15131 00.COM



PRESIDEN
REPUBLUK INDONESIA

rERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NCMOR 52 TAEUN 2007

TENTANG

FERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KEC2RA WMELZLL

—~

Mcnimbang

Mengingat

FENERZITAN DAN PERJUALAN S£HAM BAFRU F2T 2

™ Y 3 o < 3 b 3 [ = —_ S " . . —
FERUSAHLLN PERSERCAEN (FERSERC; FT (2S8R GA

o do o

-

DENCAN R2HMAT TURAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUELIK INDCNESIA,

.a. bahwa dalam rangka memngkatkan kinerja, nilai tambah

Perusahaan Perseroan ‘(Persero) PT Jasa Marga dan peran
serta masyarckat dalam kepemilikan saham Perusahaan
Perseroan (lersero) PT Jasz Marga, perlu melakukan
penerbitan dan penjualan saham baru pada Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Jasa Marga yang tidak diambil
bagian oleh negara;

b. bahwa . penjualan saham dimaksud telah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indenesia
sebagaimana dituangkan dalam surat Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia  Nomor:
KD.01/3406/DPR R1/2007 tanggal 26 April 2007;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
Struktur Kepemilikan . Saham Negara Melalui Penerbitan
dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Jasa Marga;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; ‘

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Neghra Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3608); :

_D_a’s_a_r_»hukum..., I_khwan AuI@ Fatahillah, FH UI&;QQQEF-@UDCSSU‘)Q o




Menetapkan

. 4. Undang-Undang Nomecr 19 Tahu:n

PRESIDEN
. REPUBLIK INDONESIA

-2

L

3. Undang-Updang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik !ndonesta Tzkun 2003
Nomor 47, Tambzahan Lembtearan Neger

beran ra Fepuelk Indonesie

r~
o
-~

Nomor 4286},

; 2003 lemiea:g Bacdan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negarz Republik Inndereca
Tahun 2003 Ncmor 708, Tamtezelean
Repubiik Indcnesia Nemor 42873,

PR

yo

Lembarex Negara

5. Peraturan rPemerintah Nemer S22 Tenon Z00Z

\]

mer 22 Tehon 2002 temianmg Tat
Cara Privatisasi Peruszhaan Ferserczan i{rersero) (Lemberen
Negara Reprublik Indonesia Teahkun 2005 Nomosr 79,
Tambahan Lembaran Negara Repukbklik Indonesia Nomor
4528); i

']

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modzl Negara pada
Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2005 Nomor

116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 4553); )

MEMUTUSKAN :

PERATURAN ~ PEMERINTAH  TENTANG  PERUBAHAN
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALU!
PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA.

Pasal 1

(1) Palam rangka meningkatkan kinerja, nilai tambah
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga dan peran
serta masyarakat dalam kepemilikan saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Jasa Marga, dilakukan penjualan
saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga
dengan cara menerbitkan saham baru yang tidak diambil

bagian oleh negara, untuk dijual berdasarkan ketentuan
pasar modal. '

(2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat ()
dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, dan harga
terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar.

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008 Pasgl 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1) Pe.,y‘”'en seham sebezgaimena dimaksud dzlam Peszl
ayat (1) dilakukan pzaling banvak 3C% (tiga puluh perser
~sekingga kepemililan neea a paiing sed:kit 78% (o
puluh persen) dari seluruh saham Perusazhaan Ferseroz:
(Persero) PT Jzsa Marga yang telah ditempatkan dexn disetc
penuh setelaly perivalan saham.

‘e nilel sehem veng

-

~ S ¥ - iz
(C) Ezmreainyve sakhe can hesamns el

diterbitkan dan-dijual sebagaimana dimaksud pada a)a i
ditetapkan oleh Merteri Negaia Badan Useha Milik Nega
selaku Rapat Umum Pemegang Saham.

. Pasal 3

Sectelah pelaksanaan penjualan saham, Menteri Negara Brda.
Usaha Mihk Negaia memberitaluxan secara tertuli
banyaknya saham dan besarnya nilai saham yang diterbitka
dan dijual serta struktur kepemilikan saham pada Perusahaa:
Perseroan (Persero) PT Jasa Marga kepaaa Menteri Keuangzan.

Pasal 4

(1) Hasil penjualan saham baru sebagzimana dimaksud dalar
Pasal 2 ayat (1) disetor ke kas Perusahaan Perseroa

(Persero) PT Jasa Marga.

(2) Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud pada aye
(1) merupakan hasil bersih setelah dikurangi dengan biay
pelaksanaan penjualan tersebut.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapka:
dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas
dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peratura:

Perundang-undangan.

\ Pasal 5

Peraturan Pemermtah ini mulai berlaku pada tangge
dlundangkan

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4 -

memerirntak

Agar  setap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan

penempetannya dalam Lembaran
>

Femerintah

PN WL - s
ara Keputlk Ingeres

Ditetapkan di Jakarta

paca temggel 4 Septem:

——-

FRESIDEN ~Z -

RSB E NS D

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYC}

Diundangkan di Jakarta
paca tanggal 4 Ceptember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
— REPUBLIK iNDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
—.BIDANG PERUNDAN -UNDANGAN,

HAMMAD SAPTA MURTI

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008
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RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JASA MARGA (PERSERO) TAHUN 2007

Nomor : RIS- 292/D6.MBU/2007

A PENDAHULUAN

1.

(RS

Rapat Umum Pemaegang Suham Luar Bissa (RUPSLB) PT Jasa Marga (Persere). vang
didirikan berdasarkan Akie Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor 1 tanggal | Maret
F978. yang telah beberapa kali diubah terakhir gengan Akte Notaris Nomor §2 tanggal
16 Maret 1998 jo Akte Nomor 5 tanggal 2 April 1998 dari Notaris Imas Fatimah. SH.
diadakan pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 pukul 13.15 WIB bertempat di
Kantor Kementerian Negara BUMN Jalan Dr. Wahidin Raya No. 2 Jakarta Pusat
Gedung Departemen Keuangan Enam Belas Lantai di ruang rapa: lantai 11, dan
dihadiri oleh nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran 1] Risalah n1.

Dasar Hukum Pelaksanaar Ramar.:

a.

d.

G

ae

-~ - . ! 217! Fan
Undang-Undang RI Nomaor 17 Tahun 293 Tentang Keuangan Negara (Len o

¢ har 4286):;
Negara R1 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4286);

- Undang-Undang Rl Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 70, Tamtahan Lembaran Negara Nomor
4297): '

Undang-Undang R1 Nomeor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas i&‘?;nl?amn
Negara R1 Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas
dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO)j
Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawawan (PERJAN) kepada Meme;l
Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 82.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cn:ra Pl'l\"al;sam
Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik lndonestaﬁzahun 2005
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43Z28);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negax.'a
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4536); .

Peraturan  Pemerintai Nomor 52 Tahun 2007 tentang Perubahan ' Struktur
Kepemilikan Saham Negara Mefalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada
Perusahaan Perseroan PT Jasa Marga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 116); E K

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008 D L'/’ &



)

-

h. Anggaran Dasar FT.Jasa Marga (Persero) didirikan berdasarkan Akte ‘Notaris
Kar;ijli Muljad. SH Nomor i tanggal 1 Maret 1978, yang telah bcberapa kali diubzh
teralchir dengan Akte Notanis Nomor 52 tanggal 16 Maret 1998 jo Akte Nomer 5
tangga) 2 A}T)m Y998 dari Notaris Imas Fatimah, SH; i

1. Surat Kuasa Menteri Necara BUMN kepada Deputi Bidang Restrukturisasi dar‘m
Privatisasi dan Deputi Biaa;.g Uszha Logistik dan Pariwisata dengan hak substusi
nomor : SKU ~ 231/MBU/2007 tanggal 10 September 2007; s

J- Surat Kuasa Substitusi Deputi Bidang Usaha Logistik dan leri\\'is;llu‘ kepada Sdﬂr.
Pontas Tambunan, Asdep Urusan Usaha Prasarana Angkutan nomor : SKU- 02/D3-
MBU/2007 tanggal 11 September 2007.

B. JALANNYA RAPAT

2

RUPSLB dibuka pukul 15.15 WIB dan dipimpin olch Deputi Bidang Restrukturisasi
dan Privatisasi-selaku Kuasa Pemegang Saham. )

. o - . 1 . M . NI !f
. Selanjutnya Pimpinan Rapat menvatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan

vuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. maka RUPSLB adalah sch don

berhak mengambii\keputu;ax;l vang mengikat, kemudian pimpinan rapat mengcsahkan

acara rapat sebaga: berikut :

a. Persetujuan perubahan Anggaran. Dasar Perseroan : .
= Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal d..ctor melai

kapitalisasi laba ditahan;
- Perubahan nilai nominal saham;
- Penyesuaian AD dengan U No. 8 Tahun 1995 tentwn: Pasar Modal.

b. Persetujuan perubahan status perseroan dari Persercan Teriutu; merjadi Perseroar
lerbuka;

¢. " Persetujuan penjualan saham dalam simpanan perseroan kepada masyvarakat melalut
pasar 1nodal sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah saham vang dikeluarkan setelah
perseroan melakukan IPO;

d. Penetapan program kepemilikan saham perseroan olch karyawan dan manajemen
Perseroan melalui Employee Stock Allocation (ESA) dari saham Perseroan yang
ditawarkan melalui IPQ sesuai aturan pasar modal;

¢. Memberikan kuasa kepara Direksi untuk melaksanakan scgala tindakan yang
diperlukan terkait dengan {PO, termasuk namun tidak terbatas pada :

- Mencatatkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolekuif:

- Mencatatkan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efck:

- Menyatakan dalam akta Notaris tersendiri peningkatan modal ditempatkan dan
modal disetor, setelah Penawaran Umum selesai dan mencatatkan saham-saham
tersebut pada Bursa Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

f. Penunjukkan Komisaris Independen;

Persetujuan pengubahan lingkup audit KAP Amir Arvanto Jusuf & Mawar (AAJ.)

yang semula melakukan audit laporan keuangan per 31 Maret 2007 menjadi audit

per 30 Juni 2007 mengingat bahwa persetujuan Menteri Negara BUMN nomor: S-

309/MBU/2007 tanggal 23 Mei 2007 menyetujui penunjukan KAP AAJ untuk

mengaudit buku per 31 Maret 2007,

h. Lain-lain yang berkaitan dengan 1PO dj atas.

1o
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Pemaparan Direlitur Utama mengenai hal-hal yang akon diputuskan dalam RUPSLB

PT Jasa Marga (Persero) tahun 2007.

4. Tanggapan Komisaris mengenai hal-hal yang

akan diputuskan dalam RUPSLB

PT Jasa Marga (Persero) tahun 2007.

W

Pembhahasan oleh Pemegang Saham atas hal-hal yang akan diputus’.an dalam RUPSL]B

PT Jasa Marga (Persero) tahun 2007.

C. KEPUTUSAN RAPAT UMUNM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Memperhatikan pembahasan vang telah dilakukan, maka Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perscroan sebagai berikut :

a. Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 2.000.000.000.000.- (dua triliun Rupiah)
menjadi Rp. 9.520.000.000.000.- (sembilan triliun limaratus duapuluh miliar
Rupiah) dan modal ditempatkan dan disctor penuk: duri Rp 1.000.000.000.000,- (satu
triliun Rupiah) menjadi Rp 2.380.000.000.000.- (dua triliun tiga ratus delapan puluh
miliar Rupiah) yang berasal dari kapilalisasi scbagian saldo laba posisi per 30 Juni
2007 sebesar Rp 1.380.000.000.000.- (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar
Rupiuh), sehingga saldo laba posisi per 30 Juni 2007 tersisa sebesar
Rp. 24.895.100.523.- (dua puluh =mpat miliar delapan ratus sembllan puluh hma
juta seratus ribu limaratus duapuluh tiga Risiah);

b. Mengubah nilai nominal saham Persero~n dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah®
setiap saham menjadi sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) setizp ssham dan
mengubah klasifikasi sahum r.:enjadi saham seri A Dwiwarmna dar saham seri B;

c. Mcdal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebesar Rp. 2.380.000.000.000,-
(Gua triliun tiga raws delapan puluh miliar Rupizh), terbagi atas 4.760.000.000
(empat miliar tujuh ratus enam puluh juta) lembas saham yang terdiri dari 1 (satu)
saham seri A Dwiwarmna dan $.759.999.999 (ecmpat milar wjuh ratus lima pului
sunbilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu semuilan ratus sembilan
puluh sembilan) lembar saham seri B.

d. l.lenyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Persercan dengan L'J No. 8 Tahun 1995

tentang Fasar Modal.
Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan
Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk.

disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
2 masyarakat melalui

Menyetujui penjualan saham dalam simpanan Persercan kepadz

pasar modal sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah saham yang dikeluarkan setelah
Perseroan melakukan JPO atau sebanyak-banyaknya 2.040.000.000 lembar saham.
Menetapkan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan dan manajemen
Perseroan melalui Employee Stock Allocation (ESA) sebanyak-banyaknya 10%
(204.000.000 Jembar saham) dari emisi saham baru Perseroan va:.: diterbitkan sesuai
dengan ketentuan pasar modal. Alokasi saham tersebut lerdm dari:

a. Saham Bonus

- Sebesar 1 (satu) X gaji netto bulan Juni 2007.
Masa lock up 3 tahun atau yang bersangkutan tidak bekerja lagi dl PT Jasa
Marga
Pembebanan saham bonus tersebut akan dibiayakan pada anggaran biaya tahun
2007, dengan catatan, target laba setelah pajak tahun 2007 yang telah dztetapkan
pada RUPS yan g lalu tidak mengalam) perubahan.

Dasar hukum..., Ikhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008 - D K/Jf;
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b. Saham Jatah Pasti

- 204.000.000 lembar saham (10% dari emisi sah::m baru) dikurangi jumlah
saham bonus.

. - Tidak ada lock up ]

c. Yang berhak memperoleh program kepemilikan saham kar: 1wan dan manajemen
PT Jasa Marga adalah :
- Direksi PT Jasa Marga
- Komisaris, Sckretaris Komisaris dan Staf Sekretaris PT Jasa Marea
- Karvawan tetap PT Jasa Marga S
Komisaris Independen wun Komite Audit yang bukan angeota homisaris tideh
diperkenankan mengikuti program ESA.

[

Memberi kuasa kepada Dircksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukin

terkait dengan JPO. termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Mencatatkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolekuf:

b. Mencatatkan saham vang ielah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek;

c. Menvatakan dzlam akta Notéris tersendiri peningkatan modal ailempatkan dan
mod;] diseto., seteiah Pe-awaran Umum selesai dan mencatatkan sahain-saham
tersebut pada Bursa Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Per<eroan.

d. Menyesua\kan seluruh ke'entuan Angearan Dasar Perseroan denOdn Undang-undang
Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Mengangkat Irjen Polisi {Purn) Drs. Michael Dendron Frimanto scbagai Anggota
Komisaris Independen dan menunjuk Sdr. Mayjen (Purn) Sanxoedm yang semula
menjabat sebagai anggota komisaris menjadi Anggota Komisaris lndep?ndcn. )

Masa jabatan Sdr. Irjer Polisi (Pum) Drs. Michael Dendron Primanto adalqh 5 tahun
terhitung sejak penutupan RUPSLB ini, sedangkan masa jabatan Sdr. Mavjen (Pum)
Samsoedin meneruskan masa ‘abatannya semula. Dengan pengangkatan dan
penunjukan anggota Komisaris ie,sebut di atas, maka susunan keanggotaan L:wan
Komisaris PT Jasa Marga (Persero) menjadi sebagai berikut :

Nama Jabatan

a.  Drs. Gembong Prijono, MSc. Sebagai Komisaris Utama

b.  Drs. Sri Mulyanto, MSc. Sebagai Komisaris

c. Prof. Akhmad Sakhroza Sebagai Komisar-:s

d. Ir. Sumaryanto Widavatin Sebagai Komisaris

e. Mayjen (Purn) Samsoedin Sebagai Komisaris Independen
f.  Irjen Polisi (Purn) Michael Dendron Sebagai Komisaris Independen

Primanto

Menyetujui Kantor Akuntan Publik Amir Aryanto Jusuf & Mawar (AAJ) untuk
mengaudit Laporan Keuangan PT Jas. Marga per 30 Juni 20u7/. .
Untuk kelancaran program 1PO PT Jasa Marga, maka Pemegang Saham meminta
kepada Komisaris dan Direksi serta jajarannya untuk memberikan perhatian dan
dukungan sepenuhnya demi kesuksesan program IPO tersebut.

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
yang diputuskan dalam RUPSLB ini dalam bentuk otentik dihadapan Notaris atau
pejabat yang berwenang.

i)
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D. PENUTUP
]. Pimpinan Rapat 'nenoucapl\an terima kasith kepada scmua pihak yang teiz
mempersiapkan pelaksanaan RUPSLB ini, schingga RUPSLB dapat mcngambll

Kkeputusiii. .
Pimpinan Rapat menutup RUPSLB PT lasa \Imoa (Persero) pada pukul 13..52

WiB.

N

Jakarta. 12 September 2007

SELAKU KUASA PEMEGANG SAHAM
PT JASA MARGA (PERSEROQO)

PONTAS TAMBUNAN VIATMUDDIN YASIN
Asisten Deputi Urusan . Deputi Bidang _
Usaha Prasarana A ngkutan Restrukturisas: daw Privatisasi
KOMISARIS ‘ DIREKSI
/ /
(Iij//f(lB(). G PRIYONO FR. \\9 QU\H()
Komisaris Utama Direkeur Utama
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MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MA~USIA REPUBLIK iNDONLSIA,

Nenimbang

Menrgingat

Mcnetapkan
PERTAMA

KEDUA

. bahwe setelah dilakukan penebitian secera seksema terhadap V srmai lnan Aktz Noeris Model

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PERUSAHAAN PERSEROAN (PCRSERO) PT

: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Mzausia Repubiik Indenesia ini imulzi berlaku sejak
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DA 1IAK ASASI MANUSIA
REPUNBLIK INDOMNESIA
Nomor: W3-10487 HT.01.¢1-TH.2007
TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGLARAN DASAR
PERSEROAN TEREATAS

11 dan deiumen pendukurgnva sera seliran A Nomor 07, tengpal 13 Sentember 2007 vang
dibuat dan disampaikan oleh Notaas Ny. Poc ~amingsin Ado Wwarsno, $11 dan drenime puca
tangge! 20 Sepiember 2007, iclan memenus  svarat den fmizh ssnumocengen peraturan
peruncang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor ! Tehur 1908 1 zng Perseroen Terpaias {Lombatan Nepars
Nomor 13 Tahun 1995, Tamtakan Lembars: Negara Nomior 3387 Lanun (995}

. Uncang-Undang Nomor 8 Tahur 1997 tewvzng Dokumen i*crusahaan {Lembaran Negerz
Nomor 18 Takur 1967, Tambzhan Lenbarys Negzra Nomor 3678 Tahun 199%);

. Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tarun 16° 5 tenwene Pemashaian Nama Perseroarn Terbatas
(Lembaran Ncgara Nomor 29 Tahuen 14§ Tambzhzn Lestharan Negara Nomer 2740
Tahun 1998); _

4. Keputusan Menteri Kehskiman dan Ifak Asasi Manusin Nomor M-01 HT.C1 01 Tahun
2000 tentang Pemberlakuan Sisiem Admi-istrasi Badan Tukum di Dirckteret Jenderal
Administrasi Hukum Umun Depanemen Funakiman dan Hak Asus) Manuéia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Aszs Manusia Nomor M-01.PR.0O7 10 Tahun 2005
tentang Orgeaisasi dan Taw Kerjz Kentor Wilayah Departernen Hukum den Hak Asasi
Manusia Republik Indoncsia;

6. Peraturan Menteri Hokum dan Mak Asae: Manusia Nemor M-827 [{P.04 * ) Tahun 2006
tentang Pendelegasian Wewenang Mentert Hukum dan Hak Asast Manumio Republik
indoncsia Dalam Mcmberixan Pengesat.: Badan Hukum Perscroen Tcrbatas Kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukuir: dan Hak Asasi Manusia Di Seiurui Indonesia,

[ 28]

ta

MEMUTUSIKAN:

JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk disingkst PT JASA
MARGA (PERSERO) TBK. NPWP 01.001.575.6-051.000, berkedudukan di  Jakartz Timur
sesusi dengan data dalam Formal Akt Isia: Notaris Medel 1! yang disimpan dv  dalem
databuse, szlinan Akia Nomor 27, tanggal 2 September 2007 yeng dituat oleh Notaris Ny,
Pocrbaningsih Adi Warsito, S14 berkedudukar i Kotamadya Jakzna Selatan;

langgal ditctapkan.

i* iclapkan ¢ Jakana
ida tanggal 21 Sepiember 2007

A.n. MENTHRIHUKUM DAN HAK ASASEMANUSIA
REPUBLIK INDONWES!IA

?{Q’:’\l.;‘\ KANJOR WIt. AYAH

. L4 NDKIJAKARTA,

Dis. DIDIN SUDIRMAN, Bc.IP, M.Si
© v NIP: 040026 764
)
' e

-
2
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RISALAH RAPAT

PEMBAHASAN HASIL BOOKBUILDING DAN PENGAJUAN USULAN HARG +

[PO PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

Hari/Tanggal Jumat 7 26 Oktober 2007
Tempat Ruang Rapat PT Angkasa Pura [l
Kantor Pusat Gedung, 600

Bandara Soekamo Hatta Lt. 6
. Jakarta
Dafiar Hzéir Terlamni-

Pokok-Pokok Pembzhasan dan Kesimpulan Rapat

109}

Rapat dimuiai paca pukul 06,36 Wi

Hasil bookbuilding dilaperikzn cleh eint | -~4 Underwriters (JLU) dengan poin-
poin sebagai berikut:

- l.ntcrnational Market Feedback: para inve~tor asing umumnya masuk pada
tingkat harga di kisaran bawah, antara Rp1.400 hingga Rp1.600. (Fada tingkat

+ Rp:1600: USD 370 mihar. Rp1.500: USD270 miliar)

- Domestic Market Feedback: hasil bouk -uilding yang kuat di levei narga
Rpl1.800 {(Rp16 3 triliun). dengan rincian irvestor institusi sebeszr Rp7.6 triliur
dan investor ri'2l sebesar Rp9.2 trifiun (rincian bockbuilding terlampir). Namu~
perlu dicatat bahwa inve ior-investor besar seperi Jamsostek, Fortis, Schroders
umumnya nasuk pada tingkat harga 5 1500.

Berdasarkan hasil beokbuilcing vang dilaksanakan secara transparan dan untuk
memastikan investor yang berkualitas, JLU merekoinendasikan agar penentuan
harga tetap memperhatikan faktor kualitas investor dar kinerja pasar sckunder.

Bapak Menteri BUMN memutuskan

Dengan memperhatikan hasil bookbuilding domestik dan internasional dan
dengan mempertimbangkan berbagai alasan politik. sosial dan berbagai
pertimbangan manajemen dan masukan dari para JLU, serta untuk
menghindari resiko hukum, Bapak Menteri BUMN berpendapat bahwa untuk
memperoleh support balance, harga final ditctapkan pada level Rpl1.700.
Dengan demikian, gross proceed yarg akan diperoleh adalah Rp 3.468 miliar.

Porsi Domestik:internasional ditetapkan 60%:40%. Koemposisi antara institusi
dan ritel akan ditentukan kemudian, Jengan mengupayakan komposisi yang
tepat dengan memperhatikan demand dan kondist pasar.

Rapat ini ditutup pada pukul 07.34 WIB

\

\
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\,: loint Lead Underwriters:

tieri Sunaryadi
Direktur Utama
P71 Bahana Securites

PT lasa Marga (Per.ero) Tbk:

Ahddal Vadi e

Lieistin

Mengetanui,

st Sharp

Wl B

] ot

N

-

' Wasvan Gemuh K
Dirclhur

2T Niandir Seloeeas

Acung Prabowo

Director

PT URS Securities Indonesiz

Ahmad Purwono

Direktur

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Mahmuddin Yisin o

Deputi Menteri BUMN Bidang

Restrukturisasi dan Privatisasi
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DEPAR (ENMEN KEVANGAN REFCUBLIK INOCNESIA
BADAN PENGAWAS PASAR NICDAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Baru Lantai 3-8

Departemen Keuangan R.1. Telepon (021) 3858001

Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta 10710 Faksimili (021) 3857917

Nomor : 3-5«5"2[78L/2007 / Nopemter 2007
Sifat : Biasa

[Lampiran P - .-

[Hal : Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

Kepada Yth. :

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Thbk.
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550

Bérkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan meclalui surat
Nomor: AA.KUO02.1512 tanggal 21 Sepiember 247 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawarau Umum PT Jasa Marga (Persero) Tok., serta perubahaq
dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Pend~ftaran vang terakhir disampaikan melal,“l
surat Nomor: EA.KU02.1681 tanggal 29 Oktober 2007, dan setelah dilakukan peneleahan leb{h
lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyal tanggapan lebih
tanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjad, etektif. '

Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam
Pernyataan Pendafiaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesankan atau
meneliti keunggulan investasi pada perusahzan atan Efek yang diajukan dalam Pernyataan
Pendaftaran tersebut di atas.

- . 0.2 i { ! ¢ ¢
Dengan Efektifnya Pernyataan Pendafiaran ini, maka Perusahaan wajib tuncuk pada
peraturan Pasar Modal yang berlaku.

o Ketua

v
PR

R NP ety el
MU — \_‘._,\/z,(m,

PUAL Fuad Rahmany
- NIP 060063038

Tembusan :

I Menteri Keuangan Republik Indonesia

2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Rl
3. Sekretaris Bapepam-LK

4. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam-LK
5.

Direksi PT Bahana Securities (PPEE)
6. Direksi PT Danarcksa Sekuritas (PPLL) ' !
7. Dircksi PT Mandiri Sckuritas (PPEE)
8. Pusat ReferensiPasar Modal (PRPM)

Dasar hukum..., lkhwan Aulia Fatahillah, FH Ul, 2008
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